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KATA PENGANTAR

Sejatinya, dibentuknya KPU, Bawaslu dan DKPP adalah untuk memastikan amanah UUD'1945
pasal 2 ayat 1 yang menegaskan bahwa kedaulatan di tangan rakyat, dapat terlaksana secara
periodik dalam skema Pemilu dan Pemilihan.

Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sebagai mekanisme sirkulasi elit dan sirkulasi kepemimpinan
nasional maupun kepemimpinan di daerah, wajib dikawal bersama oleh seluruh elemen rakyat.
Tidak hanya untuk mendorong keterwakilan politik dalam skema ketatanegaraan kita, tetapi
juga memastikan terciptanya legitimasi politik. Aktualisasi kedaulatan rakyat dalam Pemilu dan
Pemilihan, tentu tidak lepas dari jaminan terhadap hak-hak untuk dipilih dan memilih agar
dapat terlaksana sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Pemilu 2019 memberikan pelajaran penting terkait dengan jaminan hak untuk dipilih. Bahwa
larangan mantan napi korupsi, pengedar narkoba dan kejahatan seksual untuk menjadi caleg,
mestinya dapat diatur dalam UU, bukan sekedar PKPU. Begitu juga dengan pencalonan pada
Pemilihan 2020 terkait "masa id'dah (5tahun)" mantan napi dan WNA, yang pada akhirnya
didiskualifikasi setelah yang bersangkutan dinyatakan menang dalam penghitungan suara,
sehingga harus dilakukan pemungutan suara ulang.

Bagaimana dengan hak memilih? Hak pilih rakyat dalam sistem Pemilu dan Pemilihan kita
disusun dalam data pemilih oleh KPU. Hampir disetiap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan,
daftar pemilih menjadi masalah. Yang sangat tidak asing adalah, orang yang sudah lama
meninggal, namanya masih tercantum dalam data pemilih. Pemutakhiran data pemilih pada
Pemilu dan Pemilihan serentak 2024 menjadi "PR" yang mestinya dapat kita selesaikan,
mengingat setelah Pemilu 2019 lalu, KPU selalu meng-update-nya perbulan, per 3 bulan dan
per 6 bulan sebelum masa tahapan Pemilu 2024 dimulai.

Jurnal Bawaslu DKI Jakarta edisi ke 3 yang ada ditangan pembaca ini, adalah bagian dari upaya
kami memberikan catatan penting untuk mencari jalan keluar dari polemik daftar pemilih yang
ada. Semoga bermanfaat.

Jakarta, 13 Desember 2022

Munandar Nugraha
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PENGUATAN PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILU SERENTAK TAHUN 2024
Oleh:
Irwan Supriadi Rambe

Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Abstrak

Pemutakhiran data pemilh dilakukan dalam upaya untuk memutakhirkan data pemilih
agar menjadi basis bagi data pemilih yang akurat pada pemilu/pemilihan selanjutnya,
vang dilakukan pasca pemilu/pemilihan. Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana
pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat menjamin pemutakhiran data pemilih
berkelanjutan yang lebih valid dan akuntabel.
Hal ini untuk menjaga asas dan prinsip penerapan profesionalitas dalam pelaksanaan
pengawasan pemutakhiran data pemilih untuk melindungi hak konstitusional setiap
warga negara pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara serentak Tahun
2024.
Kata kunci: data pemilih, Bawaslu, Hak konstitusional
A. Pendahuluan

Permasalahan Daftar Pemilih, khususnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi
persoalan yang selalu timbul menjelang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).
Problem DPT bisa dikatakan sebagai isu klasik yang berulang kali terjadi yang tentu saja
mempengaruhi proses (tahapan) dan bahkan hasil dari Pemilu itu sendiri. Disinilah
dibutuhkan keseriusan dalam merespons isu tersebut secara efektif dan komprehensif.
Persoalan DPT tidak bisa ditangani melalui cara-cara yang tradisional, tapi membutuhkan
kreatifitas, inovasi dan tentu saja kerja keras semua pihak baik itu pihak Pemerintah
(khususnya Kemendagri), Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu), Peserta Pemilu
(Partai Politik dan Perorangan) serta dukungan dari masyarakat luas.

Isu aktual yang mencuat adalah persoalan data ganda dalam DPT. Sampai-sampai
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI) merekomendasikan Komisi Pemilihan
Umum (KPU RI) untuk menunda rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional pada
Pemilu 2019. Rekomendasi tersebut dilakukan atas hasil pengawasan pengawasan dan

analisis Bawaslu terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Pemilu 2019 yaitu, masih
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banyak data ganda dalam DPT. Bawaslu memastikan rekomendasi itu diterbitkan demi
menjaga hak pilih di seluruh wilayah di Indonesia.’

Bawaslu menemukan kegandaan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Nasional
pada Pemilu 2019 mendapai setidaknya 1.013.067 pemilih. Hasil analisis tersebut
diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk dicermati dan dikoreksi. Data hasil
analisis Bawaslu terhadap DPT di 285 kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan total
91.001.344 pemilih. Dalam menganalisis, Bawaslu mendasarkan kegandaan pada elemen
NIK, nama dan tanggal lahir pemilih. Bawaslu menggabungkan seluruh data dalam

lingkup kabupaten/kota. Ketiga elemen data tersebut menjadi basis analisis kegandaan.?

B. Kerangka Hukum Pemutakhiran Daftar Pemilih

B.1. Penyusunan Daftar Pemilih

1. UUD 1945 Pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 menyebutkan, setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum
yang adilserta perlakuan hukum yang sama di depan hukum, dan 3,
setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang dama dalam
pemerintahan.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011-017/PUU-/U-1/2003 tertanggal
24 Februari 2004 menyatakan, bahwa hak konstitusional negara untuk
memilih dan dipilih (rigt to vote and rigt to be candidate) adalah hak
yang dijamin oleh konstitusi, UU maupun konvensi internasional.

3. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 43
menyebutkan, setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih
dalam Pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara
yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

' Banyak Data Ganda, Bawaslu Rekomendasi Rekapitulasi DPT Nasional Ditunda
http://bawaslu.go.id/id/berita/banyak-data-ganda-bawaslu-rekomendasi-rekapitulasi-dpt-nasional-ditunda
(diakses 9/12/2022 pukul 11.00)

2 Capai 1 Juta Pemilih, Bawaslu Minta KPU Koreksi Kegandaan DPT
http://bawaslu.go.id/id/berita/capai- 1 -juta-pemilih-bawaslu-minta-kpu-koreksi-kegandaan-dpt-0 ~ (diakses
pada 9/12/2022 pukul 11.15)
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5. PKPU No. 6 tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

6. PKPU No 7 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam
Penyelenggaraan Pemilu dan Sistem Informasi Data Pemilih.

7.  Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan

Pemilu.

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 201 ayat

(1) menyatakan:

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan data kependudukan dalam bentuk:

a. Data agregat kependudukan per kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam
menyusun Daerah Pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota;

b. Data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun
daftar pemilih sementara; dan

c. Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan
bagi KPU dalam penyusunan Daerah Pemilihan dan daftar pemilih sementara.

Kemudian pada ayat (2) disebutkan “Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri kepada

KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara”. Sementara

Data WNI yang bertempat tinggal di luar negeri diserahkan oleh Menlu kepada KPU.

Pasal (3) “Data Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ harus sudah tersedia dan diserahkan oleh

Menteri Luar Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari

pemungutan suara”.

Pada pasal (4) kemudian menyatakan “Data kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU dalam
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dan Menteri
Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri”. Data hasil sinkronisasi antara Pemerintah
dengan KPU ini yang kemudian disebut sebagai Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4).
Ayat (5) menyebutkan “Data kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah
bersama KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi data penduduk potensial
pemilih Pemilu”. DP4 ini harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah
dan Pemerintah Daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan

suara (ayat 6). Selanjutnya pada ayat (7) disebutkan “Data kependudukan sebagaimana
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3




BAWASLU

'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UNUM
PROVINSI DKI JAKARTA

dimaksud pada ayat (1) huruf' b dan data Warga Negara Indonesia yang bertempat, tinggal
di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijadikan sebagai data
pembanding daftar pemilih tetap Pemilu terakhir”.

Pada pasal 202 ayat (1) disebutkan “KPU Kabupaten/Kota menggunakan data
penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (5)
untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan
secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih”. Selanjutnya pada ayat
(2) dikatakan “Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan alamat Warga
Negara Indonesia yang mempunyai hak memilih”. Catatan penting dalam pasal 202 ini
adalah bahwa DP4 yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan DPT Pemilu terakhir

yang disandingkan merupakan bahan penyusunan Daftar Pemilih.

B.2. Pemutakhiran Daftar Pemilih

Pemutakhiran Daftar Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota yang dibantu
oleh Pantarlih, PPS, dan PPK yang diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah
diterimanya DP4. Pasal 204 menyebutkan:

1) KPU Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar
pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan.

2) Pemutakhiran data Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselesaikan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya data penduduk
potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 201 ayat (6).

3) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh
Pantarlih, PPS,dan PPK.

4) Dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih memberikan kepada
Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.

5) Hasil pemutakhiran data Pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar

pemilih sementara.
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B.3. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu menggunakan basis “dejure”, artinya

penyusunan daftar pemilih sesuai dengan domisi yang tertera di KTP. Hal ini disebutkan

pada pasal 206:

D

2)

3)

4

5)

6)

Daftar pemilih sementara disusun oleh PPS berbasis domisili di wilayah rukun
tetangga.

Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat
1 (satu) bulan sejak berakhirnya pemutakhiran data Pemilih.

Daftar pemilih sementara diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh PPS untuk
mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat.

Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salinannya harus
diberikan oleh PPS melalui PPK kepada yang mewakili Peserta Pemilu di tingkat
kecamatan sebagai bahan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

Masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dan ayat (4) diterima PPS paling lama 21 (dua puluh satu) hari sejak
daftar pemilih sementara diumumkan.

PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara berdasarkan masukan dan
tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari
sejak berakhirnya masukan dan tanggapan masyarakat dan Peserta Pemilu

sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Kemudian pada pasal 207 disebutkan:

1))

2)

3)

Daftar pemilih sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206
ayat (6) diumumkan kembali oleh. PPS selama 7 (tujuh) hari untuk mendapatkan
masukan dan tanggapan masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.

PPS wajib memperbaiki daftar pemilih sementara hasil perbaikan berdasarkan
masukan dan tanggapan masyarakat. dan/atau Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari setelah: berakhirnya pengumuman.
Daftar pemilih sementara hasil perbaikan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan oleh PPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK untuk menyusun
daftar pemilih tetap.
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B.4. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Penyusunan Daftar Pemilih Tetap dilakukan berdasarkan Daftar Pemilih

Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP). Penting dicatat disini bahwa penyusunan DPT
berbasiskan TPS. Pada pasal 208 disebutkan:

1)

2)
3)

4)

)

6)

KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih
sementara hasil perbaikan.

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS.
Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7
(tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil
perbaikan.

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU
Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS.

KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat
kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan
dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa
diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Salinan softcopy atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang

diubah.

Selain DPT, Daftar Pemilih dapat dilengkapi dengan Daftar Pemilih Tambahan yang

dilakukan 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Daftar Pemilih Tambahan ini

ditujukan kepada Pemilih yang sudah terdaftar di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar

namun karena keadaan tertentu tidak bisa menggunakan haknya di TPS tersebut. Hal ini

disebutkan pada pasal 210:

1)

2)

Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat
dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari
pemungutan suara.

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data
Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena
keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS

tempat yang bersangkutan terdaftar.
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3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus
menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan
telah terdaftar sebagai Pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal.

4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.

B.5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
Rekapitulasi DPT dilakukan secara berjenjang dimulai dari KPU

Kabupaten/Kota, kemudian rekapitulasi di KPU provinsi dan terakhir rekapitulasi di KPU

RI. Pada pasal 217 disebutkan:

1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di kabupaten/kota.

2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap di provinsi.

3) KPU melakukan rekapitulasi daftar pemilih tetap secara nasional.

Selanjutnya pada pasal 218 dikatakan:

1) KPU dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyediakan data pemilih, daftar pemilih
sementara, dan daftar pemilih tetap memiliki sistem informasi data Pemilih yang
dapat terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

2) KPU dan KPU Kabupaten/Kota wajib memelihara dan memutakhirkan data Pemilih

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B.6. Pengawasan Daftar Pemilih
Pengawasan dan Penyelesaian Perselisihan dalam Pemutakhiran Data dan

Penetapan Daftar Pemilih diatur pada pasal 219 dan 220 undang-undang No. 7 tahun

2017. Bawaslu bertugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan setiap proses

pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih. Pada pasal 219 disebutkan:

1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan
Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran
data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan
pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman
daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap
yang dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS.

2) Panwaslu LN melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih,

penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan
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pengumuman daftar pemilih sementara basil perbaikan, penetapan dan pengumuman
daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap
luar negeri yang dilaksanakan oleh PPLN.

Pasal 220 menyebutkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu dan
jajarannya terhadap unsur kesengajaan atau kelalaian KPU dan jajaran dibawahnya
terhadap hak pilih WNI maka pihak KPU dan jajarannya wajib menindaklanjuti temuan
tersebut. Ayat (1) menyebutkan “dalam hal pengawasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 219 ditemukan unsur kesengajaan atau kelalaian anggota KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang merugikan Warga Negara Indonesia yang
memiliki hak pilih, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota serta
Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS
menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota,
PPK, PPS, dan PPLN.” Kemudian dalam ayat )2) dikatakan “temuan Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa,
Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
ditindaklanjuti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan
PPLN.”

C. Polemik Daftar Pemilih

KPU RI telah mendata sebanyak 185.732.093 orang yang terdaftar di DPT Pemilu
2019. Angka itu muncul setelah rekapitulasi berjenjang di seluruh daerah. Berdasarkan
rekapitulasi KPU RI, ada 92.802.671 pemilih laki-laki dan 92.929.422 perempuan di
DPT. KPU juga merancang keberadaan 805.075 TPS untuk pemilu 2019. Jumlah itu
belum termasuk DPT dari luar negeri. Berdasarkan data dari 130 kantor perwakilan di
luar negeri, ada 2.049.791 pemilih yang terdata. Angka itu mencakup 984.491 pemilih
laki-laki dan 1.065.300 perempuan. Dari data DPT tersebut masih didapatkan data
pemilih ganda dengan jumlah yang tidak sedikit.

Munculnya data ganda dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu 2019 disebut
karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak maksimal dalam menggunakan data dari
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

mengungkapkan jika KPU optimal gunakan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu
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(DP4) dari Kemendagri, maka jumlah data ganda bisa ditekan. "Penyebab munculnya
data ganda dalam DPT salah satunya terjadi karena KPU tidak optimal menggunakan
DP4 dari Kemendagri. Tugas utama Kemendagri dalam penyusunan daftar pemilih
adalah menyediakan DP4 dan membantu KPU melakukan pemutakhiran data," kata
Mendagri.?

Sementara itu Komisioner KPU Viryan Aziz mengatakan KPU bersama Bawaslu
serta peserta pemilu, membahas dugaan adanya data ganda pemilih. Viryan mengatakan
ada tiga faktor yang membuat data pemilih bisa ganda. Pertama, tidak bisa dipungkiri
praktik administrasi kependudukan di masyarakat belum sepenuhnya sesuai aturan.
Sebagai contoh, lanjut dia, ada sejumlah masyarakat yang sudah memiliki e-KTP di suatu
tempat, kemudian pindah ke tempat baru dan juga memiliki data baru di sana. Kedua,
adanya perekaman data lebih dari satu kali. Hal ini juga telah disampaikan Dukcapil.
Ketiga, memang terjadi data yang ganda.* Hal ini secara empirik bisa dilihat dalam
studinya yang dilakukan oleh Achmad Fachrudin, mantan anggota Bawaslu DKI Jakarta.
Dia mengemukakan salah satu persoalan dalam penyusunan DPT di DKI Jakarta adalah
persoalan NIK ganda. Pengalaman DPT Pilkada DKI 2017 berdasarkan hasil Coklit yang
dilakukan KPU DKI ditemukan sebanyak 19.316 pemilih ganda.’ Tentu angka ini bukan
angka yang sedikit.

Dampak yang diakibatkan dari pengabaian daftar pemilih pada penyelenggaraan
pemilu adalah sebagai berikut: Pertama, Daftar atau data Pemilih menjadi ancaman laten
dengan isu yang terus berulang- ulang (involusi). Padahal seharusnya, daftar Pemilih
sudah dapat diselesaikan dan disepakati sejak awal, terlebih dengan diintrodusirnya
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB). Faktanya DPB belum menjadi solusi
pamungkas. Kedua, Proses penyusunan daftar Pemilih mulai dari penyusunan bahan
Daftar Pemilih,penyusunan DPS, penyusunan DPSHP, penyusunan DPT, penyusunan
DPTb dan DPK, dan penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Presiden dan Wakil Presiden

3 Kemendagri: Kemunculan Data Ganda di DPT Akibat Kecerobohan KPU
https://tirto.id/kemendagri-kemunculan-data-ganda-di-dpt-akibat-kecerobohan-kpu-cXiY (Diakses pada
9/12/2022 pada pukul 15.00)

4 Kenapa Bisa Terjadi Data Pemilih Ganda? Ini Alasannya
https://www.idntimes.com/news/indonesia/afrianisusanti/kenapa-bisa-terjadi-data-pemilih-ganda-ini-
alasannya/full (Diakses pada 9/12/2022 pada pukul 15.30)

5 Achmad Fachrudin, Potensi Konflik Data Pemilih DKI, dalam Jurnal Bawaslu DKI Edisi Desember 2016,
hal. 27.
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putaran Kedua, acapkali menjadi sumber ketegangan relasi antara jajaran KPU dan
jajaran Pengawas Pemilu. Terkadang ditambah lagi dengan partai politik dan organisasi
pemantau Pemilu. Ketiga, Akibatnya tidak jarang proses rekapitulasi data Pemilih
menjadi berlarut-larut dan bahkan molor. Dalam catatan, pada Pemilu Serentak 2019,
terjadi sekurangnya 4 kali penundaan DPT di tingkat KPU RI. Sehingga DPT yang
seharusnya Daftar Pemilih Tetap menjadi Daftar Pemilih Tidak Tetap, sehingga
berdampak pada kondusifitas penyelenggaraan pemilu. Empat, Menimbulkan spekulasi,
disinformasi, hoaks, dan sebagainuya. Terlebih jika dimuat dan diviralkan media
mainstream maupun media sosial (isu gost voter, pemilih fiktif, data ganda), dsb.
Dampaknya, percakapan mengenai demokrasi substansial (visi, misi dan program partai

atau kandidat) terabaikan dan tergerus isu daftar Pemilih.

D. Analisis Daftar Pemilih DKI Jakarta
D.1. Gambaran Problematika Daftar Pemilih Pemilu 2019 di DKI Jakarta

Peraturan KPU No. 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan acuan KPU untuk
menyelenggarakan Tahapan Pemilu. Termasuk di dalam PKPU tersebut dijabarkan
tentang jadwal Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Daftar Pemilih yang dimulai sejak
April 2018 sampai dengan Agustus 2018.

Sebagaimana diketahui bahwa data awal yang digunakan oleh KPU untuk
dilakukan kegiatan Coklit adalah data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu atau
yang biasa disebut dengan DP4 dan kemudian digabung atau dikonversikan dengan
Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir yang dimiliki oleh KPU. Dalam konteks DKI
Jakarta, maka data yang digunakan adalah DPT Pilkada Tahun 2017. Data hasil
pengkonversian ini kemudian yang masuk ke dalam form A KPU. Form A inilah yang
kemudian dijadikan bahan untuk dilakukan pencoklitan oleh Petugas Pantarlih (Panitia
Pendaftaran Pemilih) KPU, untuk nantinya dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
Data DPS tersebut dapat dilihat pada gambaran di bawah.

Dalam proses pencoklitan, hal yang menjadi pedoman adalah:

1. Syarat untuk Terdaftar sebagai Pemilih:

a. Berumur sekurang-kurangnya 17 tahun atau sudah/pernah kawin
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b. Berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP
Elektronik

c. Tidak sedang dicabut hak politiknya oleh pengadilan

d. Bukan anggota TNI/Polri

e. Tidak sedang terganggu ingatan/jiwa dengan dibuktikan surat keterangan dokter

Kategori Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS):
a. Meninggal dunia

. Terdaftar lebih dari 1 kali (ganda)

o

. Di bawah umur

. Pindah domisili

. Tidak dikenal
Anggota TNI

(=T o]

. Anggota Polri

5 0 o

. Hilang ingatan

Dicabut hak politiknya

—

. Bukan penduduk setempat
k. Pindah TPS

—.

Pelaksanaan pencoklitan tersebut dilakukan dengan sistem “door to door” atau

mendatangi dari rumah ke rumah dengan membawa form yang telah disiapkan oleh KPU

DKI Jakarta. Kegiatan ini didampingi oleh Panwas Kecamatan atau Kelurahan. Banyak

tantangan atau hambatan dalam hal pencoklitan tersebut, antara lain:

1.

Pemilih di Apartemen, Kondumunium, Kompleks Elit, dan Rumah Susun.
Pada point ini banyak warga atau penghuni apartemen dan rumah susuh yang sangat
sulit ditemui. Sehingga Pantarlih yang bertugas kesulitan untuk mencoklit, bahkan
sampai batas waktu yang telah ditentukan.

Lapas dan Rutan.

Penghuni Lapas dan Rutan yang ada mayoritas tidak memiliki e-KTP atau identitas
lainnya, kalaupun ada, bukan di wilayah yang bersangkutan. Untuk hal ini KPU
kesulitas untuk mengakomodir para penghuni, tidak dibuatkan TPS tersendiri

melainkan dapat mencoblos di Lokasi TPS terdekat. Hal ini tentunya mengandung
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konstitusi sebagai wujud pelaksanaan dari kedaulatan berada ditangan rakyat. Dengan demikian
hak pilih bagi seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan hak dasar
yang dijamin secara konstitusional.

Dalam upaya untuk melakukan pendafataran dan pendataan setiap orang sebagai daftar
pemilih menganut dua sistem (stelsel) yang umumnya digunkan, yaitu stelsel aktif dan stelsel
pasif.!! Sistem pemuktahiran daftar pemilih sebagaimana dengan asas yang disebutkan tersebut,
dalam prakteknya dapat dilihat melalui proses yang dilakukan. Berikut ini akan diuraikan model
pelaksanaan dari sistem pendaftaran pemilih baik secara stelsel aktif maupun stelsel pasif.
Tindakan pendaftaran dikategorikan sebagai stelsel aktif apabila penyelenggara pemilu, KPU
hanya memiliki kewajiban mengumumkan daftar pemilih sementara yang tersedia kepada
warga masyarakat di tempat-tempat strategis dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari
anggota masyarakat. Pada sistem ini warga masyarakat yang berhak memilih diwajibkan aktif
melihat dan memberikan tanggapan terhadap daftar pemilih yang diumumkan. Pada intinya
partisipasi warga masyarakat pada sistem ini menjadi prinsip utama.

Sistem pemuktahiran daftar pemilih dapat dikategorikan sebagai stelsel pasif apabila
petugas yang diberikan kewenangan untuk itu aktif mendatangi kediaman warga masyarakat
untuk meminta mereka mengecek apakah setiap anggota keluarga yang sudah berhak memilih
sudah masuk dalam daftar pemilih. Dalam sistem seperti ini warga masyarakat pasif menunggu
didatangi oleh petugas.

Pada dasarnya terhadap dua model sistem pemuktahiran daftar pemilih dilakukan
sebagai upaya untuk menjamin agar hak konstitusional setiap warga negara terjamin dan
terdaftar sebagai pemilih sehingga dapat menggunakan hak suaranya yang dilakukan melalui
tatacara, mekanisme dan prosedur tertentu yang telah ditetapkan menurut hukum yang berlaku.
Penggunaan prosedur diperlukan untuk menghindari kemungkinan kecurangan dalam pemilu
yang bertentang dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil, semisal
kemungkinan seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Selain itu,
prosedur juga diperlukan sebagai satu kesatuan perencanaan penyelenggaraan pemilu terkait

dengan logistik Pemilu penentuan pembagian disetiap TPS, serta distribusi logistik. Namun

11 Seri Demokrasi Elektoral, Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih OP. Cit... hal. 9
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Membangun koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan semua pemangku

kepentingan demi perbaikan kualitas Daftar Pemilih.

Beberapa hal tersebut yang terjadi pada saat Pleno DPT tingkat Provinsi DKI Jakarta,

secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.

Rekapitulasi DPT dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam
berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Propinsi DKI Jakarta.
Terdapat masukan dari partai politik peserta pemilu atau perangkat pemerintah
daerah saat rapat pleno berlangsung, yaitu Partai Gerindra yang meminta kepada
KPU DKI Jakarta untuk membuktikan apakah data ganda yang sudah diberikan ke
KPU DKI sudah dihapus atau belum. Kemudian dilakukan pengecekan terhadap data
yang disampaikan oleh Partai Gerindra tersebut.

Bawaslu Provinsi DKI Jakarta tidak menerima softcopy DPT yang NIK-nya terbuka,
kecuali dengan Surat Resmi dari Bawaslu DKI Jakarta.

Bawaslu DKI Jakarta mempertanyakan kepada KPU DKI Jakarta tentang penghuni
Rutan dan Lapas yang tidak dapat memilih karena tidak adanya TPS di Rutan atau
Lapas, walaupun semua memahami bahwa pendaftaran pemilih itu berbasis “dejure”
atau domisili. Namun untuk menjamin hak pilih warga negara, maka penghuni lapas
dan rutan harus dicarikan solusi agar dapat memilih pada “hari H”. Untuk hal ini,
KPU DKI Jakarta menjawab bahwa akan menunggu Surat Edaran dari KPU RI. Perlu
diinformasikan juga bahwa ada 9 (sembilan) lapas dan rutan yang berada di wilayah
DKI Jakarta.

Rumah sakit berjumlah 189 dan Panti Sosial berjumlah 22. Ini juga menjadi sorotan
Bawaslu DKI Jakarta untuk dapat melakukan pengawasan dalam hal menjaga hak
politik tiap warga. Termasuk juga di berbagai Perguruan Tinggi (PT) yang ada di
DKI Jakarta, yang berjumlah 334 PT.

Juga yang menjadi sorotan pengawasan yaitu bahwa masih cukup banyak (sekitar
18.272 pemilih) yang belum melakukan perekaman eKTP hingga 21 Agustus 2018.
Hal terakhir yang juga menjadi sorotan yaitu pemilih di apartemen yang tersebar di

wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah sebanyak 152 apartemen.

Jumlah DPT untuk Provinsi DKI di atas adalah data yang dilaporkan pada saat

penetapan Rekapitulasi di tingkat Nasional. Dan pada penetapan DPT tingkat Nasional
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tersebut, terjadi banyak keberatan atas angka DPT yang sudah ditetapkan, baik dari Parpol
maupun Bawaslu, dikarenakan dari hasil pengecekan data, masih banyak ditemui data
ganda.

Akibatnya kemudian Penetapan DPT tersebut diundur selama 10 hari, sampai
dengan tanggal 13 September 2018 untuk DPT Hasil Perbaikan (DPTHP). Pada tanggal
16 September 2018 diundang kembali untuk Penetapan DPTHP, lagi-lagi angka DPTHP
tersebut masih ada keberatan dari Parpol maupun Bawaslu dengan pertimbangan yang
sama, yaitu masih banyaknya Daftar Pemilih ganda.

Dari hasil analisis Bawaslu DKI Jakarta, masih ditemukan ribuan data ganda.
Yang paling banyak adalah data ganda Daftar Pemilih dengan NIK ganda, yaitu 5509
kegandaan data. Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Barat paling banyak ditemukan data
ganda. Temuan-temuan kegandaan data di atas kemudian diserahkan kepada KPU DKI
Jakarta untuk dituntaskan. Hasil ini yang telah dilaporkan oleh KPU dalam Pleno
Penetapan DPT Tingkat Nasional pada hari Minggu, 16 September 2018. DPTHP ini pun
secara umum masih belum bisa diterima oleh Parpol dan Bawaslu, yang akhirnya terjadi

lagi penundaan Penetapan DPT untuk diundur selama 60 hari ke depan.

D.2 Langkah Perbaikan ke Depan
Berdasarkan uraian sebelumnya, terdapat beberapa langkah perbaikan yang bisa
diusulkan agar penyusunan daftaf pemilih nantinya bisa lebih baik lagi.

Pertama, Bawaslu dapat membuat atau mempunyai sistem teknologi
pembanding Sidalih. Jika Bawaslu RI tidak memfasilitasi, dibuka peluang kepada
Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk membuatnya. Tapi hal ini sulit
dilakukan dikarenakan Bawaslu di tingkat Daerah merupakan bagian hierarkhis
dari Bawaslu RI sehingga tidak bisa membuat instrumen pengawasan sendiri
diluar ketentuan yang tekah dibuat oleh Bawaslu RI.

Kedua, Bawaslu harus mempunyai data penduduk potensial pemilih
Pemilu (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri, secara periodik (enam bulan
sekali) KPU Provinsi beroleh data kependudukan (di dalamnya by name dan by
NIK) yang dijadikan basis penyusunan DPB dari Disdukcapil Provinsi. Tanpa
data base kependudukan, Bawaslu tidak akan bisa melakukan pengawasan secara

efektif.
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Ketiga, Bawaslu harus mempunyai data by name dan by NIK dari DPB
yang dilakukan oleh KPU Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Akibat tidak
diperoleh DPB yang di dalamnya ada data by name dan by NIK, Bawaslutidak
dapat menilai tingkat akurasi data yang terdapat dalam DPB. Dalam hal ini,
Bawaslu memiliki kendala dalam hal mengakses by name dan by NIK secara
menyeluruh.

Keempat, Bawaslu harus mempunyai memiliki alat kerja khusus
pengawasan daftar pemilih. Untuk itu, Bawaslu RI perlu melakukan inisiasi dan
menyusun draf alat kerja tersebut. Sementara Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota
menyampaikan usulan mengenai poin-poin yang perlu dimasukkan dalam alat
kerja tersebut. Usulan alat kerja pengawasan daftar pemilih yang dimaksud agar
bisa mengakomodir berbagai kendala akses dan teknis di lapangan yang selama
ini terjadi.

Kelima, Pengawasan berbasis riset. Kegiatan Pemutakhiran data
Pemilih dapat menjadi ladang atau objek riset. Caranya dengan menguji data-data
kuantitatifdan statistik yang disampaikan oleh KPU melalui riset empirik. Bisa
juga dengan pendekatan kualitatif. Misalnya dengan melakukan observasi dan
wawancara langsung dan mendalam kepada informan yang dianggap dapat
memberikan keterangan yang ingin diketahui Bawaslu. Tentunya riset kualitatif
empirik ini untuk memberikan gambaran yang lebih detail dan mendalam tentang
permasalahan dan kendala yang selama ini terjadi dalam penyusunan daftar
pemilih. Bahkan dalam kerangka kerja pengawasan berbasis riset, kegiatan ini
bisa melibatkan kalangan Perguruan Tinggi dan peneliti sebagai riset kolaboratif.

Keenam, Analisis perbandingan, dengan cara atau teknis
membandingkan data KPU dengan sumber data resmi dan otentik. Misalnya data
tentang jumlah kematian yang terdapat dalam DPS/DPT KPU. Lalu dicarikan data
pembanding dari Dinas Pemakaman, RT dan RW; data jumlah disabilitas diambil
dari Dinas Sosial atau Perhimpunan Penyandang Disabilitas; data penghuni
apartemen atau rumah susun dari resmi pengelola apartemen dan rumah susun, dan
sebagainya. Data pembanding ini bersifat empirik dan up fo date (aktual).
Sehingga perbandingan data ini bisa dilakukan secara berkala, bisa sebulan, dua

bulan sesuai dengan kebutuhan perbandingan data daftar pemilih.
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Ketujuh, Investigasi dengan uji petik terhadap data-data Pemilih yang
diragukan. Misalnya, terkait dengan dugaan masih banyaknya orang meninggal
dunia masuk dalam DPS atau DPT. Jajaran Bawaslu bisa melakukan investigasi
danuji petik langsung mendatangi kuburannya. Agar lebih valid hasilnya, semisal
makam orang mati yang masuk dalam DPT difoto dan dibuat videonya. Hal ini
untuk memastikan agar jangan sampai orang yang sudah matipun didaftar sebagai

pemilih.

E. PENUTUP

Persoalan penetapan DPT pada Pemilu 2024 sepertinya mengulangi lagi
problematika penetapan DPT pada pemilu-pemilu sebelumnya. Dalam kasus penetapan
DPT di DKI Jakarta, persoalan Daftar Pemilih di Lapas, Rutan, Panti dan Rumah Sakit
kembali mencuat. Persoalan yang paling menimbulkan polemik adalah terkait dengan hak
pilih penghuni Lapas dan Rutan. Bisa jadi akan banyak penghuni Lapas dan Rutan yang
akan kehilangan hak pilihnya akibat sistem pendaftar pemilih yang berdasarkan basis
domisili atau “dejure”, yaitu pendataan Daftar Pemilih berdasarkan domisili atau tempat
tinggal pemilih ketika didaftar. Mengingat prinsip “One Man, One Vote, One Value”,
maka menjaga hak konstitusionalis pemilih penghuni Lapas dan Rutan perlu dicarikan
solusinya. Jikalau tidak bisa menggunakan hak pilihnya terhadap pemilihan legislatif
yang berbasikan Daerah Pemilihan, setidaknya hak pilih terhadap pemilihan presiden
(Pilpres) yang berlaku secara nasional bisa diberikan kepada para penghuni Lapas dan
Rutan.

Persoalan Data Ganda dalam DPT juga menjadi isu klasik yang selalu muncul dan
menimbulkan pro dan kontra antara penyelenggara pemilu dengan peserta pemilu.
Validitas DPT menjadi dipertanyakan ketika data pemilih ganda masih saja ditemukan,
apakah itu kegandaan berdasarkan NIK, Nama maupun Tempat Tanggal Lahir. Persoalan
data ganda ini ke depannya harus dituntaskan dari hulu sampai hilir. Hulunya yang
dimaksud adalah pendataan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil DKI Jakarta.
Jangan ada lagi data ganda yang muncul dalam data base kependudukan di Dinas
Dukcapil, khususnya data ganda dengan NIK yang identik. Kemudian sinkronisasi data
kependudukan antara Dinas Dukcapil dengan DPT terakhir KPU DKI Jakarta juga harus
dilakukan. Sehingga data Daftar Pemilih di hulu dengan di hilir bisa disinkronisasi. KPU
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DKI Jakarta bersama dengan Dinas Dukcapil harus bersinergi untuk menuntaskan data
ganda tersebut.

Sebagai penutup, hasil pengawasan Bawaslu DKI terhadap Daftar Pemilih Tetap
(DPT) pada Pemilu 2019 menunjukkan masih banyaknya isu-isu klasik Daftar Pemilih
yang perlu ditata dan diperbaiki. Persoalan perbaikan Daftar Pemilih tidak hanya pada
hilirnya saja, tapi perbaikan disisi hulunya juga sangat penting. Sinergi antara KPU DKI
Jakarta dengan Dinas Dukcapil DKI Jakarta bersama dengan Bawaslu DKI merupakan
faktor kunci untuk menghasilkan DPT yang valid, kredibel dan sehingga mampu menjaga
hak konstitusionalitas warga DKI dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu

Serentak Tahun 2024.
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LEGITIMASI DEMOKRASI MELALUI PERBAIKAN SISTEM DAFTAR PEMILIH
PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

BURHANUDDIN
Anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta

Abstrak: sebagai negara demokrasi yang berlandaskan kepada hukum, Indonesia meletakan
kedaulatan berada ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945
vang diwujudkan melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pelaksanaan pemilihan
umum ini diselenggarakan oleh komisi pemiliham umum yang diberikan kewenangan untuk
mempersiapkan dan melaksanakan seluruh tahapan-tahapan dalam pemilihan umum termasuk
didalamnya mempersiapkan dan menetapkan daftar pemilih untuk ikut serta dalam memberikan
hak suara. Dalam setiap pemilihan umum persoalan yang selalu muncul adalah tentang daftar
pemilih selalu yang menjadi persoalan. Padahal problem yang terus berulang pada daftar
pemilih dapat berdampak pada legitimasi demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu.

Kata Kunci: pemilihan umum, daftar pemilih, demokrasi.

1. Pendahuluan

Konsep penyerahan kedaulatan kepada rakyat didasarkan pada prinsip bahwa rakyatlah
sebagai pemilik kekuasaan dan kedaulatan tertinggi atas negara sehingga wajar jika negara
sangat ditentukan oleh kehendak rakyat dan pemerintahan yang terbentukpun adalah
pemerintahan guna melaksanakan cita-cita rakyat sebagaimana yang telah dituangkan dalam
UUD negara.

Prinsip kedaulatan rakyat ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar
1945' yang menyebutkan ‘“kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar” Penyerahan kedaulatan kepada rakyat tentu mengadung makna yang
lebih luas yaitu, rakyat tidak hanya diberikan kekuasaan sebatas untuk memilih wakil-wakilnya
dalam setiap tingkatan maupun untuk memilih pemimpin secara nasional (presiden dan wakil
presiden) akan tetapi, rakyat juga dibebani tugas untuk selalu melakukan kontrol terhadap
pemerintahan yang terbentuk pasca pemilihan umum. Tugas ini dilakukan, guna memastikan
agar jalannya pemerintahan apakah sudah sesuai dengan harapan rakyat dalam mewujudkan

kesejahteraan atau tidak serta semangat yang telah ditentukan dalam UUD, sehingga kegiatan

! Republik Indonesia, Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, ps. 1 ayat (2)
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pemerintahan selalu diawasi oleh rakyat mengingat pemerintahan yang terbentuk adalah
pemerintahan untuk melaksanakan tugas menurut kepentingan dari, oleh dan untuk rakyat.

Standar Pemilu demokratis yang berlaku secara internasional menyatakan, daftar
pemilih harus dikelola secara transparan, akurat, dan inklusif (transparency, accuracy, and
inclusiveness), melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk mendaftar dan
mencegah pendaftaran atau pencoretan orang secara tidak sah atau curang (protects the right of
qualified citizens to register, and prevents the unlawful or fraudulent registrationor removal
of persons).? Pengaturan tentang daftar pemilih, yang merupakan perwujudan hak memilih dan
dipilih di dalam Pemilu juga menggariskan, hak memilih dan dipilih merupakan hal yang
esensial dalam tiap penyelenggaraan Pemilu (the right to vote and tobe elected is essential in
every election)—sebagaimana pernyataan Deklarasi Hak Asasi Manusia Sejagat (The Universal
Declaration of Human Rights, 1948). Perwujudan pemilih yang memiliki hak memilih kepada
pihak yang dipilih dalam Pemilu, akan menjadidasar legitimasi untuk membentuk pemerintahan
negara/daerah.

Setelah perangkat hukum selesai dibentuk oleh masing-masing lembaga tersebut,
persiapan dalam pelaksanaan teknis menjadi kunci bagi suksesnya penyeleggaraan pemilu.
Kondisi yang demikian itu, dibutuhkan penyelenggara yang memiliki kemampuan dan rasa
tanggungjawab yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya mengingat tahapan-tahapan
penyelenggaraan pemilihan umum bukanlah perkara mudah untuk dilakukan karena
membutuhkan ketelitian, kecermatan, serta kehati-hatian.

Persoalan yang sering muncul dalam setiap pemilihan umum adalah tentang daftar
pemilih yang sering mengalami perubahan bukan saja karena faktor jumlah penduduknya dalam
setiap daerah dan wilayah yang mengalami perubahan baik oleh karena bertambahnya jumlah
pemilih, misalnya lahirnya hak memilih bagi pemilih pemula maupun pemilih yang belum
terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan umum sebelumnya. Akan tetapi, juga disebabkan oleh
faktor terjadinya migrasi dan perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain menambah
sederat persoalan tentang daftar pemilih.

Pendaftaran pemilih dilakukan dalam upaya melibatkan seluruh rakyat sehingga tidak
ada satupun warga negara yang tidak memiliki hak untuk memilih dalam pelaksanaan pemilihan
umum sehingga hasil pemilihan umum mendapat legitimasi dari rakyat secara langsung serta

terpenuhinya syarat konstitusional bagi setiap warga negara untuk mendapatkan haknya
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menurut Undang-Undang Dasar sebagai wujud penerapan asas kedaulatan tertinggi ditangan
rakyat. Sehingga sebagai penyelenggara pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum (KPU)
harus dapat memastikan bahwa setiap warga negara telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar
pemilih tetap.

Meskipun upaya dan kerja keras telah dilakukan dalam mendata daftar pemilih masih
saja meninggalkan persoalan yang harus diselesaikan secara bersama, karena tanggungjawab
ini bukan saja tanggungjawab KPU semata. Akan tetapi, ini merupakan tanggungjawab semua
pihak termasuk setiap warna negara yang sudah berhak memilih untuk memastikan dirinya
terdaftar daftar pemilih. Hal ini, terlihat pada saat pemilihan umum masih saja ada yang tidak
terdaftar dalam daftar pemilih, khususnya pada saat pemungutan suara dilakukan yaitu bagi
mereka yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih, diberikan kesempatan yang sama hanya
dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sehingga dapat memberikan hak suaranya.
Hal demikian sering terjadi dan bahkan berulang-ulang dalam setiap pemilihan umum yang
belum menemukan cara bagaimana penyelesaiaannya meskipun dalam tahapan pendaftaran
pemilih yang dilakukan oleh KPU telah dilakukan dalam berbagai tahapan dan tingkatan supaya
setiap orang terdaftar dalam daftar pemilih.

Upaya untuk menjaring semua orang supaya terdaftar sebagai pemilih telah dilakukan
berupa pengumuman secara terbuka pada setiap kantor kelurahan dan/atau desa sebagaimana
dimaksudkan, agar rakyat dapat melihat apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih ataupun
belum sehingga dapat meminta kepada petugas yang melakukan pendataan untuk dimasukan
namanya dalam daftar pemilih. Namun, meskipun langkah tersebut telah dilakukan, masih saja
terjadi praktek penggunaan KTP saat pemungutan suara, karena alasan tidak terdaftar sebagai
pemilih dan hal demikian dimungkinkan untuk dilakukan karena menurut ketentuan undang-
undang yang berlaku diberikan kesempatan.

Sepanjang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pasca-OrdeBaru,
pengelolaan daftar pemilih di Indonesia belum memuaskan tiap pihak. Dalam setiap kali
Pemilu, isu data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilu menjadi sumber permasalahan, baik
yang diangkat oleh peserta Pemilu dalam tiap kali sidang-sidang permohonan sengketa hasil di
Mahkamah Konstitusi (MK), pengaduan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
(DKPP), mekanisme penyelesaian sengketa di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun

dalam forum-forum politik formal dan informal yangdiangkat oleh para pemangku kepentingan
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Pemilu lainnya. Isu-isu data pemilih dan pemutakhiran daftar pemilih meliputi kuantitas
warganegara yang luput dimasukkan ke daftar pemilih, pemilih yang ditulis ganda di dalam
daftar pemilih, dan hal-hal lainnya menyangkut kurang terpenuhinya sejumlah syarat
administrasi menurut nomenklatur kependudukan lainnya.

2. Pemilihan Umum dan Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat

Prinsip kedaulatan adalah prinsip yang dianut oleh masing-masing negara dalam
menjalankan fungsi pemerintahan suatu negara. Tentang kedaulatan rakyat, seperti
dikemukakan oleh Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam paham kedaulatan rakyat
(democracy), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi
dalam suatu negara.? Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan yang pas untuk
diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan
pemerintahnnya itu. Dalam praktik, sering dijumpai bahwa di negara yang jumlah penduduknya
banyak dan dengan wilayah yang sangat luas, dapat dikatakan tidak mungkin untuk
menghimpun pendapat rakyat seorang demi seorang dalam menentukan jalannya suatu
pemerintahan. Lagi pula, dalam masyarakat modern seperti sekarang ini, tingkat kehidupan
berkembang sangat kompleks dan dinamis, dengan tingkat kecerdasan warga yang tidak merata
dan dengan tingkat spesialisasi antarsektor pekerjaan yang cenderung berkembang semakin
tajam. Akibatnya, kedaulatan rakyat tidak mungkin dilakukan secara murni. Kompleksitas
keadaan menghendaki bahwa kedaulatan rakyat itu dilaksanakan dengan melalui sistem
perwakilan (repsentation).’

Dalam kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau demokrasi biasa juga disebut
sistem demokrasi perwakilan (reprentation democracy) atau demokrasi tidak langsung (indirect
democracy). Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat itu adalah wakil-wakilnya
rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu
bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara
bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka Panjang
maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat itu harus ditentukan

sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (general election). Dengan demikian,

2 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet-kelima. (Jakarta: Pusat
Study Hukm Tata Negara, Fakultas Hukum Univeritas Indoensia, 1983), hal, 328.
3 Jimly Asshididqie, Pengantar llmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2013).
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pemilihan umum itu tidak lain merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-
wakil rakyat secara demokratis.

Pentingnya pemilihan umum diselenggarakan secara berkala dikarenakan oleh beberapa
sebab. Pertama, pendapat atau aspirasi rakyat mengenai berbagai aspek kehidupan Bersama
dalam masyarakat bersifat dinamis, dan berkembang dari waktu ke waktu. Dalam jangka waktu
tertentu, dapat saja terjadi bahwa sebagian besar rakyat berubah pendapatnya menganai sesuatu
kebijakan negara. Kedua, disamping pendapat rakyat dapat berubah dari waktu ke waktu,
kondisi kehidupan bersama dalam masyarakat dapat pula berubah, baik karena dinamika dunia
internasional ataupun karena faktor dalam negeri sendiri, baik karena faktor internal manusia
maupun karena faktor eksternal manusia. Ketiga, perubahan-perubahan aspirasi dan pendapat
rakyat juga dapat dimungkinkan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk dan rakyat yang
dewasa. Mereka itu, terutama para pemilih baru (new voters) atau pemilih pemula, belum tentu
mempunyai sikap yang sama dengan orang tua mereka sendiri. Lagi pula, keempat, pemilihan
umum perlu diadakan secara teratur untuk maksud menjamin terjadinya pergantian
kepemimpinan negara, baik dicabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif.

Dalam pemilu diakui adanya hak pilih secara universal (universal suffrage). Hak pilih
ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi
konstitusional modern.* Pemilu merupakan institusionalisasi partisipasi dalam menggunakan
hak pilih. Hak pilih ini memiliki karakter demokratis bila memenuhi tujuh prinsip yaitu umum
(universal) setara (equal), rahasia (secret), bebas (free), dan langsung (direct), jujur dan adil
(honest and fair).

Hak pilih bersifat umum bila dapat menjamin setiap warga negara tanpa memandang
jenis kelamin, ras, bahasa, pendapatan, kepemilikan lahan, profesi, kelas, pendidikan, agama,
dan keyakinan politik memiliki hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam pemilu.
Kesetaraan dalam hak pilih mensyaratkan adanya kesamaan nilai suara dalam pemilu bagi
setiap pemilih. Prinsip kerahasiaan dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa tidak ada
pihak lain yang mengetahui pilihan pemilih, yang dalam praktek diimplementasikan dalam

bentuk keharusan tersedianya kotak suara dan bilik suara yang menjamin kerahasiaan pilihan.

4 Dieter Nohlen, “Voting Rights”, dalam Seymour Martin Lipset (ed), The Enclycopedia of democracy, Vol. 1V,
Woshington DC.: Congressional Quarterly Inc. 1995, hal. 1353-1354. Nohlen berpendapat bahwa “The Rights to
vote, along with freedom of expression, assembly, association, and press, is one of fundamental requirements of
modern constitutional democracy’
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Prinsip langsung dalam hak pilih adalah adanya jaminan bahwa pemilih dapat memilih secara
langsung para calon tanpa perantara. Dengan demikian pada dasarnya hak pilih merupakan
bentuk dasar demokrasi partisipasi.’

Dalam konteks di Indonesia, hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam
berbagai instrument hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
menyatakan bahwa: (1). Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri,
baik dengan langsung maupun dengan perantara wakil-wakil yang dipilih dengan bebas; (2).
Setiap orang berhak atas berkesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintah
negerinya; (3). Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah: kemauan ini harus
dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala secara jujur dan dilakukan menurut hak pilih
yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun
menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945°
menyebutkan “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiya”.
Selanjutnya pengaturan tentang hak perorangan diatur kembali dalam pasal 28D ayat (1) yang
menyebutkan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlidungan, dan kepastian hukum
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ayat (3) pasal tersebut menjelaskan
lebih jauh yakni “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan.

3. Pendaftaran Pemilih dan Jaminan Mendapatkan Hak Pilih

Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah
tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk apat
menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih. Apabila pemilih telah terdaftar
dalam daftar pemilih, pada hari pemunggutan suara mereka mendapat jaminan untuk dapat

menggunakan hak pilihnya. Demikian pula sebaliknya, bila pemilih tidak terdaftar dalam daftar

5 Paul R. Abramson, “Political Participation”, dalam Seymour Martin Lipset (ed), The Enclycopedia of democracy,
Vol. III, Woshington DC.: Congressional Quarterly Inc. 1995, hal. 914. Abramson menyebut bahwa “suffrage, or
the right to vote, is the most basic form democratic participation...”

¢ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, ps. 27 ayat (1)
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pemilih, mereka pun potensial kehilangan hak pilihnya.” Untuk memberikan jaminan agar
pemilih dapat menggunakan hak pilihnya, harus tersedia daftar pemilih akurat yang memenuhi
standar kualitas daftar pemilih. Standar ini memiliki dua aspek, yaitu standar kualitas demokrasi
dan standar kemanfaatan teknis.®

Model pendaftaran pemilih yang ditampilkan tersebut dilakukan menurut standar yang
dianut oleh masing-masing negara apakah menggunakan model pendaftaran sukarela,
pendaftaran wajib maupun pendaftaran campuran. Yang jelas tindakan dilakukan merupakan
upaya agar setiap orang terdaftar dalam daftar pemilih, oleh sebab syarat utama dalam
memberikan hak suara dalam pemilu bahwa setiap warga negara harus memenuhi persyaratan
yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan. Hal ini memberikan pembatasan
bahwa tidak setiap orang dapat memberikan hak pilih dalam pemilihan umum hanya orang-
orang yang telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratakan, misalnya tentang batas usia sesuai
dengan hukum yang berlaku di Indonesia tentang batas minimum bagi seseorang untuk dapat
memberikan hak pilihnya harus berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau
sudah pernah kawin. Ini menunjukan bahwa batas usia sebagaimana dimaksudkan adalah
seseorang sudah dianggap dewasa dan cakap dalam mengambil suatu tindakan sehingga
keputusan yang diambil termasuk dalam menentukan pilihannya merupakan keputusan yang
diambil berdasarkan pada suatu kesadaran akan kewajibannya serta tangungjawab sebagai
warga negara terhadap bangsa dan negara.

Selanjutnya untuk dapat menggunakan hak pilih bagi warga negara Indonesia tidak
hanya memenuhi syarat batas umur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, maupun
sudah pernah kawin. Akan tetapi, harus pula terdaftar sebagai pemilih, kecuali yang ditentukan
lain dalam undang-undang. Pemilih sebagaimana dimaksudkan tersebut harus memenuhi
syarat-syarat sebagaimana yang tersebutkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mensyaratkan sebagai berikut:°

a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara,

sudah kawin, atau sudah pernah kawin;

7 Seri Demokrasi Elektoral, Meningkatkan Akurasi Dafiar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilihan
Pemutahiran Daftar (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hal. 5

8 ACE-Electoral Knowledge Network, “Quality Standar of Voter Lists”

° Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Nomor
182 Tahun 2017, ps.
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b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap;
d.  berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;
e. dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf
d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang
menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatn sipil setempat: dan,
f.  tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
Dalam hal pemilih yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksudkan dalam
huruf b, sehigga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat
keterangan dari dokter. Artinya, pengecualian inipun harus didasarkan pada keadaan yang
sebenarnya demi memastikan bahwa hak seseorang untuk memilih tidak boleh hilang oleh

karena alasan apapun.

3.1. Proses Pendaftaran Pemilih

Proses pendaftaran pemilih, merupakan proses dalam upaya untuk melakukan pendataan
bagi setiap warga negara untuk mendapatkan hak pilih melalui data kependudukan yang
diterima oleh penyelenggaraan pemilu yang diberikan kewenangan guna melaksanakan
pendataan daftar pemilih yang diperoleh dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk:
(a). data agregat kependudukan per kecematan sebagai bahan bagi Komisi Pemilihan Umum
(KPU) dalam menyusun daerah pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota; dan, (b). Data
Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daftar
pemilih sementara. Data kependudukan tersebut harus sudah tersedia dan diserahkan oleh
Menteri Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari
pemunggutan suara. Data tersebut kemudian disinkronkan oleh pemerintah Bersama KPU
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari Menteri dalam Negeri dan
Menteri Luar Negeri menjadi DP4. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu paling sedikit

memuat: '

10 Repulik Indonesia, Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyusunan daftar Pemilih di Dalam
Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Nomor 402 Tahun 2018.
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(a). nomor urut,

(b). Nomor Induk Kependudukan,

(c). Nomor Kartu Keluarga,

(d). nama lengkap,

(e). tempat lahir,

(f). tanggal lahir,

(g). Jenis kelamin,

(h). status perkawinan,

(i). alamat jalan/dukuh,

(j)- Rukun Tetangga,

(k). Rukun Warga, dan

(). jenis disabilitas.

Data tersebut berupa DP4 disampaikan dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy)
dan dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 per daerah kabupaten/kota dalam bentuk naskah asli
elektronik (softcopy) dan naskah asli (hardcopy) yang dibuat dengan menggunakan format exel
dan/atau Comma Separated Values (CSV) untuk diserahkan dan dituangkan dalam berita acara
serah terima.

Setelah menerima DP4 dari Pemerintah, KPU melakukan penyadingan dengan Daftar
Pemilih Tetap (DPT) pemilu atau pemilihan terakhir yang dimuktahirkan secara berkelanjutan.
Proses penyadingan dilakukan dengan cara melakukan pencocokan dan penyesuaian DPT
Pemilu atau pemilihan terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan
mepertimbangkan DP4, melalui penambahan pemilih pemula yang terdapat dalam DP4 ke
dalam DPT pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan secara berkelanjutan. Pemilih
pemula sebagaimana dimaksudkan meliputi: (a). pemilih yang genap berumur 17 (tujuh belas)
atau lebih pada hari pemunggutan suara; atau (b). pemilih yang telah berubah status dari status
anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status

sipil, sebagai bahan dalam melakukan pemuktahiran.

3.2. Pemutakhiran Daftar Pemilih

Dalam penuyusanan dan pemuktahiran daftar pemilih KPU/KIP kabupaten/kota
menyusun daftar pemilih berdasarkan data pemilih hasil penyadingan yang disusun berdasarkan
dan berbasis Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS
paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan: (a). tidak menggabungkan

desa/kelurahan atau sebutan lain; (b). kemudahan pemilih ke TPS; (c). tidak memisahkan

Jurnal Pengawasan Pemilu | Bawaslu DKI Jakarta

27




BAWASLU

'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UNUM
PROVINSI DKI JAKARTA

pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda; (d). hal-hal berkenaan dengan aspek
geografi; dan, (e). jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu
pemungutan suara. Selanjutnya data pemilih tersebut oleh KPU/KIP kabupaten/kota
menyampaikan kepada Pantarlih melalui PPK dan PPS dalam bentuk naskah asli (hardcopy)
dan PPK dan PPS dalam bentuk naskah asli elektronik (soft copy).

Dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih KPU, KPU
Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP kabupaten/kota PPK, dan PPS menyelenggarakan bimbingan
teknis dan sosialisasi pemuktahiran data pemilih secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.
Dalam pemuktahirannya dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK diselesaikan paling lama 3 (tiga)
bulan setelah diterimanya DP4 dan dalam melaksanakan pemuktahiran data pemilih PPS dapat
berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan Kelurahan/Desa atau sebutan lain

sebelum dan setelah Pantarlih melakukan Coklit.

3.3. Daftar Pemilih Sementara

Penyusunan daftar pemilih sementara dengan cara PPS menyusun daftar pemilih hasil
pemuktahiran berdasarkan hasil coklit yang disampaikan oleh pantarlih dengan membuat
naskah asli elektronik (softcopy) untuk pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan
perbaikan data pemilih yang disusun berbasis TPS dalam daftar pemilih hasil pemuktahiran.

PPS melakukan rekapitulasi tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain setelah menyusun
daftar pemilih hasil pemuktahiran dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara
yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS yang dihadiri oleh Pantarlih, Panwaslu
Kelurahan/Desa atau sebutan lain, peserta pemilu tingkat kelurahan/desa untuk dapat
memberikan masukan dan tanggapan. Demikian pula PPK melakukan rekapitulasi tingkat
kecamatan setelah menerima berita acara pleno rekapitulasi dari PPS dengan mekanisme yang
sama dengan yang dilakukan PPS namun disesuaikan dengan tingkatannya.

Terhadap rekapitulasi ini selanjutnya dilakukan pada tingkat KPU/KIP kabupaten/kota
sesuai dengan tingkatannya setalah menerima berita acara pleno rekapitulasi dari PPK dengan
melakukan rekapitulasi daftar pemilih potensial Non KTP-el pada tingkat daerah
kabupaten/kota serta menyusun DPS berdasarkan daftar pemilih hasil pemuktahiran yang
disusun PPS dan KPU/KIP kabupaten/kota menetapkan DPS melalui rapat pleno terbuka yang
dihadiri oleh PPK, Bawaslu kabupaten/kota, peserta pemilu tingakt daerah kabupaten/kota, dan
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perangkat pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota dapat memberikan masukan apabila

terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

3.4. Daftar Pemilih Tetap

Penetapan daftar pemilih tetap dilakukan dengan rekapitulasi oleh KPU/KIP
kabupaten/kota setelah menerima salinan rekapitulasi dari PPK selanjutnya melakukan
penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan
Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) yang dilakukan dengan rapat pleno
terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota
KPU/KIP kabupaten/kota yang dihadiri oleh PPK, Bawaslu kabupaten/kota, peserta pemilu
tingkat daerah kabupaten/kota dan perangkat pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota dapat
memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

KPU/KIP kabupaten/kota menyampaikan Salinan DPT dalam bentuk naskah asli
elektronik (softcopy), berita acara pleno rekapitulasi dalam bentuk naskah asli (hardcopy)
kepada: KPU Provinsi/KIP Aceh, Bawaslu kabupaten/kota, peserta pemilu tingkat
kabupaten/kota, perangkat pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota, PPS melalui PPK,
demikian seterusnya hingga sampai pada KPU Republik Indonesia melakukan rekapitulasi DPT
tingkat nasional dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dituangkan ke dalam berita acara
yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPUdihadiri oleh KPU Provinsi/KIP Aceh,
Bawaslu, peserta pemilu tingkat pusat dan pemerintah dapat memberikan masukan apabila

terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

4. Pemilu Demokratis Cermin Kedaulatan Rakyat Melalui Hak Pilih

Hak pilih merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan. Meskipun hak tersebut menjadi hak yang wajib dimikili setiap
orang, akan tetapi seseorang untuk dapat menggunakan haknya tersebut terlebih dahulu harus
memenuhi syarat yang ditentukan. Pemenuhan syarat dimaksud sebagai cara agar seseorang
dapat memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum. Hak memilih bagi seseorang tidak
dapat dibatasi maupun dikurangi oleh siapapun. Oleh sebab itulah, bagi siapapun yang
menghalangi seseorang sehingga tidak dapat memberikan hak suara dalam pemilihan umum

dianggap sebagai tindakan yang dapat diancam dengan perbuatan pidana yang dijamin dalam
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konstitusi sebagai wujud pelaksanaan dari kedaulatan berada ditangan rakyat. Dengan demikian
hak pilih bagi seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum merupakan hak dasar
yang dijamin secara konstitusional.

Dalam upaya untuk melakukan pendafataran dan pendataan setiap orang sebagai daftar
pemilih menganut dua sistem (stelsel) yang umumnya digunkan, yaitu stelsel aktif dan stelsel
pasif.!! Sistem pemuktahiran daftar pemilih sebagaimana dengan asas yang disebutkan tersebut,
dalam prakteknya dapat dilihat melalui proses yang dilakukan. Berikut ini akan diuraikan model
pelaksanaan dari sistem pendaftaran pemilih baik secara stelsel aktif maupun stelsel pasif.
Tindakan pendaftaran dikategorikan sebagai stelsel aktif apabila penyelenggara pemilu, KPU
hanya memiliki kewajiban mengumumkan daftar pemilih sementara yang tersedia kepada
warga masyarakat di tempat-tempat strategis dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari
anggota masyarakat. Pada sistem ini warga masyarakat yang berhak memilih diwajibkan aktif
melihat dan memberikan tanggapan terhadap daftar pemilih yang diumumkan. Pada intinya
partisipasi warga masyarakat pada sistem ini menjadi prinsip utama.

Sistem pemuktahiran daftar pemilih dapat dikategorikan sebagai stelsel pasif apabila
petugas yang diberikan kewenangan untuk itu aktif mendatangi kediaman warga masyarakat
untuk meminta mereka mengecek apakah setiap anggota keluarga yang sudah berhak memilih
sudah masuk dalam daftar pemilih. Dalam sistem seperti ini warga masyarakat pasif menunggu
didatangi oleh petugas.

Pada dasarnya terhadap dua model sistem pemuktahiran daftar pemilih dilakukan
sebagai upaya untuk menjamin agar hak konstitusional setiap warga negara terjamin dan
terdaftar sebagai pemilih sehingga dapat menggunakan hak suaranya yang dilakukan melalui
tatacara, mekanisme dan prosedur tertentu yang telah ditetapkan menurut hukum yang berlaku.
Penggunaan prosedur diperlukan untuk menghindari kemungkinan kecurangan dalam pemilu
yang bertentang dengan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia serta jujur dan adil, semisal
kemungkinan seorang pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Selain itu,
prosedur juga diperlukan sebagai satu kesatuan perencanaan penyelenggaraan pemilu terkait

dengan logistik Pemilu penentuan pembagian disetiap TPS, serta distribusi logistik. Namun

1 Seri Demokrasi Elektoral, Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih OP. Cit... hal. 9
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demikian pembentukan prosedur tidak boleh menghalangi hal yang substansial, yaitu memenuhi
hak pemilih untuk memilih.'?

Apa yang terjadi sebelum dan sesudah Pemilu tahun 2009 dapat diatasi oleh
Kementerian Dalam Negeri c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan. Kemendagri
menerapkan sistem KTP-el, dengan basis pengelolaan melalui sidik jari dan otentifikasi iris
mata (fingerprint and biometric authentication). Pendataan pemilih dan pemutakhiran daftar
pemilih dalam Pemilu tahun 2009 dianggap lebih baik oleh akibat penggunaan/penerapan KTP-
el tersebut. Secara presisional, penggunaan KTP-el tidak memungkinkan adanya kesalahan-
kesalahan, seperti yang selama ini terjadi dan dirasakan. Kalau masih dijumpai adanya
permasalahan, sebagaimana dikeluhkan oleh KPU termasuk dalam Pemilu tahun 2019 ini, tidak
lain dari beberapa kemungkinan faktor. Pertama, belum seluruh perekamanan data sidik jari
dan iris mata warga negara telah tuntas. Maklum, jumlah penduduk Indonesia terbesar ketiga
di dunia, hingga memerlukan waktu untuk tutas seluruhnya. Kedua, adanya kesalahan para
petugas perekaman data, akibat faktor-faktor kesalahan memasukkan (input), kemalasan atau
kepenatan atau faktor-faktor lain yang bersifat manusiawi (human error) para petugas karena
jutaan objek yang disasar dalam kerangka waktu kerja perekaman. Ketiga, terdapat masalah-
masalah lain di luar keduanya, seperti yang sekarang terjadi, yakni isu-isu tindak pidana korupsi.

Kondisi ini akan membuat pemilu yang dicita-citakan demokratis tidak dapat berjalan
sesuai dengan harapan oleh karena masih menyisakan permasalahan. Untuk itu, pembenahan
terhadap penyusunan dan penetapan daftar pemilih menjadi penting untuk dilakukan bagi
seluruh steakholders sehingga legitimasi pemilu yang demokrasi serta lahirnya pemimpin dan
wakil-wakil rakyat melalui pemilu berkualitas merupakan cerminan dari kehendak seluruh
rakyat melalui hak pilih yang telah diberikan dalam setiap pemilu diselenggarakan.

Disamping itu, asas kepastian dalam pemilu menjadi kunci suksesnya pemilu terutama
dalam penetapan daftar pemilih harus benar-benar dipastikan bahwa daftar pemilih yang
disusun itu akurat tidak mengalami kegandaan sehingga asas kepastian pemilih dapat terjamin
dalam mencapai pemilu yang demokatis. Seperti praktek yang terjadi pada pemilu di amerika
bahwa seluruh pemilih sudah secara pasti dapat ditentukan dan bahkan tidak ada satupun dari

daftar pemilih tidak memberikan hak suara dengan alasan apapun, dengan begitu prinsip

12 Sarbaini, Demokratisasi dan Kebebasan Memilih warga Negara Dalam Pemilihan Umum (Jurnal Inovatif,
Volume VIII Nomor 1 Januari 2015), Hal. 110
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kedaulatan yang mereka anut berjalan sesuai dengan yang dikehendaki. Kalo dibandingkan
yang beralaku di Indonesia, terutama mengacu kepada tafsiran kedaulatan ditangan rakyat
maka, satu orang tidak memilih dapat dimaknai bahwa pemilu yang dilaksanakan tidak
mencerminkan terhadap kedaulatan rakyat, apalagi jika warga negara yang tidak memberikan
hak suaranya dalam pemilu dalam jumlah yang banyak. Karena itulah, bahwa hak pilih bagi
setiap warga negara harus benar-benar terlindungi.

Daftar pemilih yang akurat merupakan persyaratan berlangsungnya pemilihan yang
jujur, adil, sekaligus menjadi alat kontrol terhadap kemungkinan penambahan atau pengurangan
perolehan suara secara tidak sah kepada peserta pemilu oleh penyelenggaran pemilu. Pada
pemilu serentak 2019, penetapan daftar pemilih tetap (DPT) kembali diwarnai sejumlah temuan
dari beberapa partai politik (parpol), terutama pemilih ganda. Semoga dalam rapat pleno KPU
berikutnya dalam penetapan daftar pemilih tetap tidak lagi menjadi persoalan sehingga terwujud
pemilu demokratis. Dan ini tidak boleh terulang kembali pada Penyelenggaraaan Pemilu

Serentak Tahun 2024.

5. Kesimpulan

Proses pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali dilaksanakan sesuai dengan tahapan
yang telah diatur dalam undang-undang tentang pemilu sebagai turunan pelaksanaan kedaulatan
rakyat. Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan salah satu tahapan penting dalam
pelaksanaan Pemilu, olehnya itu pengawasan pemutakhiran data pemilih untuk menghasilkan
DPT wvalid menjadi keharusan untuk menjamin pelaksanaan hak memilih, menjamin
terlaksananya hak konstitusional Warga Negara Indonesia dan juga sebagai sumber dasar
perhitungan logistik pemilu seperti perhitungan jumlah suarat suara di TPS yang akan
digunakan dalam pemungutan dan penghitungan suara (tungsura).

Daftar Pemilih yang valid sebagai upaya taat asas dan prinsip pemilu tahun 2024, dengan
DPT Valid maka pelaksanaan asas pemilu yang luber dan jurdil serta prinsip penyelenggaraan
pemilu yang mandiri, jujur adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional,
akuntabel, efektif, efisien, kepentingan umum dan aksesibilitas dapat terlaksana dengan baik.
DPT Valid akan menjamin pemilu dilkasanakan secara berkeadilan dan memiliki integritas dan

legitimasi yang kuat dalam proses maupun hasil pemilu itu sendiri.
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ABSTRAK

Validitas data pemilih 2024 secara mutlak sangat diharapkan untuk mewujudkan
demokrasi substansial. Penelitian bertujuan menemukan konsep dalam membangun validitas data
pemilih 2024. Data bersumber dari data primer & sekunder yaitu diperoleh melalui observasi,
kajian pustaka dari dokumen-dokumen. Triangulasi berdasarkan sumber pengumpulan data.

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriftif yaitu
menjabarkan secara deskriptif data kualitatif dengan menganalisis keadaan secara sosial,
kejadian ataupun fenomena, Hasil penelitian menunjukan bahwa validitas data pemilih dapat
menjamin terciptanya demokrasi substansial dan sangat ditentukan pada proses pemutakhiran
DPB, DP4, proses coklit Pantarlih, DPS dan DPT, pengawasan yang baik & pelibatan masyarakat
secara massif serta merekomendasikan agar Pemerintah melakukan jemput bola dalam
mempercepat perekaman E-KTP & pemutakhiran DP4 sebagai data sandingan DPB, KPU
memaksimalkan kerja profesional, pelibatan masyarakat & penggunaan aplikasi dalam
pemutakhiran DPB, Pantarlih dalam melakukan coklit, PPS dalam melakukan entry data,
penyusunan DPS & DPT serta pengawasan melekat Bawaslu.

Kata Kunci: Validitas data pemilih, demokrasi substansial, DPB, DPS, DPT
1. Pendahuluan

Data pemilih dalam setiap pemilu, merupakan jantung dalam pelaksanaan pemilu, karena data
pemilih dijadikan dasar dalam penghitungan jumlah logistik pemilu, terutama surat suara yang
masih digunakan pada pemilu yang bersifat konvensional, belum dilaksanakan melalui e-voting.
Jumlahnya yang akurat, akan meminimalisir terjadinya berbagai kecurangan, seperti penggunaan
surat suara yang tidak sesuai peruntukannya.

Meskipun di undang-undang Pemilu maupun pemilihan, sangat dimungkinkan untuk
menggunakan hak pilih hanya dengan membawa KTP elektronik (E-KTP) ke Tempat Pemungutan

Suara (TPS) sesuai dengan alamat E-KTP yang bersangkutan dan memenuhi syarat sebagai
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pemilih, tetap saja ini menjadi persoalan karena surat suara cadangan yang disediakan hanya
sebesar 2% untuk pemilu sedangkan pilkada sebesar 2.5%. jumlah surat suara cadangan ini tidak
hanya digunakan untuk mengganti surat suara yang rusak, tetapi juga dapat diberikan kepada
pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau pemilih yang tidak terdaftar dalam
daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan tetapi memiliki kartu tanda penduduk elektronik.

Sistem demokrasi di Indonesia yang menganut system demokrasi perwakilan dimana setiap
orang memiliki nilai yang sama, bagi mereka yang telah memiliki hak pilih, satu orang mempunyai
satu nilai/one person one value (OPOV), sehingga penting memastikan nilai hak suara tersebut
tidak tereduksi hanya karena kesalahan prosedur dalam pendataan pemilih.

Konstitusi mengatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan rakyat ini dimplementasikan dalam
proses perwujudannya melalui pemilu. Pemilu yang menjunjung tinggi asas luber dan jurdil,
disertai dengan pengamalam prinsip penyelenggaraan pemilu pada pasal 3 UU No. 7 tahun 2017
tentang pemilu yaitu mandiri, jujur adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka; proporsional,
professional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Tahapan pemutakhiran data pemilih sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemilu,
harus bisa dipastikan proses dan penetapannya agar memiliki validitas yang tinggi, menjadi
jaminan data dukung dalam proses pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil
penghitungan suara secara berjenjang schingga suara rakyat yang memiliki kedaulatan secara
substansi dapat terwujud dengan baik.

Problem kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu terjadi di setiap pemilu, bahkan problem
DPT selalu menjadi dasar gugatan di Mahkamah Konstitusi bagi peserta pemilu yang kalah.
Komisi Pemilihan Umum yang diberikan kewenangan untuk menyusun DPT menjadi pihak yang
dianggap tidak profesional. Padahal bahan dasar untuk menyusun DPT adalah Data Potensial
Pemilih Pemilu(DP4). Validitas DP4 merupakan salah satu variabel yang menentukan kualitas
DPT. Penelitian tentang validitas DP4 dan proses penyusunan DP4 penting agar ada proses
perbaikan secara sistemik untuk DP4 menuju DPT yang berkualitas (Mulyaningsih & Wibisono,
2020). Hal ini mendukung pernyataan data pemilih yang belum sepenuhnya akurat dan valid dari
proses awal sampai penetapan DPT di setiap pemilu, sehingga perlunya penelitian ini dilakukan.

Penelitian bertujuan menemukan konsep dalam membangun validitas data pemilih 2024. Data

bersumber dari data primer & sekunder yaitu diperoleh melalui observasi, kajian pustaka dari
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dokumen-dokumen. Triangulasi dilakukan berdasarkan sumber pengumpulan data. Penelitian
kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan deskriftif yaitu menjabarkan secara

deskriptif data kualitatif dengan menganalisis keadaan secara sosial, kejadian ataupun fenomena.

2. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data observasi, kajian pustaka dari dokumen-dokumen diperoleh hasil sebagai
berikut:

a. Data Pemilih Berkelanjutan (DPB).

Pada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu, secara berjenjang KPU RI, KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan ada kewajiban mengawasi proses pemutakhiran dan memelihara data pemilih
secara berkelanjutan baik oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) dilakukan oleh KPU dan diawasi oleh
Bawaslu dalam masa non tahapan, dan pada tahapan pemilu, DPB ini akan menjadi basis data
pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan pasal 202 ayat (1) UU No.7 tahun 2017
tentang pemilu yang berbunyi KPU Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial
pemilih Pemilu (DP4) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang
dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) yang sudah menjadi bagian penting dan awal
dalam pemutkahiran data pemilih, sesungguhnya merupakan langkah maju para pembuat undang-
undang, yang menjadi perubahan mendasar pada data pemilih sebelumnya, yang secara defakto
melalui petugas pantarlih (petugas pemutakhiran data pemilih) telah dilakukan verifikasi secara
factual, keberadaan para pemilih hak suara dari rumah kerumah dengan sumber daya yang sangat
banyak menjangkau RT RW. Dibandingkan dengan pemutakhiran data administrasi yang
dilakukan oleh dinas dukcapil yang hanya berbasis pada laporan masyarakat dan perekeman KTP
elektonik (E-KTP). Tentulah data yang dikroscek secara defakto dilapangan akan lebih akurat dan
valid.

Karena DPB sebagai basis dalam penyusunan daftar pemilih dengan menyandingkan dengan
DP4, maka DPB kedua sumber daftar pemilih tersebut harus bisa dipastikan proses dan

penetapannya akurat dan valid. DPB dalam masa non tahapan juga menjadi jawaban penting pada
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kewajiban KPU dan Bawaslu sebagai badan permanen selama lima tahun pada masa-masa non
tehapan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, kajian pustaka dari dokumen-dokumen pada kegiatan
pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, setelah pemilu, KPU melakukan pemutakhiran data
pemilih dari DPT pemilu terakhir, dengan basis pemutakhiran data pemilih adalah dari data
adiministrasi registrasi penduduk masuk dan penduduk keluar, penduduk yang telah berusia 17
tahun keatas atau telah menikah, yang didasarkan pada data dinas dukcapil, dan pendataan
TNI/Polri baik yang aktif menjadi anggota maupun yang telah pensiun dari keanggotaan.

Pada proses pengawasannya, Bawaslu tidak diberikan keleluasaan untuk bersama-sama
mencermati entry data masuk dan keluar pada proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
yang dilakukan oleh KPU secara berjenjang, demikian pula masyarkat tidak dilibatkan secara aktif
untuk memastikan dirinya tercatat dalam daftar pemilih berkelanjutan yang dimutakhirkan oleh
KPU secara berjenjang dan konntinyu.

Posisi DPB sebagai satu kekuatan dalam pemutakhiran data pemilih, sesungguhnya jika dapat
dimaksimalkan akan sangat mebantu membangun validitas data pemilih disetiap pemilu dengan
alasan mendasar sebagai berikut:

Pertama, DPB dimutakhirkan dimasa non tahapan, dan pada masa non tahapan tersebut KPU
memiliki waktu banyak dan panjang untuk memutkahirkan data pemilih secara maksimal, karena
KPU tidak sedang melaksanakan tahapan lainnya, dan juga tidak sedang berkejaran dengan
ketetapan jadwal dan waktu tahapan pemilu.

Kedua, KPU Kabupaten/Kota, diberikan tugas, kewenangan dan kewajiban selama lima tahun,
secara permanen dan tidak lagi dibebani dengan pemeliharaan kotak dan bilik suara yang bahannya
dari alumunium, dimana harus dirawat secara baik sebagai barang milik negara. Artinya KPU
memiliki waktu banyak untuk melakukan kewajiban pemutakhiran data pemilih berkelanjutan
secara maksimal.

Ketiga, KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan seluruh jajaran sekretaritat dapat melakukan uji
petik, verifikasi factual, data DP4 yang diserahkan dari Dinas Dukcapil sebagai sumber data entry
masuk dan keluar yang dijadikan sumber data dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan,

Ke-empat, KPU dapat melibatkan, mengajak, koordinasi, kolaborasi seluruh stakeholder,
Partai Politik Peserta Pemilu, Perguruan Tinggi, Mahasiswa, OKP, Ormas, Media Masa, relawan

demokrasi, Bawaslu dan yang lainnya sebagai kekuatan untuk memastikan, melakukan verifikasi
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secara faktual DPB, mengajak seluruh masyarakat untuk memastikan bagi yang seharusya
terdaftar dalam DPB dan yang tidak memilikihak pilih untuk dicoret dalam DPB.

Pada kenyataannya DPB, dilakukan secara silent (yang mengetahuainya hanya kalangan
terbatas), tidak ada pelibatan masyarakat secara massif, pengawasan pemutahiran DPB oleh
Bawaslu hanya berupa pengawasan pada saat pleno rekapitulasi di masing-masing tingkatan, dan
pemutakhiran DPB tidak sebagai agenda utama dalam masa-masa non tahapan di KPU dan
Bawaslu. Kedepannya, DPB harus dianggap sebagai komponen penting dalam pemutakhiran data
pemilih yang valid, dan perlu ditunjang dengan ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana yang
memadai bagi pelibatan seluruh stakeholder.

Pemutakhiran DPB harus diangap sebagai sesuatu hal mendasar yang harus dilakukan
perubahan untuk membangun data pemilih yang memiliki akurasi dan validitas tinggi, melakukan
pemutakhiran dengan keseriusan tinggi oleh seluruh komponen bangsa Indonesia. Perlunya
mengukur validitas data pemilih berkelanjutan (DPB) yang telah dimutakhirkan dalam masa non
tahapan pemilu, yang bisa dilakukan sepanjang waktu, tanpa ada kekuatiran pembatasan waktu
dan jadwal tahapan seperti halnya pada pemutakhiran data pemilih di masa-masa tahapan pemilu.
Prinsip akuntabilitas proses dan hasil pemutakhiran data pemilih dapat dipertanggungjawabkan
pada pemutakhiran DPB yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya pada tahapan pemilu dengan
agenda yang padat dan memiliki batasan jadwal dan waktu yang harus ditaati dengan baik.

DPB sangat diharapkan memiliki akurasi dan validitas tinggi, paling tidak dengan tingkat
kepercayaan data 95-97%, sebagai upaya menjamin hak pilih warga negara yang memiliki
kedaulatan dan kesetaraan nilai yang sama disetiap pemilu. DPB akan menjadi data awal dalam
proses pemutakhiran data pemilih, jika memiliki tingkat kepercayaan data yang tinggi pada saat
dilakukan penyusunan daftar pemilih, pencocokan penelitian oleh Petugas Pantarlih dilapangan,
penyusunan DPS dan DPT oleh PPS, akan sangat memudahkan pekerjaan pemutakhiran data
pemilih di masa tahapan pemilu, tanpa harus kuatir banyak data yang tercecer, dan akan dapat
menjamin hak pemilih setiap Warga Negara Indonesia dapat terselamatkan dengan baik.

b. Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4)

Data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4), merupakan data yang bersumber dari
pemerintah (kementerian dalam negeri) dalam hal ini dinas yang menyelenggarakan urusan
kependudukan dan catatan sipil, untuk data pemilih luar negeri (kementerian luar negeri). Sejak

bulan januari 2019, syarat dukungan calon perseorangan dan syarat terdaftar sebagai pemilih
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dalam pilkada adalah menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana diatur pada
pasal 200A ayat (4) UU No, 10 tahun 2016. Sebagai upaya untuk mendorong masyarakat Indonesia
memiliki single identity number, dengan percepatan perekaman KTP elektronik (E-KTP) dan
pendataan pemilih berbasis E-KTP . DP4 yang akan menjadi data pembanding dalam penyusunan
daftar pemilih sesuai dengan ketentu pasal 202 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017.

DP4 dimutakhirkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan
sipil, berbasis pada catatan kependudukan. DP4 yang valid sebagai data pembanding dalam
pemutakhiran data pemilih menjadi keharusan untuk mendukung data pemilih yang valid.
Perekaman e-KTP juga menjadi kekuatan dalam pendataan data pemilih. Kesuksesan dalam
perekaman E-KTP tidak hanya bersifat menunggu tetapi perlu tindakan jemput bola.

Masyarakat diharapkan aktif untuk melaporkan anggota keluarganya yang telah meninggal
dunia sehingga dinas dukcapil dapat menghapus data kependudukan yang bersangkutan, sehingga
kasus-kasus data pemilih yang telah meninggal dunia tetapi masih eksis dalam data pemilih dapat
diminimalisir dan tidak dipergunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk penggelembungan suara.
Demikian halnya dengan penduduk yang berpindah tempat tinggal, agar dapat melaporkan dirinya,
sehingga update data tempat tinggal dapat dilakukan, kasus seperti ini banyak terjadi di kota-kota
besar seperti DKI Jakarta, penduduk yang telah pindah tempat tinggal ke wilayah Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, enggan memindahkan alamat administrasi E- KTP untuk dicatatkan
perubahannya. Hal ini sangat berpengaruh pada saat pemetaan jumlah pemilih per TPS. Dan
penduduk yang bersangkutan tidak akan didekatkan pada alamat yang bersangkutan karena secara
dejure dan defakto memiliki alamat tempat tinggal yang berbeda.

Senada dengan hal tersebut diatas juga terjadi di kota Medan, problematika data pemilih pada
Pilkada 2018 di Kota Medan dipengaruhi multi faktor antara lain: akurasi DPT, SDM Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih dan regulasi yang cenderung konsisten tanpa melihat faktor lainnya,
seperti pencoretan DPT dengan jumlah yang sangat besar (Thamrin et al., 2020).

Pada UU No. 7 tahun 2017, pendataan pemilih didasarkan alamat yang tertera dalam E-KTP,
sehingga sangat tidak mungkin pendataan dilakukan berkali-kali (data ganda) kecuali secara
defakto penduduk yang bersangkutan memiliki E-KTP ganda. Hal ini merupakan langkah maju
para pembuat undang-undang, karena pendataan berbasis alamat domisili yang dilakukan pada
pemilu-pemilu sebelumnya menjadikan data ganda karena penduduk tidak hanya memiliki alamat

tunggal domisili, karena memiiki rumah/tempat tinggal lebih dari satu. Mendukung hal tersebut
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yang disampaikan (Rahayu et al., 2022) terkait kendala yang didapat dalam pemutakhiran data
pemilih yaitu “proses pengiriman data yang tidak cepat dan data ganda”.

DP4 yang pada dasarnya memuat data penduduk potensial pemilih termasuk yang berumur 17
tahun pada hari H pemungutan suara yaitu 14 Februari 2024, Data tersebut seyogyanya memuat
data secara komprehensif sehingga data pemilih pemula tidak lagi tercecer, dan perekaman e-KTP
pada usia pemilih pemula di SMA/SLTA/MAN/SMK sederajat bisa dilakukan secara masif dan
jemput bola, karena kendala anak sekolah untuk melakukan perekaman e-KTP, pada jam
operasional kantor Disdukcapil, pemilih pemula dijam dan hari yang sama sedang bersekolah,
sehingga untuk melakukan perekaman pemilih pemula harus mengorbankan waktunya (izin di
sekolah) untuk melakukan perekaman e-KTP.

Hal tersebut juga berlaku pada update status keanggotaan TNI/POLRI, baik yang telah pensiun
dan menjadi anggota, karena hal ini berpengaruh terhadap pendataan pemilih, baik yang akan
diregister sebagai data pemilih maupun yang akan dikeluarkan dari data pemilih karena telah
menjadi anggota aktif TNI POLRI.

DP4 pada Pemilu serentak 2019 di Lampung tidak valid karena mengandung data elemen yang
tidak memenuhi syarat; margin/selih antara DP4 dan DPT signifikan. Penyebab DP4 tidak valid
karena belum semua warga memiliki KTP Elektronik. Penyebabnya sentralisasi birokrasi dalam
pembuatan KTP Elektronik. Sentralisasi birokrasi ini berakibat pada terbatasnya inovasi daerah
dalam penyediaan sarana prasarana perckaman KTP Elektronik, pelayanan lambat, jadwal
pelayanan tidak jelas, ketersediaan blanko tergantung dari pusat. Meskipun demikian, sistem ini
paling aman dalam menyimpan data dan mengurangi sebanyak mungkin kegandaan KTP
Elektronik (Mulyaningsih & Wibisono, 2020)

3. Pemutakhiran Data Pemilih

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi dan kajian pustaka terkait pemutakhiran data
pemilih dapat dijabarkan proses pemutkahiran data pemilih pada masa pelaksanaan tahapan pemilu
2024 sebagai beikut:
A. Penyusunan Daftar Pemilih

Pada penyusunan daftar pemilih yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota, sesuai dengan
ketentuan Pasal 204 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yaitu KPU Kabupaten/Kota

melakukan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang
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dimutakhirkan secara berkelanjutan. Selanjutnya pada ayat (3) dalam melaksanakan pemutakhiran
data Pemilih, KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Pantarlih, PPS, dan PPK.

Pasal 202 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu menerangkan bahwa KPU
Kabupaten/Kota menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu  (DP4) untuk
disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir yang dimutakhirkan secara
berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.

Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Kota dengan data yang bersumber dari DP4
yang disandingkan dengan DPB, dilakukan dengan pemetaan jumlah pemilih per TPS yang
disesuaikan jumlah pemilih dalam UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu paling banyak sejumlah 500
pemilih per TPS meskipun pada pemilu tahun 2019 Peraturan KPU membatasi maksimal 300
pemilih per TPS setelah dilakuakn simulasi pemungutan dan penghitungan suara pada hari H
Pemilu untuk lima jenis surat suara, yaitu pemilu Presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI,
DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Penyusunan daftar pemilih, harusnya terlebih dahulu telah dilakukan pemetaan data ganda
yang mungkin terjadi pada setiap TPS, baik ganda internal dan lintas kelurahan, memaksimalkan
penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih),. sehingga Pantarlih yang bertugas
untuk melakukan kroscek data dari rumah kerumah bisa sekaligus melakukan verifikasi terhadap
data pemilih ganda yang dimaksud, apakah benar secara defacto sesuai dengan alamat yang
bersangkutan serta sesuai dengan alamat E-KTP.

Penyusuan daftar pemilih per TPS juga diharapkan, berbasis pada data kartu keluarga,
sehingga tidak terjadi satu kartu keluarga memilih pada TPS yang berbeda, prinsip ini akan
memudahkan pemilih menggunakan hak pilihanya pada hari H pemungutan suara di TPS.

B. Pencocokan dan penelitian daftar pemilih.

Daftar pemilih yang telah disusun per TPS berdasarkan ketentuan jumlah pemilih melalui
pemetaaan TPS oleh KPU Kabupaten Kota, diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Kota, dimutakhiran
oleh Petugas Pemutakhiran Data pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih yaitu petugas yang
dibentuk oleh PPS atau PPLN untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih.

Petugas Pantarlih yang bekerja dalam proses pemutakhiran data pemilih terdiri atas
perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga masyarakat, sesuai

dengan ketentuan Pasal 205 ayat (1) UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
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Tokoh masyarakat tersebut diharapkan mengenal warganya dan dapat bekerja secara
maksimal, faktual, mendatangi pemilih dari rumah ke rumah, memastikan didata dan penempelan
stiker pada rumah yang telah dilakukan pendataan. Pasal 204 ayat (4) UU No. 7 tahun 2017 tentang
Pemilu menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pemutakhiran data Pemilih, Pantarlih
memberikan kepada Pemilih tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih.

Pada beberapa kasus untuk daerah-daerah dan kawasan elit, apartemen, pendataan pemilih,
sangat susah dilakukan sehingga perlu bantuan/petugas penghubung yang dapat menjembatani
pendataan didaerah tersebut. Pantarlih yang bertugas harus mumpuni dalam kompetensi
komunikasi dan ketokohannya diperlukan untuk dapat mendata dengan baik. Perlunya
menggunakan spanduk sosialisasi pendataan untuk daerah-daerah kawasan elit dan apartemen
tersebut agar masyarakat paham dan mau memastikan dirinya terdaftar dalam proses pendataan
pemilih.

Adanya jaminan universal suffrage dimana segala aturan lokal yang menghalangi
pendataan dapat diindikasikan melanggar HAM, regulasi tersebut dapat dieksposisi menentang
konstitusi. Pasifnya Partisipasi penghuni dengan tingginya migrasi memerlukan dukungan
kemajuan teknologi dalam proses pendataan di wilayah vertikal. Teknologi informasi dan
komunikasi  (TIK) menghasilkan pemutakhiran datadi hunian vertikal efisien dan
valid. Karenanya, dorongan menuju teknologi biometrik telah difasilitasi oleh sebagian besar yang
bersifat apolitis (IDEA, 2017). Area flat melengkapi hunian dengan RT/RW, tetapi yang belum
memiliki, kepengurusan sementara berfusi dengan RT/RW terhampir sesuai keputusan
kelurahan. KPU Kota Jakarta Selatan bersama pengelola area flat Kalibata City mengharmonisasi
data secara berkelanjutan dengan disdukcapil dan memfasilitasi prosedural pindah memilih serta
mendirikan TPS Khusus.(Kandito et al., 2022).

Hambatan yang ditemui yaitu aturan yang turun sangat mepet sekali dengan di mulainya
tahapan, Masih tersedianya identitas kependudukan kurang lengkap sebagai warga negara, kurang
aktifnya masyarakat untuk memberikan tanggapan dari data pemilih yang sudah ditetapkan oleh
penyelenggara sesuai dengan tahapannya. Adapun upaya yang dilakukan ialah dengan dilakukan
gerakan melindungi hak pilih (GMHP) langsung ke rumah warga, GMHP didirikan di setiap
kelurahan, Sosialisasi melalui media, PPK, PPS, Pantarlih melakukan faktual langsung ke tempat
yang bersangkutan untuk mengecek identitas sesuai dengan domisili (Sari et al., 2019). Pada

pemilu 2024, dengan tidak dailakukannnya perubahan pada UU No 7 tahun 2017 tentang pemilu
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seharusnya  Peraturan KPU terkait pendataan pemilih sudah dapat lebih cepat dalam
pengaturannya dan juga sudah mampu mengantitisapai hal-hal yang terjadi pada saat pemilu 2019
dan perlu diatur menjadi ketentuan regulasi, sudah terdeteksi potensi-potensi yang harusnya sudah
dapat dinormakan dalam peraturan KPU agar surat edaran dalam bentuk WA tidak lagi menjadi
aturan yang dapat mereduksi peraturan diatasnya.

Proses Pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh Pantarlih merupakan bagian
terpenting dalam proses pemutakhiran data pemilih yang tidak dapat dilaksanakan pada masa-masa
pemutakhiran data berkelanjutan (DPB), yaitu Pantarlih dalam melakukan coklit daftar pemilih
yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Kota per TPS, dapat menambah data pemilih yang
harusnya terdfatar namun belum terdaftar yaitu yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih,
Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah
kawin, atau sudah pemah kawin, Warga Negara Indonesia yang tidak sedang dicabut hak
politiknya oleh pengadilan serta bukan anggota TNI/Polri (pensiun).

Pantarlih juga dalam melakukan coklit dapat menghapus/mencoret pemilih yang seharusnya
tidak terdata namun masih ada dalam daftar pemilih, Warga Negara Indonesia yang belum genap
berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, belum kawin, Warga Negara Indonesia yang telah
dicabut hak politiknya oleh pengadilan, Anggota TNI/Polri, dan yang telah meninggal dunia.

Begitu pentingnya kegiatan coklit pada masa pemutakhiran data pemilih, sehingga berbagai
permasalahan yang pernah ada pada pemilu sebelumnya perlu diantisipasi untuk dilakukan
mitigasi resiko dalam pemutakhiran data pemilih, permasalahan yang sering ditemui yaitu:
pertama adalah perangkat kelurahan/desa, rukun warga, rukun tetangga, dan/atau warga
masyarakat yang menjadi petugas Pantarlih, harus dipastikan dapat melaksanakan tugas dengan
baik, karena tokoh-tokoh masyarakat yang ditunjuk, biasanya memiliki kesibukan yang padat
sehingga harus mampu membagi waktu untuk melakukan kroscek data di lapangan secara faktual.

Kedua, Petugas Pantarlih, karena ketokohannya, sudah dianggap mengenal warganya,
pendataan, pencocokan dan penelitian (coklit) bisa saja hanya dilakukan dibelakang meja, hal ini
akan mengurangi akurasi hasil pemutakhiran data pemilih.

Ketiga, Petugas Pantarlih, dalam menuliskan nama tambahan hasil coklit, harus memastikan
tulisannya dapat terbaca dan dientry dengan baik, oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), penting
untuk melengkapi pendataan penambahan data pemilih dengan melampirkan fotocopy E-

KTP/Kartu Keluarga ataupun foto digital E-KTP/Kartu Keluarga yang terbaca dengan baik,
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sehingga untuk pengentryan dalam formulir excel/komputer maupun memasukan data pemilih
kedalam system aplikasi Sidalih dapat berjalan baik, terutama dalam menuliskan NIK, nama yang
bersangkutan, status pekerjaan serta pendataan kebutuhan disabilitas.

Ke-empat, coklit yang dilakukan Pantarlih dilaksanakan dalam waktu tahapan yang telah
ditentukan sesuai dengan jumlah kebutuhan TPS per Kelurahan/Desa menyesuaikan dengan
jumlah pemetaaan TPS, sehingga praktis Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa (Panwaslu
Kelurahan/Desa yaitu petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa)
yang hanya berjumlah satu orang per kelurahan/desa, tidak mungkin dapat mengawasi Pantarlih
secara melekat yang berjumlah lebih dari satu Pantarlih pada pelaksanaan coklit. Perlunya
koordinasi Panwaslu Kelurahan/Desa dengan PPS, untuk memastikan system coklit Pantarlih, uji
petik pada rumah-rumah yang telah didata, apakah pemilih pada rumah tersebut telah terdata
dengan baik. Panwaslu Kelurahan Desa dalam melakukan pengawasan harus dilengkapai dengan
alat kerja berbasis teknologi informasi, memungkinkan melakukan kroscek pada data-data yang
kurang valid yang ditemukan di lapangan. Panwaslu Kelurahan/Desa menggandeng seluruh
lapisan masyarakat/pelibatan masyarakat secara aktif untuk mau melaporkan dirinya jika ternyata
belum terdaftar didalam daftar pemilih.

Kelima, Pantarlih dalam melakukan coklit harus dipastikan memberikan laporan ril time, per
harinya, baik secara offline maupun online yang memungkinkan penggunaan teknologi, agar dapat
dilakukan entry maupun penghapusan data oleh PPS dalam penyusunan Daftar Pemilih Sementara
(DPS), sehingga data pemilih dapat dilakukan kroscek secara baik, menyesuaikan dengan masa
kerja Pantarlih. Pada beberapa kasus, data yang dilaporkan oleh Pantarlih dilakukan penumpukan
sehingga sangat memungkinkan data hardcopy yang telah dilakukan coklit oleh Pantarlih tercecer
menjadikan data tidak terupdate dengan baik, menimbulkan pemilih yang telah dicoret/dihapus
hidup kembali dan pemilih yang telah didata tidak terdaftar dalam data pemilih.

Ke-enam, perlunya memastikan data hasil coklit Pantarlih, dapat dientry dan dihapus dengan
baik menggunakan sarana dan prasarana komputer beserta jaringan yang memadai ditingkat
tingkat kelurahan/desa, didukung oleh SDM PPS yang mahir menggunakan komputer dan aplikasi
yang disyaratkan oleh KPU dalam pemutakhiran data pemilih. Memastikan proses seleksi dan
rekrutimen ditingkat PPS yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota dilakukan secara profesional
dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi PPS dalam pemutakhiran data pemilih serta

kebutuhan dalam melaksanakan tugas, kewenangan & kewajibannya sebagai anggota PPS.
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Ketujuh, Perlunya memastikan data hasil coklit dilaporkan oleh PPS secara ril time, per
harinya, agar tidak terjadi penumpukan data di hari akhir masa tahapan coklit Pantarlih. Panwaslu
Kelurahan/Desa dapat mengawasi proses pelaksanan pemutakhiran data pemilih dan
melaporkannya dengan baik.

Dengan memastikan bagian penting pada tahapan pemutakhiran data pemilih beserta
permasalahan yang mungkin terjadi, harusnya dapat dilakukana antisipasi baik dari segi regulasi,
teknis pelaksanaan dan upaya-upaya pelibatan masyarakat secara aktif pada masa pemutakhiran
data pemilih. Dengan harapan amanah konstitusi Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, kedaulatan ditangan
rakyat secara substansi dapat sepenuhnya bisa terwujud dengan baik, tidak ada lagi warga negara
yang harusnya dapat menggunakan hak pilihya, tetapi terkendala pada prosedur pemutahiran data
pemilih yang tidak dapat dilalui secara benar.

Dalam Putusan Nomor 61/PUU-X1/2013, Mahkamah Konstitusi menegaskan, “...pemilihan
yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku bagi semua warga
negara tanpa terkecuali. Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya
tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Oleh karena itulah maka memilih dalam pemilihan
umum merupakan hak bagi warga negara. Hal tersebut juga telah ditegaskan dalam Pasal 28C ayat
(2) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa,dan negaranya”.
menurut Mahkamah, “hak memilih” merupakan hak warga negara yang bebas menentukan
pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun sebagaimana dianut dalam prinsip negara
hukum. Memilih bukan merupakan kewajiban karena jika menjadi kewajiban maka negara dapat
memaksa dan memberikan sanksi kepada warga negara yang tidak melaksanakan kewajiban untuk
memilih.“Walaupun bukan merupakan kewajiban, memilih adalah tanggung jawab warga negara
untuk ikut menentukan masa depan bangsa dan negaranya dengan memilih pemimpinnya dalam

pemilihan umum,”.

Proses coklit yang dilakukan oleh Pantarlih dan enfry data yang dilakukan oleh PPS secara
prosedural dapat memastikan hak memilih seseorang dipulihkan secara baik dengan pendataan
yang benar dan dapat dihilangkan jika pendataannya tidak dilakukan secara maksimal. Tentu saja
hal ini harus didukung dengan kepedulian Warga Negara Indonesia untuk dapat berpartispasi aktif

memastikan diri, keluarga, tetangga, kelompok masyarakat disekelilingnya terdata dengan baik.
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C. DPS dan DPT

Meskipun hasil penelitian yang menyatakan Prosedur Validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bungo sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang sudah ditetapkan (Sari et al., 2019). Namun disisi lain
hasil penelitian menyatakan Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggaraan pemilu harus
bekerja keras menyelesaikan persoalan daftar pemilih tetap (DPT) berdasarkan yang dijumpai
setiap pelaksanaan pemilu. maka dari itu Komisi Pemilihan Umum harus memiliki strategi khusus
untuk validasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang melakukan pindah, meninggal, ganda, anomali
(Sari et al., 2019) .

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT),
disosialisasikan secara masif pada masa-masa pengumuman dengan menggunakan berbagai media
baik radio, televisi, website, media sosial serta memberikan akses secara offline maupun online
agar masyarakat dapat mengecek, memastikan sudah terdaftar atau tidak, melaporkan jika ada
warga negara yang seharusnya tidak terdaftar.

Aplikasi terpisah yang bisa memungkinkan masyarakat melakukan pelaporan dan
pendataan secara mandiri jika tidak terdaftar. Data tersebut lalu dapat diakses dan diteruskan
kepada PPS untuk dilakukan validasi terlebih dahulu pada data DPS ataupun DPT yang telah resmi
menjadi data pemilih, dipetakan kembali, dan dilakukan coklit oleh Pantarlih serta difinalisasi
menjadi data pemilih. Hal ini juga didukung hasil penelitian tentang rancangan sistem informasi
verifikasi dan validasi data daftar pemilu tetap berbasis web di Stabat dengan User Centered
Design (UCD) untuk menjaring kebutuhan pengguna (Ginting et al., 2021). Dalam tahap
pendataan calon pemilih sistem ini dapat terhubung dengan Sistem Kependudukan Nasional untuk
menjaring calon pemilh yang memenuhi syarat (Purwati, 2015).

Hasil penelitian pada Pilpres 2019 sudah memiliki daftar pemilih tetap (DPT) yang bisa
dicek di website https://lindungihakpilihmu.kpu.go.id/. Validasi serta kecepatan pencarian data
menjadi hal yang sangat penting dalam penggunaan website tersebut. Dimana ditemukan
ketidakvalid-an data, duplikasi data dan waktu respon yang lama saat melakukan pencarian daftar
pemilih tetap. database DPT perlu diperbaiki agar menghasilkan data DPT yang unik dan valid

serta meningkatkan kecepatan pencarian data (Surahmat et al., 2019).
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Pendataan pemilih yang memiliki akurasi data yang tinggi, baik dalam proses DPS lalu
menjadi DPT, dapat meminimalisir berbagai permasalahan pemilu dari hulu ke hilir, hasil yang
baik sangat ditentukan dari proses yang dilaksanakan secara baik.

3. Kesimpulan & Rekomendasi
a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa validitas data pemilih
dapat menjamin terciptanya demokrasi substansial, menjamin perlindungan hak setiap Warga
Negara Indonesia yang memiliki kedaulatan untuk dapat menggunakan hak pilihnya pada setiap
pemilu, dan hal ini sangat ditentukan pada proses pemutakhiran DPB, DP4, proses coklit
Pantarlih, DPS dan DPT yang valid, pengawasan yang melekat & pelibatan masyarakat secara
massif.

b. Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut: pertama, perlunya KPU
memaksimalkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (DPB) pada masa-masa non tahapan
dengan melibatkan banyak pihak untuk terlibat secara massif.

Kedua, perlunya Pemerintah melakukan jemput bola pada perekeman E-KTP sebagai basis
data DP4 yang akan dijadikan sebagai data pembanding dalam proses pemutakhiran data pemilih.

Ketiga, perlunya KPU beserta jajarannya memastikan semua proses DPB, penyusunan daftar
pemilih, pencocokan dan penelitian oleh Pantarlih, penyusunan DPS dan DPT dilaksanakan secara
professional dan pelibatan masyarakat secara aktif serta penggunaan aplikasi untuk menjaring
semua data pemilih sesuai klasifikasinya.

Ke-empat, perlunya KPU Kabupaten/Kota memastikan kerja Pantarlih per harinya sebagai
bagian penting dalam pemutakhiran data pemilih agar memiliki akurasi yang tinggi.

Ke-empat pelunya KPU Kabupaten/Kota beserta jajarannya memastikan proses rekruitmen
dan selekssi SDM Pantarlih dan PPS agar memiliki kompetensi dalam pemutakhiran data pemilih,
serta dalam menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya.

Kelima, perlunya Panwaslu Kelurahan/Desa memiliki alat kerja pengawasan yang mumpuni
dalam mengawasi proses pemutakhiran data pemilih, termasuk aplikasi yang dapat melaporkan

hasil uji petik validasi data pemilih secara tepat.
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Abstrak

Ada tiga argumen yang melatarbelakangi pentingnya tema ini untuk
didiskusikan. Pertama, pemilihan umum (pemilu) merupakan
mekanisme demokrasi yang dinamis, seiring dengan konteks waktu,
aktor dan situasi kondisi yang melatarbelakanginya. Dinamika politik
yang menggambarkan relasi kuasa ragam kekuatan menyebabkan
proses pemilu memerlukan telaah, catatan dan rekomendasi-
rekomendasi penguatan. Kedua, pemilu merupakan momentum yang
harus melibatkan seluruh stakeholders demokrasi dalam kapasitasnya
masing-masing. Peran serta masyarakat yang menguat baik secara
konvensional maupu non konvensional dalam berpartisipasi di pemilu,
menjadi katalisator penting proses konsolidasi demokrasi. Ketiga, salah
satu hal penting dan senantiasa membutuhkan pemahaman,
kesepakatan, serta penguatan dalam penyelenggaraan pemilu adalah
regulasi. Dalam banyak kasus, regulasi pemilu masih sangat rentan
menjadi permainan politik, yang dikendalikan oleh para pihak yang
memiliki akses dan kewenangan memasukan kepentingan parsial
mereka ke dalam UU maupun produk peraturan di bawahnya. Dalam
konteks inilah, regulasi dapat menjadi arena pertarungan (battle
ground) sebelum pemilunya sendiri digelar.

Kata kunci: Demokrasi, regulasi Pemilu, kewenangan

A. Pendahuluan

Perjalanan pemilu sejak era reformasi menunjukkan perubahan regulasi yang

bisa menguatkan, tetapi juga banyak aturan yang berpotensi melemahkan proses
demokratisasi di Indonesia. Menurut Andrew Reynolds (2011: 6-7), institusi politik
membuat aturan main pelaksanaan demokrasi, dan sistem pemilu seringkali
dianggap sebagai hal yang paling mudah dimanipulasi, baik untuk hal-hal baik
ataupun buruk. Penulis melihat perlunya membahas topik ini dengan dua tujuan.

Pertama, menelisik dan mendeskripsikan sejumlah catatan prioritas dalam

konteks regulasi pemilu 2024 dengan sejumlah dinamika isu dan substansi
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persoalan yang mengemuka. Hal ini penting dalam literasi politik, sebab warga
negara harus tahu bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan. Warga
memiliki hak untuk terlibat, dan berdaya.

Kedua, tulisan ini bertujuan memberi rekomendasi-rekomendasi penting
untuk penguatan regulasi pemilu di Indonesia. Dari perspektif literasi politik,
rekomendasi diposisikan sebagai bagian penting dari partisipasi. Relevan dengan
tulisan klasik dari Herbert McClosky (1972: 252), partisipasi politik sebagai
kegiatan sukarela dari warga masyarakat dalam proses memilih penguasa secara
langsung maupun tidak langsung, juga dalam proses pembentukan kebijakan
umum.

Partisipasi politik sendiri secara konseptual banyak dibagi ke dalam dua
tipologi besar yakni partisipasi politik elektoral dan non elektoral. Partisipasi
elektoral konvensional terdiri dari kehadiran di tempat pemungutan suara (TPS)
atau dikenal dengan istilah voter turnout. Selain itu, ada partisipasi elektoral non
konvensional seperti terlibat dalam proses-proses pemilu, misalnya sebagai
relawan, tim kampanye dan lain-lain. Dalam konteks inilah diskusi warga yang
secara fokus menimang regulasi pemilu dan problematikanya sebagai wujud
partisipasi elektoral non konvensional. Partisipasi lain sifatnya non elektoral,
misalnya berpartisipasi dalam gerakan sosial, protes warga, boikot dan lain-lain
(Brady 1999; van Deth 2001, Joakim Ekman, Erik Amna 2012).

Pemilu 2024 merupakan pemilu ke-6 yang diselenggarakan di Era Reformasi.
Secara faktual, sejumlah persoalan terkait dengan pemilu masih belum teratasi
dengan baik antaralain: pragmatism politik elite seperti oligarki, fenomena politik
ijon, politik dinasti dll. Residu keberlimpahan informasi seperti hoaks, hatespeech,
dan propaganda hitam. Selain itu, masyarakat juga masih permisif dengan politik
uang (money politic) dan media massa yang kerap terdistorsi oleh kepentingan
politik partisan. Dari sisi penyelenggaraan pemilu, problem umum yang kerap
terjadi adalah:

Tabel 1.
Problem Penyelenggaraan Pemilu

Data Pemilih Logistik Politik Uang Penghitungan dan
Rekapitulasi

Data pemilih Kekurangan surat | Modus pemberian | Penggelembungan

ganda suara uang suara

Pemilih sudah Surat suara Modus pemberian | Birokrasi

meninggal tertukar barang penghitungan
suara yang
panjang

Pemilih yang Masih adanya Asuransi Kapasitas

sudah pindah TPS yang tidak penyelenggara

menyediakan alat
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bantu untuk
tunanetra
DPT yang tidak Alat bantu coblos | Bantuan Tekanan, represi
terpasang di tidak tersedia langsung/sedekah, | dll
papan dIL
pengumuman

Oleh karena luas dan dalam serta kompleksnya persoalan pemilu, maka
pembahasan akan dibatasi pada sejumlah persoalan yang mengemuka jelang
Pemilu 2024 dan terhubung langsung dengan regulasi antaralain: pro kontra
kepastian penyelanggaraan pemilu secara regular dan polemik presidential
threshold,

B. Basis Teori dan Konseptual
B.1. Memahami Kompleksitas Regulasi dari Theory of Planned Behaviour

Pembicaraan regulasi sebagai cara mengontrol sesuatu yang dilakukan akan
terhubung dengan cara orang berperilaku sehingga diperlukan basis teoritis yang
bisa menjelaskan mengapa sesecorang atau sekelompok orang dalam kekuatan
politik memilih melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Salah satu teori yang
relevan mengulas ini adalah Teori Perilaku yang Direncanakan (7heory of Planned
Behavior/PTB) dari Icek Azjen (1985).!

Individu memiliki kemungkinan besar untuk mengadopsi suatu perilaku
apabila individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku tersebut,
mendapatkan persetujuan dari individu lain yang dekat dan terkait dengan perilaku
tersebut, serta percaya bahwa perilaku tersebut dapat dilakukan dengan baik.
Dengan menambahkan sebuah variabel pada konstruk ini, yaitu persepsi terhadap
kendali perilaku (Perceived behavioral control), maka bentuk dari Teori Perilaku
Direncanakan (Theory of planned behaviour atau TPB) tampak di gambar berikut
ini :

1 Jeek Ajzen adalah seorang psikolog sosial dan profesor emeritus di University of
Massachusetts Amherst. Secara akademik, dia lulus jenjang program doktor dari University of
Illinois di Urbana-Champaign, dan terkenal karena karyanya, dengan Martin Fishbein, pada teori
perilaku yang direncanakan. Sebagai ilmuan, dia menerima penghargaan ilmuan terhormat dari
Sociey of Experimental Social Psychology. Silakan baca karyanya tentang teori ini di Azjen.l.
(1985). From Intentions to Actions: Theory of Planned Behaviour. /n J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.),
Action-control: From cognition to behavior (pp. 1 1-39). Heidelberg: Springer.

Jurnal Pengawasan Pemilu | Bawaslu DKI Jakarta

53




BAWASLU

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
PROVINSI DKI JAKARTA

Gambar 1
Skema Theory of Planned Behavior

Sikap terhadap penlaku
(Attitude towards
behavioral)

Minat perilaku
(Behavioral >
intention)

Perilaku
(Behavior)

Nomma subjektif -~
(Subjective Norm) i

Kontrol perilaku
persepsian
(Perceived behavioral)

Menurut Theory of Planned Behavior (TPB), intensi (intention) untuk

berperilaku dapat diprediksi dari sikap (attitude) terhadap tindakan tersebut, norma
subjective (subjective norms), dan persepsi atas kendali perilaku (perceived
behavior control) (Ajzen 1985, 1991). Penjelasan ketiga konsep penting dalam TPB
tersebut adalah:

a.

Sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) merupakan tanggapan
atau penilaian seseorang terhadap suatu pertanyaan perilaku (setuju — tidak
setuju, atau suka — tidak suka ). Menurut Ajzen dan Fishbein (1985), ketika
seseorang memiliki minat tertentu, meyakini, dan berpegang teguh pada
sikapnya, maka orang tersebut akan berperilaku sesuai dengan sikapnya.
Sikap terhadap perilaku dipengaruhi oleh keyakinan perilaku (behavioral
belief) yakni keyakinan akan hasil dari suatu perilaku dan penilaian terhadap
hasil perilaku tersebut.

Norma subyektif (subjective norms) adalah tekanan sosial yang diterima
oleh individu (normative belief), dan dipengaruhi juga adalah motivasi
untuk memenuhi norma tersebut (motivation to comply) . Norma subyektif
membentuk perilaku individu . Apabila orang lain setuju pada perilaku yang
ditunjukkan individu, maka perilaku ini akan dilakukan terus menerus
karena individu merasa bahwa perilaku yang dilakukan dapat diterima oleh
masyarakat. Namun apabila perilaku yang ditunjukkan tidak diterima oleh
orang lain, maka hal tersebut tidak akan diulangi (Agustiantono 2012).
Persepsi terhadap kendali perilaku (perceived behavioral control).
Persepsi seseorang tentang kemudahan atau kesulitan melaksanakan suatu
perilaku (Ajzen 1991). Hal ini dipengaruhi oleh keyakinan kendali (control
belief) yaitu keyakinan individu tentang keberadaan hal-hal yang
mendukung atau menghambat perilakunya dan persepsi individu tersebut
tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mempengaruhi perilakunya (Hidayat
dan Nugroho 2010). Seseorang akan merasa mudah untuk melakukan
sesuatu apabila memiliki dukungan yang kuat atas perilakunya.
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Relevansi teori dalam bahasan tentang dinamika regulasi pemilu untuk
menjelaskan sejumlah faktor yang menyebabkan perilaku para politisi di level
suprastruktur (eksekutif, legislatif) dan infrastruktur politik seperti para politisi
partai politik dan aktor non politisi (akademisi, kolomnis, aktivis dll). Misalnya
pertarungan di UU Pemilu, kerapkali menjadi kompleks karena perbedaan sikap
terhadap perilaku, norma subyektifnya berlainan juga persepsi terhadap kendali
perilaku yang juga berbeda.

B.2. Konseptualisasi tentang Regulasi

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) regulasi diartikan
sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia
atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Hal senada juga ada
di Collins Dictionary, bahwa regulasi adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah
atau otoritas lain untuk mengontrol cara sesuatu yang dilakukan atau cara orang
berperilaku.

Secara umum, regulasi adalah konsep abstrak pengelolaan sistem yang
kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Regulasi ada di berbagai
bidang kehidupan masyarakat. Dengan begitu, fungsi utama regulasi adalah sebagai
pengendali atau kontrol bagi setiap tindakan yang dilakukan manusia. Oleh sebab
itu, adanya regulasi sangat penting dalam menentukan langkah apa yang hendak
diambil.

John Stewart dan Keiron Walsh (1992) mendefinisikan Pengertian regulasi
adalah suatu proses untuk memastikan adanya standar sebagai suatu persyaratan
hukum yang dipenuhi untuk layanan tertentu atau kegiatan publik sehingga
kebijakan dipenuhi.

Secara operasional regulasi memiliki sejumlah fungsi yang penting untuk
mengatur perilaku warga, sebagai berikut:

Sebagai kontrol dan memberikan batasan tertentu.

Menciptakan rasa aman dan damai.

Memberikan perlindungan hak dan kewajiban.

Membuat anggota yang terlibat dalam lingkup regulasi menjadi patuh dan

disiplin.

Sebagai pedoman dalam bertingkah laku.

Membentuk sistem regulasi yang dapat dijadikan sebagai pengendalian sosial

7. Menertibkan seseorang agar tidak melakukan perbuatan yang merugikan
orang lain.

8. Untuk mencapai tujuan bersama.

b S

o

Menurut Stephen Bounds, jenis-jenis regulasi adalah sebagai berikut
(http://bounds.net.au/node/65):

1. Arbitrary Regulations/ Regulasi Arbiter
Regulasi arbiter adalah standar atau aturan yang mewajibkan penggunaan
memilih satu dari beberapa opsi regulasi yang sama-sama valid. Contoh klasik
adalah pilihan mengemudi di sisi kiri atau kanan jalan. Meskipun tidak ada
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bedanya praktis sisi mana yang dipilih, itu menjadi penting ketika semua orang
mematuhi pilihan yang lebih banyak dan umum. Seiring waktu, biasanya opsi
yang paling banyak digunakan akan menang.

2. Good Faith Regulations/ Regulasi Iktikad Baik
Regulasi itikad baik adalah peraturan yang menetapkan dasar perilaku di area
tertentu. Misalnya, peraturan kesehatan untuk restoran ada untuk melindungi
konsumen dan meminimalkan risiko hal-hal seperti keracunan makanan.
Dalam skenario ini, tidak ada pihak yang bertanggung jawab yang akan
keberatan dengan tujuan peraturan yang telah ditetapkan, tetapi argumen
mungkin muncul atas kompleksitas peraturan dan sulitnya kepatuhan.

3. Goal Conflict Regulations/ Regulasi Konflik Tujuan

Peraturan yang mengakui konflik intrinsik antara dua tujuan, biasanya tujuan
individu versus tujuan masyarakat dan mengatur untuk kebaikan masyarakat
yang lebih besar. Contoh dari regulasi konflik tujuan adalah mengamanatkan
pemakaian sabuk pengaman dan batasan konsumsi alkohol saat mengendarai
mobil.

4. Process Regulations/ Regulasi Proses

Regulasi proses mengatur bagaimana tugas harus diselesaikan, bukan hanya
hasil yang ditentukan atau dilarang. Ini adalah jenis regulasi yang paling
berisiko karena mengorbankan inovasi dan kelincahan untuk memastikan lebih
sedikit variabilitas dalam pengiriman proses. Contoh umum dari regulasi
proses adalah skrip call center.

Membahas tentang regulasi pemilu, jelas kita sedang membicarakan soal
regulasi arbitrer. Kita memilih begitu banyak opsi yang tersedia yang bisa mengatur
penyelenggaraan pemilu. Misalnya soal pembatasan kekuasaan, mekanisme
keterwakilan kursi di DPR, soal aturan ambang batas pencapresan, soal pemilu
yang mengharuskan warga memilih di lima kotak (DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD
Kabupaten/Kota, DPD dan pemilihan presiden). Tentu saja, memiliki plus
minusnya, tetapi saat sudah dipilih dan tertera menjadi UU, maka tentu saja akan
mengatur semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu baik kontestan
maupun warga pemilih.

C. Norma Dasar Penguatan Regulasi Pemilu

Dalam konteks negara demokrasi, regulasi pemilu tentu harus diperuntukkan
guna menjaga marwah kuasa rakyat (demos) terlindungi. Prinsip paling mendasar
penyelenggaraan pemilu adalah kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat secara
teratur dan memberi optimalisasi peran penyelenggaraan pemilu secara regular,
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Robert Dahl (1982) memberi catatan khusus tentang tujuh unsur yang harus

ada dalam demokrasi:
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1. Kontrol atas kekuasaan ada pada pemimpin yang dipilih rakyat secara teliti dan
jujur

2. Pemimpin pilihan rakyat ini tidak boleh melakukan pemaksaan;

3. Semua orang dewasa berhak memilih pejabat;

4. Semua orang dewasa berhak dipilih;

5. Rakyat mempunyai hak bebas untuk menyampaikan pandangan kritis tanpa
ancaman dan hukuman;

6. Rakyat mempunyai hak memperoleh informasi yang dilindungi hukum;

7. Rakyat bebas membentuk lembaga dan partai politik.

Dari perspektif ini, maka demokrasi sering dikaitkan dengan HAM, good
governance, pluralisme, dan sekularisme. Selain itu, jelas pemilu dengan regulasi
yang ada di dalamnya juga secara ideal diperuntukkan melindungi hak-hak rakyat
sebagai pemilik mandat kekuasaan.

Rancangan sistem pemilu, menurut Ben Reilly dan Andrew Reynolds harus
menciptakan sebuah sistem yang mencakup prinsip-prinsip berikut ini (Reilly, Ben
dan Andrew Reynolds, 2011: 5):

1. Memastikan terbentuknya sebuah parlemen yang representatif.
Membuat Pemilu terjangkau dan berarti bagi para pemilih pada umumnya.
Menyediakan sarana bagi rekonsiliasi partai yang semula bermusuhan.
Menjaga citra legitimasi parlemen dan pemerintah.
Membantu terbentuknya pemerintah yang stabil dan efisien.
Mendorong terbentuknya suatu sistem yang memungkinkan pemerintah yang
stabil dan efisien.
Mendukung hidupnya partai-partai politik yang “’terbuka’’.

8. Mendorong munculnya oposisi di parlemen.

9. Apakah realistis berdasarkan kemampuan dan keuangan negara.

Dalam konteks sistem, tentu saja sifatnya saling ketergantungan satu sama
lain. Oleh karenanya jika regulasi pemilu sekadar menjadi “barang mainan” elite,
maka sudah pasti akan merusak peruntukkannya bagi publik secara umum. Hal ini
bisa kita cermati, dari bolong-bolong dalam regulasi pemilu, yang seolah memberi
“ruang” atau menjadi “arena” manur kekuatan politik terutama yang memiliki suara
dominan di DPR RI dan pemerintah.

Pemilu yang demokratis, dalam catatan AA GN Dwipayana, bukan sekedar
prosedur atau metode memilih pemimpin, melainkan memuat beberapa norma
dasar. Pertama, pemilu adalah wadah aktualisasi kewarganegaraan (citizenship),
terutama penyelenggaraan hak-hak politik warga negara. Kualitas pemilu diukur
dari penghormatan dan perlindungan terhadap kebebasan warga negara dalam
menggunakan hak-hak politik, termasuk tidak adanya intimidasi, diskriminasi, serta
untuk memperoleh informasi alternatif. Kedua, seberapa tinggi tingkat kompetisi
(competitiveness) kontestasi dimungkinkan. Kualitas pemilu sangat ditentukan
sejauhmana persaingan berjalan secara kompetitif, kontestan dapat bersaing secara
fair untuk mendapatkan dukungan dari warga pemilih sekaligus mereka
memperoleh informasi setara tentang kontestan. Ketiga, derajat keterwakilan
(representativeness) yang dihasilkan oleh proses pemilu. Esensi pemilu adalah
metode untuk memilih perwakilan warga yang representatif. Kualitas pemilu diukur
oleh tingkat keterwakilan yang dihasilkan oleh sebuah pemilu. Semakin tinggi

ARl

~
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tingkat keterwakilan politik warga, maka pemilu semakin berkualitas. Sebaliknya,
derajat keterwakilan yang rendah, menunjukkan kegagalan sistem ini (Dwipayana,
2010: 1)

Pemilu yang berkualitas dan demokratis, menurut Dwipayana, dipengaruhi
tiga faktor, yaitu electoral law, electoral process, dan electoral management.
Perpaduan tiga pilar tersebut secara resultante menghasilkan electoral outcame.
Eletoral law menyangkut pilihan sistem pemilu yang digunakan warga negara
dalam memilih para wakilnya. Sistem pemilu memiliki konsekuensi terhadap
derajat keterwakilan atas hasil-hasil pemilu, sistem kepartaian (khususnya jumlah
partai politik), akuntabilitas pemerintahan, dan kohesi partai-partai politik.

Dinamika perseteruan antara representasi politik dan efektivitas
pemerintahan tersebut, dapat dilihat dalam undang-undang politik yang digunakan
dalam setiap pemilu. Landasan hukum sebagai penataan untuk electoral law,
electoral process, dan electoral management, sekaligus kesatuan rangkaian
penataan sistem pemerintahan, sistem perwakilan, sistem pemilu, dan sistem
kepartaian, terus mengalami perubahan seakan tiada ujung. Untuk menghadapi
2024, keputusan politik yang dibuat oleh Pemerintah, DPR, dan DPD pada 9 Maret
2021 lalu mencabut Rancangan Undang- Undang Pemilihan Umum dari daftar
prioritas Program Legislasi Tahun 2021. Padahal, harusnya ada perbaikan dan
evaluasi pada substansi regulasi pemilu yang ada saat ini (UU No.7/2017).
Kebetulan atau tidak, tidak direvisinya UU Pemilu juga dibarengi dengan guliran
isu kontroversial tentang penundaa pemilu dan penambahan periode kekuasaan.

D. Regularitas Pemilu: Catatan Kritis Menolak Penambahan Periode
Kekuasaan dan Penundaan Pemilu.

Perbincangan tentang penundaan pemilu atau penambahan periode
kekuasaan mencuat kembali menjadi polemik di berbagai kanal komunikasi warga,
mulai dari media massa hingga sosial media. Isu ini, kerapkali muncul bahkan
bukan kali ini saja ramai menjadi polemik publik. Presiden Jokowi merespons.
”Bolak-balik sikap saya enggak berubah. Saya tegaskan, saya tidak ada niat dan
tidak berminat menjadi presiden tiga periode.” Pernyataan tersebut, disampaikan
Jokowi Senin, 15 Maret 2021. Meski demikian, pernyataan tersebut tak meredakan
dugaan beberapa kalangan tentang adanya skenario sebagian elite politik yang
menghendaki adanya pembahasan tentang amandemen UUD 1945 yang salah
satunya terkait dengan ketentuan masa jabatan presiden dan wakil presiden.
Perkembangan terkini, Jokowi juga meminta para menterinya tidak lagi
membincang tentang penundaan maupun perpanjangan masa jabatan, tetapi di saat
bersamaan Jokowi terkesan memainkan strategi equivocal communication.?
Komentar Jokowi “kita harus taat konstitusi” (Kompas, 30/3/22) dan juga
pernyataan Jokowi “Jangan sampai ada yang menyuarakan lagi mengenai urusan
penundaan, urusan perpanjangan, nggak," kata Jokowi di Sidang Kabinet

2 Menurut Janet Beavin Bavelas (1990), Equivocal Communication adalah istilah yang
memiliki makna pengemasan pesan yang sengaja dibuat tidak jelas, tidak langsung dan tidak lugas.
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Paripurna di Istana Negara (5/4/2022) yang kemudian tayangannya bisa diakses di
YouTube Seckretariat Presiden, Rabu (6/4/2022). Pernyataan tersebut masih
meragukan dari sisi koherensi dan fidelity. Wacana ini kembali mengemuka, saat
Ketua MPR Bambang Soesatyo, mengangkat kembali wacana perpanjangan masa
jabatan presiden.

Pada Pasal 7 UUD 1945, jelas dan tegas dinyatakan bahwa Presiden dan
Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Ada pihak
yang menghendaki kejelasan periodisasi jabatan presiden dan wakil presiden
sebagai hal pasti (fix ferm) menjadi fleksibel. Tentu saja, wacana ini berpotensi
membahayakan proses konsolidasi demokrasi kita, karena jika direalisasikan akan
menghadirkan ketidakpastian periodisasi kekuasaan, sekaligus akan memberi
dampak psikologis bagi ketidakpastian yang sama pada periode kekuasaan di level
pemerintahan daerah.

Di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), wacana ini bukan yang pertama
kalinya muncul. Sempat ramai menjadi polemik sejak Oktober hingga Desember
2019. Saat itu, Jokowi mengatakan dengan tegas, bahwa mereka yang
mewacanakan jabatan prisiden bisa tiga periode itu sebagai pihak yang ingin
menampar dirinya, mencari muka atau ingin menjerumuskannya. "Sejak awal
sudah saya sampaikan bahwa saya produk pemilihan langsung. Saat itu, waktu ada
keinginan amandemen, apa jawaban saya? Untuk urusan haluan negara, jangan
melebar ke mana-mana," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Merdeka, Senin
(2/12/2019).

Wacana ini, menjadi ujian kesejarahan bagi kepemimpinan Jokowi, akankah
konsisten dengan ucapannya atau tergoda? Kekuasaan politik itu kerapkali
mengagumkan (fascinosum) dan menggetarkan (tremendum). Kebanyakan orang
ingin berlama-lama berada dalam jabatan dan kekuasaan yang digenggamnya.
Soeharto pernah mengalaminya. Saat banyak orang-orang di sekitarnya terus
memberi keyakinan bahwa dirinya masih dikehendaki rakyat, dan ada motif untuk
berkuasa tanpa pembatasan yang jelas, akhirnya Soeharto maju hingga 6 kali dalam
pemilu semu yang selalu menempatkan dirinya di puncak hirarki kuasa dan otoritas.
Akhir era Soeharto pun menjadi drama kehidupan yang menggambarkan elegi
kekuasaan, dimana sosok pemimpin bukan undur diri dalam penghormatan,
melainkan dalam cacian dan makian. Ini sebuah pelajaran penting yang harus
menjadi cermin, bahwa kekuasaan kerap melenakan. Jokowi juga harus mengambil
pelajaran dari elegi akhir kekuasaan Soekarno. Akhir masa kejayaannya sirna,
setelah menjebakan diri ke dalam politik kekuasaan yang otoriter dengan model
demokrasi terpimpin dan menahbiskan dirinya sebagai presiden seumur hidup
berdasarkan sidang MPRS dan tertuang dalam ketetapan MPRS Nomor
HI/MPRS/1963.

Pernyataan retoris Jokowi untuk tidak bekehendak menjabat di periode
ketiga, tentu saja selaras dengan konstitusi kita. Masalahnya, godaan akan selalu
ada. Andai wacana ini tetap bergulir ke MPR dan menjadi salah satu substansi
bahasan dalam amandemen konstitusi, peluang wacana ini menjadi realita semakin
terbuka.
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Untuk melakukan perubahan konstitusi, butuh syarat pengajuan tertulis
sepertiga anggota MPR. Hal itu, tertuang dalam Pasal 37 ayat 1 UUD 1945. Artinya,
membutuhkan 237 anggota MPR. Jumlah tersebut bisa dipenuhi anggota DPR
pendukung pemerintah yang secara matematis, kini berjumlah 427 orang. Sesuai
ketentuan, untuk mengubah pasal dalam UUD, Sidang MPR harus dihadiri dua
pertiga anggota MPR, yakni 477 anggota MPR. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 ayat
3 UUD 1945. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar,
dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah
satu dari seluruh anggota MPR. Ini sesuai dengan pasal 37 ayat 4 UUD 1945.
Artinya, membutuhkan 356 anggota MPR. Jika membaca dari perspektif
matematis, maka dengan mayoritas kekuataan politik yang menjadi bagian dari
pemerintah, bisa saja hal ini dieksekusi. Jika basis analisisnya adalah pola tendensi
mayoritarian.

Adam Przeworski dan Jose Maria Maravall (2003), menyebut mayoritarian
sebagai agenda dan filosofi tradisional yang menyatakan bahwa mayoritas dalam
populasi merupakan kelompok utama dan berhak membuat keputusan yang
berpengaruh bagi masyarakat keseluruhan. Praktik koalisi besar parpol di DPR dan
MPR, memungkinkan untuk meloloskan apapun yang dikehendaki. Sebut saja
revisi UU KPK, UU Minerba, bahkan UU Cipta Kerja yang mendapatkan resistensi
publik sekalipun. Hal inilah yang juga memungkinkan amandemen konstitusi bisa
diusulkan dan disahkan.

Ilmuan politik, David Easton (1979), menyebutkan sistem ditandai dengan
adanya saling ketergantungan antarunit yang berada di dalamnya. Hal ini
menunjukkan adanya koherensi. Perubahan salah satu unit dalam sistem akan
mempengaruhi unit yang lainnya. Dalam konteks inilah kita perlu mengingatkan
bahaya wacana fleksibilitas masa jabatan atau periode kekuasaan.Perubahan
pembatasan periode kekuasaan ini, memilik beberapa dampak politis:

Pertama, secara psikopolitis akan memengaruhi motif orang berkuasa tanpa
batasan. Jika diubah menjadi tiga periode, atau bahkan dibuat fleksibel, maka di
kemudian hari akan muncul keinginan yang sama untuk terus mengubahnya.
Misalnya dari tiga periode, menjadi empat periode dan seterusnya. Hal inilah yang
dikhawatirkan menjadi pintu masuk bagi ketidakpastian pembatasan kekuasaan
yang sangat penting untuk meredam syahwat berkuasa yang berlebihan. Belum lagi,
secara psikopolitis ini juga akan menjadi stimulan bagi motif yang sama bagi para
kepala daerah mewacanakan hal yang sama. Gubernur, bupati dan walikota juga
akan menuntut hal yang sama, yakni meminta periode kekuasaan lebih dari dua kali
lima tahunan.

Kedua, nilai hakiki pembatasan kekuasaan sebagai cara untuk memagari
keinginan orang menjadi penguasa absolut akan terdekonstruksi. Ingat, kekuasaan
itu pada dasarnya ingin dinikmati selama mungkin. Ketidakpastian dalam
pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden akan menghadirkan praktik
demokrasi kolusif dengan menutup akses dan penguasaan kuasa dari hulu ke hilir.
Dan Slater (2004), menyatakan Indonesia kerap terjebak dalam politik kartel yang
melahirkan situasi demokrasi kolusif (collusive democracy).

Tantangan Indonesia hingga saat ini, dan masih menjadi problem mendasar,
mengutip analis politik Northwestern University, Jeffrey Winters (2011), adalah

Jurnal Pengawasan Pemilu | Bawaslu DKI Jakarta




BAWASLU

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
PROVINSI DKI JAKARTA

demokrasi yang kerap dikuasai oleh kaum oligark, sehingga makin jauh dari cita-
cita memakmurkan rakyat. Dalam International Encyclopedia of Social Sciences,
oligarki didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan yang kekuasaannya berada di
tangan minoritas. Winters menjelaskan oligarki dengan menekankan kekuatan
sumber daya material sebagai basis dan upaya pertahanan kekayaan pada diri
mereka. Adanya ketidaksetaraan material tersebut kemudian menghasilkan
ketidaksetaraan kekuasaan politik. Kondisi inilah yang terjadi di Indonesia.

Ketiga, ketidakjelasan pembatasan periode kekuasaan juga berdampak pada
menguatnya model konsensus dengan basis pertimbangan elitis. Jadi, politik bukan
lagi berbasis penghormatan pada konstitusi yang ajek, melainkan selera individu
ataupun kepentingan kekelompokan. Dengan model politik Indonesia yang tidak
terdapat partai pemenang dominannya, maka yang mengemuka adalah negosiasi
pragmatis di antara ragam kekuatan yang berkepentingan dengan pencarian
kekuasaan (office seeking). Arend Lijhart (1999) menyebutkan dalam masyarakat
majemuk yang tidak ada partai dominannya, cenderung akan menggunakan
demokrasi model konsensus.

Banyak hal bisa terjadi atas nama konsensus. Sekalipun tidak berkorelasi
dengan kehendak publik yang memilihnya, penguasa kerap mengeksekusi ragam
kebijakan atas nama persetujuan kekuatan-kekuatan politik nyata yang ada dalam
genggamannya. Hal ini pula yang membuat kekuatan oposisi atau kekuatan
penyeimbang di luar partai penguasa tidak pernah mewujud dalam arti
sesungguhnya. Koalisi pelangi menjadi ciri, dan kekuasaan pun menjadi sangat
pragmatis seiring dengan kepentingan sekelompok kecil orang yang berkonsesus di
panggung depan atau pun panggung belakang kekuasaan.

Lantas bagaimana idealnya mengatur masa jabatan presiden dan wakil
presiden di Indonesia? Sesungguhnya kesepakatan kita yang sudah dituangkan
dalam konstitusi yang ada saat ini sudahlah ideal, yakni 1 periode lima tahun dan
presiden serta wakil presiden bisa dipilih kembali untuk 1 periode masa jabatan
selanjutnya. Dengan demikian paling lama orang berkuasa dalam jabatan yang
sama sebagai presiden atau wakil presiden adalah 10 tahun.

Kita bisa evaluasi kenapa untuk konteks Indonesia, 1 periode kekuasaan
idealnya 5 tahun. Masa lima tahun ini secara praktik dalam realitasnya terbagi
menjadi tiga tahap. Presiden dan wakil presiden terpilih, di tahap pertama akan
beradaptasi dengan birokrasi yang dipimpinnya. Terlebih dengan model politik
akomodasi yang melibatkan banyak kekuatan. Awal tahun berkuasa menjadi titik
krusial membangun fondasi keseimbangan politik lintas kekuatan. Tahap kedua
biasanya berlangsung dari tahun kedua hingga tahun keempat. Ini waktu yang bisa
dioptimalkan untuk merealisasikan program dan gagasan yang menjadi prioritasnya
saat berkuasa. Tahap ketiga, yakni di tahun kelima yang akan disibukan dengan
agenda elektoral berikutnya serta pertanggungjawaban presiden dan wakil presiden
terpilih kepada rakyat yang telah memilihnya.

Jika kinerja presiden dan wakil presiden bagus dan masih mampu mengelola
harapan rakyat yang disematkan pada mereka, maka diberi peluang untuk kembali
mencalonkan diri di periode berikutnya. Di sinilah sesungguhnya peran dan fungsi
kontrol rakyat diperlukan. Jika pemimpin nasional mereka tidak bekerja sesuai
harapan, maka rakyat bisa menghukumnya dengan tidak memilihnya lagi untuk
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periode berikutnya. Sebaliknya, jika masih bisa diterima dan dipilih kembali, maka
ada kesempatan untuk melanjutkan ragam program di periode kedua. Dengan jeda
adanya pemilu di antara dua periode berkuasa, memberi kesempatan kepada
pemilih untuk mengevaluasi apakah mau melanjutkan kepemimpinan petahana
(incumbent) atau menggantinya dengan pemimpin baru.

Setelah masa uji publik di antara dua periode kekuasaan tersebut, menjadi
momentum yang harusnya bisa dioptimalkan oleh petahana yang terpilih lagi untuk
bekerja menunaikan ragam pekerjaan yang belum tuntas atau belum terealisasi di
periode pertama. Fokus kekuasaan adalah pada legacy (warisan) kekuasaan yang
bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia. Lima tahun di periode kedua adalah fase akhir
dari kekuasaan seseorang sebagai presiden atau pun wakil presiden. Jangan pernah
berpikir apalagi bertindak untuk terus berkuasa, karena hal ini akan menghambat
proses alih generasi kepemimpinan nasional sekaligus akan menjebak presiden
yang sudah dua periode ke dalam fatamorgana kekuasaan. Berhenti sesuai amanat
konstitusi jauh akan lebih diapresiasi.

Rekomendasinya: penundaan Pemilu 2024 maupun penambahan periode
kekuasaan wajib ditolak ! Terlebih jika menyandarkan argumen pada situasi
pandemi dan pemulihan ekonomi. Betul ada beberapa negara yang sempat menunda
penyelenggaraan pemilu sebagai dampak pandemi Covid-19. Misalnya Selandia
Baru, menunda pemilunya 4 pekan yang awalnya akan digelar pada 19 September
2020. Hal tersebut disebabkan munculnya kasus baru Covid-19. Pemerintah Hong
Kong memutuskan untuk menunda selama satu tahun pemilu yang sebelumnya
dijadwalkan pada September 2020. Bolivia, menunda pemilu dua kali akibat Covid-
19. Awalnya, pemilu akan digelar pada Mei dan ditunda menjadi 6 September.
Pemerintah Indonesia, dengan tegas dan berani tetap menggelar Pilkada serentak
2020 padahal saat itu pandemic Covid-19 lagi tinggi-tingginya. Jadi, jika saat ini
Covid-19 sudah sangat landai bahkan kita mau masuk ke pascapandemi, argumen
penundaan yang menyandarkan diri pada situasi Covid-19 tentu saja tidak bisa
dibenarkan. Alasan ckonomi pun tidak bisa dijadikan penggugur asas
konstitusionalitas penyelenggaraan pemilu secara reguler lima tahunan.

Spekulasi tentang penundaan Pemilu 2024 maupun penambahan periode
kekuasaan harus sudah diakhiri, seiring dengan kesepakatan penyelenggaraan
pemilu yang akan digelar pada 14 Februari 2024 dan pemilihan kepala daerah
(Pilkada) yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024. Kesepakatan
tersebut diambil setelah Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri
(Kemendagri), KPU dan Bawaslu menggelar rapat bersama pada Senin, 24 Januari
2022 di Gedung DPR.

Semua kekuatan politik bersiap mengikuti tahapan resmi Pemilu 2024. Pasal
167 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) menyebut tahapan
pemilu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Semua pihak harus fokus
pada kesiapan menuju gelanggang pertarungan 2024 bukan sebaliknya
mengganggu proses pemilu dengan menimbulkan polemik yang tidak perlu.
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E. Paradoks Ambang Batas Pancapresan: Catatan Kritis untuk Presidential
Treshold.

Hal lain yang harus dikritisi dari regulasi pemilu yang ada saat ini adalah
aturan tentang ambang batas pencapresan (presidential threshold) 20 persen kursi
DPR atau 25 persen suara sah nasional. Ini menjadi hambatan bagi munculnya
banyak figur potensial akibat terkunci aturan ini. Aturan ini terdapat di Pasal 222
UU Nomor 7 Tahun 2017. Presidential threshold pertama kali dirumuskan
dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden. Mulai berlaku sejak 2009, dengan mengacu ke UU
No.10/2008, kemudian kembali muncul di UU No 8/2012, juga di UU No.7 tahun
2017. Ada beberapa kritik tentang regulasi ambang batas ini:

Pertama, ketentuan presidential threshold mengabaikan prinsip perlakuan
yang sama di hadapan hukum (equality before the law) dan pemerintahan
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan
yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” dan Pasal 28D ayat (3)
UUD 1945, yang berbunyi “ “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan
yang sama dalam pemerintahan.” PT mempersempit peluang munculnya tokoh-
tokoh alternatif dalam kontestasi pemilihan presiden.

Kedua, Secara konstitusional ambang batas pencalonan presiden dan wakil
presiden tidak diatur sama sekali norma dalam UUD Tahun 1945. Karena itu, Pasal
222 UU No.7/2017 tentang Pemilu ini dianggap bertentangan dengan UUD 1945
khususnya Pasal 6A ayat (1) “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu
pasangan secara langsung oleh rakyat.” Pasal 6A Ayat (2) “Pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai
politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”.
Bertentangan juga dengan Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ayat (2)
Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketiga, praktik mayoritas negara-negara di dunia yang menyelenggarakan
pemilu serentak, yang tidak ada satu pun di antaranya menerapkan ambang batas
pencalonan presiden.

Kritik terhadap argumen utama MK yang bisa dibaca dalam putusan MK
Nomor 14/PUU-X1/2013 maupun putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 bahwa
MK menganggap adanya ketentuan ambang batas pengajuan pencalonan presiden
merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) dari pembentuk UU
sehingga boleh ada, boleh tidak dalam UU, bergantung pada keputusan pembentuk
uu.

Ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden seharusnya
diposisikan bukan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy)
melainkan kebijakan hukum yang telah ditentukan secara eksplisit oleh UUD
Tahun 1945 dan tidak diberikan delegasi kepada Undang-Undang. Adapun
pemberian delegasi kepada pembuat undang-undang adalah mengenai tata cara
Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut ketentuan Pasal 6A ayat (2)
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“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau
gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan
umum” dan Pasal 6A ayat (5) UUD Tahun 1945 “Tata cara pelaksanaan pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”.

F. Penutup

Pemilu merupakan hajatan bersama. Bukan semata urusan pemerintah, KPU
maupun Bawaslu. Proses penyelenggaraan Pemilu 2024 harus menjadi perhatian
seluruh stakeholder demokrasi. Proses, hukum, pengelolaan pemilu harus terus
dikuatkan agar hasil pemilunya semakin berkualitas. Kepastian regularitas pemilu
diselenggarakan lima tahunan harus taat dan patuh kita lakukan sesuai amanat
konstitusi. Kekuasaan juga harus dengan tegas dan jelas dibatasi, karena hal
tersebut juga menjadi salah satu buah reformasi 1998. Pemilu adalah ikhtiar
bersama untuk kebaikan berbangsa dan bernegara. Penguatan penyelenggaraan
pemilu menjadi keharusan baik di level regulasi, sistem organisasi penyelenggara,
kualitas para kontestan baik individu capres/cawapres, calon anggota legislatif,
calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun partai politik peserta
pemilu. Pemilu bukan hanya semata-mata berjalan seremonial formal, melainkan
harus menguat dari sisi substansi kualitas penyelenggaraannya.
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PENANGANAN PELANGGARAN YANG EFEKTIF PADA TAHAP
PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILU 2024
Oleh Dr. Wirdyaningsih, S.H., M.H.

Abstrak

Salah satu permasalahan utama yang seringkali muncul dalam setiap penyelenggaraan
pemilu adalah tahap pemutakhiran data pemilih. Bawaslu sebagai Lembaga yang
ditugaskan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk
tahap pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar
pemilih tetap. Selama ini penanganan pelanggaran pada tahap ini masih belum optimal
diselesaikan bahkan terlewat dan baru dimunculkan oleh para pihak bila sengketa hasil
dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tidak optimalnya penanganan pelanggaran
karena terdapat berbagai kendala. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan permasalahan
yang dibahas adalah bagaimana penanganan pelanggaran yang efektif dalam tahapan
pemutakhiran data pemilih oleh Bawaslu? Upaya pertama yang harus dilakukan adalah
pencegahan yang dapat dilakukan dengan mengawasi pemutakhiran data pemilih.
Apabila upaya pencegahan telah dilakukan seoptimal mungkin dan ternyata tetap terjadi
pelanggaran maka Bawaslu sesuai dengan tugas dan kewenangannya harus
menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Bawaslu dan jajarannya dalam menyiapkan
pelaporan dengan memperhatikan peraturan terkait, substansi pelanggaran, pelapor dan
terlapor, perbuatan dan bukti-bukti laporan. Dalam menangani laporan penanganan
pelanggaran, scharusnya Bawaslu melibatkan  sekretariat dalam  kesiapan
administrasinya. Solusi permasalahan penanganan pelanggaran pemutakhiran data
pemilih dapat diatasi antara lain dengan mengoptimalkan Sentra Gakkumdu, Bawaslu
bekerja cepat, tepat dan berbagi tugas sesuai tupoksi dan menyampaikan hasil kajiannya
sesuai prosedur.

Kata kunci: Pemutakhiran data pemilih, penanganan pelanggaran pemilu,

A. Pendahuluan

Bawaslu harus siap menghadapi potensi pelanggaran dan penangangan
pelanggaran pemutakhiran data pemilih pada Pemilihan umum (pemilu) serentak tahun
2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari 2024. Penyelenggaraan Pemilu
merupakan sarana untuk menyampaikan aspirasi politik rakyat, pengisian jabatan politik
kenegaraan oleh rakyat secara langsung dan sekaligus sebagai sarana kontrol. Perhelatan
Pemilihan Umum 2024 akan dilaksanakan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif
secara serentak dan kemudian dilanjutkan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Pemilu merupakan wujud nyata penerapan demokrasi di Indonesia yang memberikan

peran bagi warga negara untuk dapat ikut serta secara langsung memilih pejabat publik.
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Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan tetap berada ditangan rakyat. Dalam arti bahwa
Pemilu dimaknai sebagai prosedur untuk mencapai demokrasi atau merupakan prosedur
untuk memandatkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu untuk menduduki
jabatan-jabatan politik.!

Dalam rangka pembangunan demokrasi, terutama pada saat penyelenggaraan
pemilu, kependudukan sangat penting digunakan untuk pemutakhiran data pemilih dan
penyusunan daftar pemilih. Pada tahun-tahun politik seperti saat ini, data pemilih sangat
rawan disalahgunakan demi kepentingan politik. Menurut PKPU No. 7 Tahun 2022,
pemutakhiran data pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data pemilih
berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT) dari pemilu dan pemilihan terakhir, serta DPTLN
yang disandingkan dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) serta
dilakukan pencocokan dan penelitian yang dilaksanakan oleh KPU kabupaten/kota
dengan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemilihan Luar Negeri
(PPLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan petugas pemutakhiran data pemilih
(Pantarlih). 2

Dasar hukum terkait pendataan dan pemutakhiran data pemilu antara lain:
Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang No. 19
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 27 Tahun
2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Eletronik, PKPU No. 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan, PKPU No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pemerintahan Berbasis Eletronik KPU, dan PKPU No. 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan
Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data
Pemilih.

Pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 dilakukan berdasarkan asas de jure
(sesuai hukum), yaitu mendaftarkan seseorang sesuai dengan alamat yang tertera di
alamat KTP elektroniknya (e-KTP). Hal ini berbeda dengan Pemilu 2014 yang
menggunakan asas de facto (kenyataan) yaitu pemilih yang didaftar adalah warga di suatu

wilayah, tanpa melihat KTP yang dimilikinya. Penerapan asas de facto memiliki

1 https://korankaltara.com/dilema-pendataan-pemilih-potensial-pada-pemilu-2024

2 Dewi Sendhikasari Dharmaningtias, “PERSIAPAN KPU DALAM PENDATAAN PEMILIH PADA PEMILU
2024,” Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Info Singkat: Kajian Singkat terhadap isu Aktual dan
Strategis, Vol. XIV, No.21, (November, 2022), him. 1.
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kekurangan, salah satunya berkaitan dengan munculnya data ganda. Langkah yang
diambil KPU sudah selaras dengan kebijakan dari beberapa lembaga lain yang
menggunakan data yang tertera pada e-KTP. Hal ini untuk mengurangi berbagai
permasalahan yang timbul terkait data pemilih.

Salah satu permasalahan utama yang seringkali muncul dalam setiap
penyelenggaraan pemilu adalah tahap pemutakhiran data pemilih. Dalam tahap ini masih
terkendala akurasi, komprehensifitas, dan kemutakhiran data. Prinsip komprehensif
artinya seluruh warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih wajib
diakomodasi hak pilihnya. Prinsip akurat berarti jumlah dan kelengkapan data pemilih
harus tepat dan akurat, dan prinsip mutakhir artinya proses pemutakhiran data pemilih
harus benar-benar menggambarkan kondisi riil dan terkini. Akurasi pemutakhiran data
pemilih sangat krusial karena sangat menentukan tingkat partisipasi politik, yang selama
ini dianggap menjadi ranah inti dari demokrasi. Kualitas daftar pemilih yang ditetapkan
akan menjadi anasir bagi penyelenggara pemilu yang berintegritas, imparsial, dan
akuntabel. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bertujuan untuk membarui data
pemilih, antara lain, menambahkan pemilih baru yang belum terdaftar pada daftar pemilih
dan yang tidak memenuhi syarat serta yang mengalami perubahan elemen data pemilih
kabupaten/kota secara berkelanjutan. Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan berarti
daftar pemilih tersebut diperbarui terus-menerus sebelum dan sesudah pemilu.*

Secara nasional beberapa kendala yang sering ditemukan dalam pemutakhiran
daftar pemilih berkelanjutan antara lain adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dispendukcapil) tidak memberikan data akurat terkait perubahan penduduk sehingga
menjadi salah satu potensi pelanggaran. Saat ini Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam
Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali membangun kolaborasi dan
sinergisitas menuntaskan masalah data pemilih Pemilu Presiden, Legislatif, dan Kepala
Daerah 2024. Upaya koordinasi sejak awal telah dilakukan antara KPU dan Dukcapil
untuk memetakan masalah serta solusinya.’ Dinas Dukcapil telah dan terus bekerja agar

seluruh warga Indonesia merekam data e-KTP. Korps Dukcapil melakukan program

3 https://nasional.kompas.com/read/2022/10/30/17160331/kpu-pemutakhiran-data-pemilih-pada-
pemilu-2024-berdasarkan-alamat-di-e-ktp

4 https://kab-sarmi.kpu.go.id/berita/baca/7800/kendala-pemutakhiran-data-pemilu-2024

> Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,
https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/1221/dukcapil-dan-kpu-sepakat-tuntaskan-masalah-
data-pemilih-untuk-pemilu-2024
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jemput bola mendatangi masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, para lansia, ODGJ
(Orang Dengan Gangguan Jiwa), para tahanan di Lapas dan masyarakat suku adat
terpencil untuk merekam e-KTP di berbagai daerah.’

Data pemilih menjadi hal yang pokok dalam menentukan jumlah logistik
pemilu/pemilihan. Data pemilih juga menjadi jembatan masyarakat untuk menggunakan
hak pilihnya. Bila pemilih terdata dalam daftar pemilih, maka pemilih dapat
menggunakan hak pilih, tidak lagi harus dipersyaratkan membawa e-KTP ataupun Kartu
Keluarga. Permasalahan utama kurang validnya data pemilih antara lain disebabkan oleh
sumber data pemilih, pemutakhiran data pemilih baik pencocokan dan penelitian,
kemutakhiran sistem databased online berbasis web/aplikasi seperti SIDALIH (Sistem
Pendaftaran Pemilih), eksekusi secara teknis data hasil pemutakhiran data pemilih
(softcopy dan hardcopy), dan sumber daya manusia petugas pemutakhiran data pemilih.”

Data Pemilih yang mutakhir dan memiliki validitas tinggi merupakan idaman dan
harapan kita dalam berdemokrasi. Menggunakan hak pilih dalam setiap
pemilu/pemilihan, hakekatnya adalah suara rakyat sebagai perwujudan kedaulan rakyat,
sesuai Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kenyataan yang terjadi pemutakhiran data pemilih
pada setiap pemilu tetap menjadi permasalahan sejak awal tahapan Pemilu dan kembali
muncul pada saat tahapan penetapan pemenang pemilu. Permasalahan ini selalu muncul
dan diajukan para pihak baik yang kalah maupun yang menang. Bawaslu sebagai
Lembaga yang ditugaskan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan
pemilu termasuk tahap pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih
sementara serta daftar pemilih tetap.® Tugas pengawasan ini memiliki peran penting untuk
mencegah terjadinya pelanggaran. Selama ini penanganan pelanggaran pada tahap ini
masih belum optimal diselesaikan bahkan terlewat dan baru dimunculkan oleh para pihak
bila sengketa hasil dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sesungguhnya MK bukanlah
Lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan pelanggaran dalam pemutakhiran data
pemilih.

Tidak optimalnya penanganan pelanggaran karena terdapat berbagai kendala

antara lain 1) Bawaslu dan jajarannya kesulitan dalam meminta keterangan/klarifikasi

% |bid.

7 Hamzar, https://berau.bawaslu.go.id/berita/pengawasan-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan-
menjadi-senter-dari-suksesnya-pemilu-dan-pemilihan-serentak-tahun-2024.

8 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 93.
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kepada para pihak (Pelapor, Terlapor, saksi dan pihak lainnya); 2) Bawaslu dan
jajarannya kesulitan dalam mendapatkan dokumen/bukti pendukung yang dibutuhkan
dalam proses kajian hukum; 3) Waktu yang terbatas, dan sering laporan yang datang
bersamaan dalam jumlah yang banyak; 4) bila pelanggaran tersebut masuk dalam tindak
pidana pemilu sering kajian pelanggaran di Bawaslu tidak dapat diproses di sentra

gakkumdu.

B. Permasalahan
Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas maka rumusan permasalahan
yang dibahas adalah bagaimana penanganan pelanggaran yang efektif oleh Bawaslu

dalam tahapan pemutakhiran data pemilih?

C. Pemecahan Masalah

Pemutakhiran data pemilih menjadi permasalahan krusial dan perlu dilakukan dengan
seksama. Pencetakan jumlah surat suara pada saat pemilihan sama dengan jumlah DPT
ditambah dengan 2,5 % dari jumlah DPT di TPS tersebut. Apabila banyak pemilih yang
tidak terdaftar maka peluang kehilangan hak pilih semakin besar karena kurangnya
jumlah surat suara yang tersedia di TPS. Sebelum munculnya permasalahan tersebut,
tugas utama Bawaslu pada tahapan ini adalah mencegah terjadinya permasalahan yang
mengakibatkan pelanggaran. Pencegahan dapat dilakukan dengan mengawasi
pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya. Seyogyanya
pengawasan tidak saja dilakukan oleh penyelenggara pemilihan yang berwenang yaitu
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melainkan juga oleh masyarakat yang peduli pada
terciptanya data pemilih yang akurat, mutakhir dan berkualitas. Jadi perlu ada koordinasi
dan kerjasama yang baik antara Bawaslu dan jajarannya Bersama KPU dan jajarannya
dengan melibatkan masyarakat pemilih dan pemantau pemilu untuk mengawal data
pemilih yang akurat.

Pemutakhiran data pemilih dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk
pemeliharaan data pemilih sehingga dapat mempermudah proses pemutakhiran data dan
penyusunan data pemilih pada pemilihan umum atau pemilu berikutnya. Pemutakhiran
data dilakukan untuk mengkinikan data pemilih agar memenuhi aspek yang lengkap,

akurat, dan terkini. Kegiatan pemutakhiran data pemilih terus dilakukan setiap bulan
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dengan memperhatikan penduduk yang pindah, pemilih pemula, pemilih meninggal dan
perubahan elemen data pemilih.

Pengawasan pemutakhiran data pemilih harus memperhatikan prinsip akurat
(tidak ada kesalahan entri data), up-to-date (berdasarkan informasi terkini dan
berkelanjutan), komprehensif (memuat pemilih yang memenuhi syarat dan menghapus
pemilih yang tidak memenuhi syarat), transparansi (dalam mengirim dan menerima data
pemilih). Hal ini dapat dengan mudah diwujudkan jika diperbarui secara berkala setiap
waktu tertentu melalui koordinasi dengan pihak terkait.” Selain itu dalam melakukan
pengawasan sebaiknya Bawaslu fokus dalam menjalankan tugasnya yaitu harus
memperhatikan prosedur, ketepatan waktu, kelengkapan dan keabsahan dokumen yang
dipersyaratkan dan dilakukan secara transparan.

Bawaslu dalam melakukan pengawasan dapat menerapkan berbagai metode.
Pengawasan Aktif dilakukan dengan mendapatkan temuan dari hasil pengawasan dan
kemudian ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Pengawasan Pasif dapat dilakukan dengan
menerima laporan dari masyarakat untuk segera diproses. Pengawasan Preventif
dilakukan dengan memberikan informasi dan melakukan sosialisasi untuk mencegah
terjadinya pelanggaran. Pengawasan Represif dilakukan dengan segera melakukan
penanganan dan tindaklanjut dari hasi pengawasan tersebut.

Apabila upaya pencegahan telah dilakukan seoptimal mungkin dan ternyata tetap
terjadi pelanggaran maka Bawaslu sesuai dengan tugas dan kewenangannya harus
menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih, paling
tidak terdapat beberapa potensi pelanggaran, di antaranya, 1) Panitia Pemungutan Suara
(PPS) melalui Panitia Pendaftaran Pemilih tidak melakukan pencocokan dan penelitian
(coklit) data pemilih; 2) Potensi pemalsuan keterangan dalam daftar pemilih; 3) Potensi
KPU di tingkat kabupaten atau kota tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap (DPT)
kepada peserta Pemilu; 4) KPU tidak menindaklanjuti temuan jajaran Bawaslu terkait

dengan pemutakhiran data pemilih.!°

° Hamzar, https://berau.bawaslu.go.id/berita/pengawasan-pemutakhiran-data-pemilih-berkelanjutan-
menjadi-senter-dari-suksesnya-pemilu-dan-pemilihan-serentak-tahun-2024.

10 Vitorio Mantalean, https://nasional.kompas.com/read/2022/07/13/19231111/jelang-pemutakhiran-
data-pemilih-bawaslu-ungkap-sejumlah-potensi-pelanggaran
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Selain mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu juga bertugas

melakukan penindakan pelanggaran Pemilu dan penindakan sengketa proses Pemilu.

Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu, menurut Pasal 94 UU Pemilu

Bawaslu bertugas:

menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;
menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;

menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode
etik Penyelenggara Pemilu, dan atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan

memutus pelanggaran administrasi Pemilu.

Beberapa pasal yang mengatur tentang Pelanggaran tindak pidana pemilu pada tahap

pemutakhiran data pemilih antara lain:

1.

Pasal 488 ditujukan pada setiap orang yang dengan sengaja memberikan
keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang
suatu hal yang diperlukan untuk pengisian dafar Pemilih.

Pasal 489 ditujukan pada setiap anggota PPS atau PPLN yang dengan sengaja
tidak mengumumkan dan/atau memperbaiki daftar pemilih sementara setelah
mendapat masukan dari masyarakat dan/atau Peserta Pemilu.

Pasal 512 ditujukan pada setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU
Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan
Bawaslu, Bawaslu Frovinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan/ atau Panwaslu LN dalam melakukan
pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih
sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan,
penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar
pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga
Negara Indonesia yang memiliki hak pilih.

Pasal 153 ditujukan pada setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak

memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu.
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Dari pasal-pasal tersebut terlihat bahwa sanksi pidana akan dikenakan tidak saja pada

anggota KPU dan jajarannya terkait dengan melalaikan tugasnya juga kepada setiap orang

yang memberikan keterangan tidak benar terkait pengisian daftar pemilih.

Bila terjadi pelanggaran dalam tahap pemutakhiran data pemilih maka terdapat

beberapa poin penting yang harus dipahami Bawaslu dan jajarannya dalam menyiapkan

pelaporan, yaitu sebagai berikut.

I.

Bagaimana ketentuan dalam peraturan terkait dengan laporan tersebut. Kaji

apakah perbuatan tersebut merupakan pelanggaran?

. Pahami substansi pelanggaran yang dilaporkan si Pelapor. Apakah pelanggaran

tersebut termasuk pelanggaran tindak pidana, pelanggaran administrasi, atau

pelanggaran kode etik, atau mencakup semuanya?

. Perlu diketahui kejelasan siapa yang melaporkan dan siapa yang dilaporkan, harus

jelas data para pihak?

Perbuatan apa yang dilakukan oleh terlapor?

Periksa bukti-bukti yang tersedia dan keabsahannya dari perbuatan tersebut.
Apakah bukti-bukti tersebut sudah cukup untuk menyimpulkan bahwa terlapor
telah melakukan pelanggaran?

Kalau belum, tentukan bukti-bukti dan keterangan apa saja yang masih

diperlukan.

. Upayakan untuk menemukan bukti-bukti yang masih kurang tersebut.

Dalam menangani laporan penanganan pelanggaran, seharusnya Bawaslu melibatkan

sekretariat dalam kesiapan administrasinya. Hal-hal penting yang harus dilakukan

sekretariat dalam membantu penanganan pelanggaran pemutakhiran data pemilih antara

lain adalah sebagai berikut:

1.

harus memahami peraturan pemilu khususnya penanganan pelanggaran pemilu
dan pemutakhiran data pemilih;

harus melaksanakan tertib administrasi dalam surat menyurat dan arsip dokumen
berkas penanganan pelanggaran yaitu mengacu pada form-form penanganan
pelanggaran;

membuat dan melaporkan secara rutin rekap laporan penanganan pelanggaran;
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4. harus menjaga independensi ketika membantu menangani laporan pelanggaran,

antara lain tidak membocorkan informasi dan arsip dokumen.

Untuk menangani penanganan tindak pidana pemilu, UU Pemilu mengatur adanya

Sentra Gakumdu. Pasal 486 menjelaskan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan

pola penanganan tindak pidana Pemilu maka Bawaslu, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu yang

melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Seharusnya tiga

instansi ini berkoordinasi melakukan penanganan tindak pidana pemilu, mulai dari

laporan hingga Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas internal dan

eksternal, sesuai dengan asas Kesatuan Sistem Penegakkan Hukum Pidana Pemilu.

Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan tindak pidana pemilu, antara

lain sebagai berikut.

1.

Batasan waktu penanganan pelanggaran dalam UU Pemilu sangat sempit. Sering
laporan pelanggaran pemutakhiran data pemilih dilaporkan setelah tahapan
tersebut sudah selesai, bahkan sudah tahapan penetapan hasil pemilu, sehingga

laporan tersebut tidak dapat ditinjaklanjuti lagi karena sudah kadaluarsa.

Peraturan perundang-undangan yang tidak jelas. Terkait pemutakhiran data
pemilih dikelola oleh beberapa lembaga yaitu KPU dan Kementerian dalam
negeri. Masing-masing lembaga mengeluarkan peraturan yang terkadang

membingungkan warga dan pengawas pemilu.

Perbedaan penafsiran antara tiga lembaga di Sentra Gakkumdu dalam memahami
regulasi, penentuan bukti permulaan yang cukup; pengumpulan barang bukti dan
alat bukti. Pasal-pasal tindak pidana pemilu terkait pemutakhiran data pemilih,
harus dipenuhi unsur-unsurnya terlebih dahulu dan data-data terkait pemutakhiran
data merupakan data yang terus berubah, sehingga tiga lembaga sering berbeda

persepsi ketika memahaminya.
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4. Kesiapan, kemampuan, dan kemauan penegak hukum dalam menangani

pelanggaran pidana Pemilu. Hal ini terlihat kurang koordinasi antara Pengawas

Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan belum efektif.

. Bawaslu kesulitan dalam meminta keterangan/klarifikasi kepada para pihak

(Pelapor, Terlapor, saksi dan pihak lainnya) serta dalam mendapatkan
dokumen/bukti pendukung yang dibutuhkan dalam proses kajian hukum. Bawaslu

dibebani dalam memenuhi unsur-unsur tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut, terdapat beberapa solusi, antara lain sebagai berikut:

1.

Sebaiknya lebih dioptimalkan koordinasi antara Pengawas Pemilu, Kepolisian
dan Kejaksaan dalam pedoman yang lebih jelas hingga ke jejang terbawah agar
tidak terdapat perbedaan persepsi dalam memahami pasal-pasal terkait

pelanggaran pemutakhiran data pemilih.

Bila secara formal (surat resmi) terlapor tidak datang juga, maka Bawaslu dapat
melakukan panggilan informal dengan tetap menjaga integritas atau melibatkan
pihak kepolisian untuk memanggil terlapor yang tidak mau hadir atau

menghilang.

Bawaslu perlu berkonsultasi kepada jajaran Bawaslu di atasnya terkait tindakan-
tindakan yang akan dilakukan dalam proses Penanganan Pelanggaran
pemutakhiran data pemilih. Terlebih lagi bila KPU di wilayah mereka sulit
memberikan data yang akurat atau terdapat kasus yang lebih kompleks sehingga

membutuhkan bantuan dari jajaran di atas.

Bawaslu harus bekerja cepat, tepat dan berbagi tugas sesuai dengan tupoksi dan
bantuan tingkat jajaran kab/kota dan atau kecamatan. Mengingat pemilu tahun
2024 dilakukan serentak, maka kemungkinan terjadi penumpukan penangan
pelanggaran dapat terjadi, dengan terbatasnya waktu maka Bawaslu dapat
mengoptimalkan seluruh jajarannya agar dapat menyelesaikan penanganan

pelanggaran sesuai dengan prosedur yang ditentukan.

Bawaslu harus menyampaikan kepada pelapor dan media tentang hasil dari
kajiannya. Segala upaya yang telah dilakukan Bawaslu dalam menindaklanjuti

laporan pelanggaran, scharusnya diinformasikan hasil tindaklanjutnya.
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Mengingat seringkali terjadi Pengawas Pemilu dilaporkan ke Dewan Kehormatan
Penyelenggara Pemilu karena dianggap tidak menindaklanjuti laporan padahal
proses tersebut sudah dilakukan, namun dalam gelar perkara di sentra gakkumdu
laporan tersebut tidak dapat ditinjaklanjuti karena dianggap tidak memenuhi unsur
atau syarat materil maupun formil. Perkara ini dapat terus berlanjut saat penetapan
hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, saat para peserta pemilu merasa tidak puas
dan mengajukan gugatan dan menganggap laporan tentang pemutakhiran data

pemilih tidak diproses oleh Bawaslu.

Bawaslu harus menjaga integritas di tingkatan Komisioner dan Sekretariat
Bawaslu. Prinsip ini harus dipegang teguh bersama mengingat Bawaslu sebagai
lembaga yang mengawasi tahapan pemilu agar berjalan secara demokratis dan

sebagai lembaga penegak hukum pemilu.

Untuk mengotimalisasikan Sentra Gakkumdu terdapat beberapa upaya yang dapat

dilakukan, yaitu sebagai berikut.

1.

Batasan waktu penanganan pelanggaran/temuan yang ditetapkan UU Pemilu
mengharuskan lembaga Pengawas Pemilu, Polri, dan Kejaksaan, untuk duduk
secara koordinatif, simultan, sinergi, dalam forum Sentra Penegakan Hukum

Terpadu (Sentra Gakkumdu).

Efektivitas Sentra Gakkumdu ditentukan dari komitmen, kualitas dan
produktivitas operasionalisasi Sentra Gakkumdu dijalankan. Prinsip efektivitas

Sentra Gakkumdu: Cepat, Tepat, dan Produktif.

Adanya kesepahaman dalam menentukan/mengkualifikasi terpenuhinya unsur-

unsur rumusan pasal dikaitkan dengan suatu peristiwa dugaan pelanggaran.

Adanya terobosan hukum antara Bawaslu-Kepolisian-Kejaksaan dalam rangka

mencari solusi adanya kelemahan pengaturan hukum Pemilu.

Gunakan prinsip dari operasional Sentra Gakkumdu: begitu ada kasus yang
masuk, langsung digelar di antara ketiga pihak, dan langsung pula ditentukan

langkah berikutnya: diteruskan atau dihentikan.
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D. Penutup dan Saran

Salah satu permasalahan utama yang seringkali muncul dalam setiap penyelenggaraan
pemilu adalah tahap pemutakhiran data pemilih. Dalam tahap ini masih terkendala
akurasi, komprehensifitas, dan kemutakhiran data. Bawaslu sebagai Lembaga yang
ditugaskan mengawasi pelaksanaan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu termasuk
tahap pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar
pemilih tetap. Oleh karena itu Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya pada pengawasan
pemutakhiran data pemilih harus memperhatikan prinsip akurat, wup-to-date,
komprehensif, transparansi. Hasil perbaikan dari hasil pengawasan ini harus diperbarui
secara berkala setiap waktu tertentu melalui koordinasi dengan pihak terkait.

Apabila upaya pencegahan telah dilakukan seoptimal mungkin dan ternyata tetap
terjadi pelanggaran maka Bawaslu sesuai dengan tugas dan kewenangannya harus
menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih, terdapat
beberapa potensi pelanggaran yang harus dicermati. Bawaslu dan jajarannya dalam
menyiapkan pelaporan harus memperhatikan peraturan terkait, substansi pelanggaran,
pelapor dan terlapor, perbuatan dan bukti-bukti laporan. Dalam menangani laporan
penanganan pelanggaran, seharusnya Bawaslu melibatkan sekretariat dalam kesiapan
administrasinya. Solusi permasalahan penanganan pelanggaran pemutakhiran data
pemilih dapat diatasi antara lain dengan mengoptimalkan Sentra Gakkumdu. Bawaslu
bekerja cepat, tepat dan berbagi tugas sesuai tupoksi dan menyampaikan hasil kajiannya
sesuai prosedur. Untuk mengotimalisasikan Sentra Gakkumdu terdapat beberapa upaya
yang dapat dilakukan, antara lain Pengawas Pemilu, Polri, dan Kejaksaan harus duduk
secara koordinatif, simultan, sinergi dalam gelar perkara. Perlu adanya kesepahaman
dalam menentukan/mengkualifikasi terpenuhinya unsur-unsur rumusan pasal dikaitkan
dengan suatu peristiwa dugaan pelanggaran dan terobosan hukum antara Bawaslu-
Kepolisian-Kejaksaan dalam rangka mencari solusi adanya kelemahan pengaturan

pemutakhiran data pemilih.
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Perbaikan Sistem Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilu Serentak
Tahun 2024

Ilham Yamin Ismail’, Muhammad Ruslan Ramli, Meisanti2
Universitas Esa Unggul
2Universitas Muhammadiyah Jakarta

Abstrak

Pemutakhiran daftar pemilih pada setiap penyelenggaraan pemilu merupakan salah
satu instrument penting bagi terselenggaranya pemilu yang demokrastis
sebagaimana diatur dalam Konstitusi Indonesia. Daftar Pemilih digunakan sebagai
alat untuk memastikan setiap warga negara yang sudah memiliki hak pilih dapat
tercatat secara baik dan bisa memberikan hak suaranya pada saat hari pencoblosan
pemilu. Untuk memenuhi hak konstitusional warga negara dalam penyelenggaraan
Pemilu Serentak Tahun 2024 dibutuhkan perbaikan system dalam pemutakhiran data
pemilih karena hal ini masih menjadi problem klasik dalam setiap penyelenggaraan
pemilu, dimana masih ada warga negara yang tidak tercata sebagai pemilih serta
masih ada daftar pemilih yang masih terdata ganda. Perbaikan system pemutakhiran
daftar pemilih harus melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan mulai dari
pemerintah, penyelenggara pemilu hingga masyarakat yang harus terlibat aktif
memberikan informasi berkaitan dengan data pemilih yang diketahui.

Kata Kunci: Hak Konstitusional, Warga Negara, Daftar Pemilih, Pemilu 2024

A. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

Munculnya persoalan terkait daftar pemilih sering dijadikan sebagai basis
argumentasi oleh penggugat terkait sengketa pemilu atau pemilihan di Mahkamah
Konstitusi.! Salah satu obyek yang diperkarakan paslon tersebut adalah soal daftar
pemilih. Menurut mereka, terdapat penambahan daftar pemilih tetap dan surat
keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik yang diduga asli atau palsu.
Bayangkan bagaimana kualitas pemilu kita jika setelah pemilu dilangsungkan,
ternyata didapati ada masalah pada akurasi data pemilih.

" Neni Nur Hayati, Pendataan Pemilih Pilkada dan Segala Permasalahannya,
https://nasional.kompas.com/read/2018/01/30/17432821/pendataan-pemilih-pilkada-dan-
segala-permasalahannya?page=all.
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Sementara Bawaslu merilis terdapat setidaknya 1,3 juta pemilih ganda di daftar
pemilih pada Pemilu 2019.6

2. Permasalahan Penelitian
Permasalahan penelitian yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah sebagai
berikut :
a. Apa saja permasalahan Pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT)?
c. Bagaimana perbaikan sistem pemutakhiran data pemilih pada pemilu 20247

3. Metode penelitian

Jenis penelitian ini merupakan riset deskriptif analitis. Sebagai sebuah kajian
deskriptif analisis, peneliti melakukan analisis terhadap suatu fakta empirik yang
berhubungan dengan obyek penelitian. Peran peneliti sebagai penafsir realitas sangat
menentukan arah penelitian.

Oleh karena itu, kajian penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang
menggunakan studi literatur yang relevan dengan obyek kajian. Dalam kajian
kualitatif, yang menjadi titik tekan bukan analisis statistic berbasis numerik, melainkan
interpretasi teks untuk memberi makna atas suatu fenomena. Penulis melakukan
review dan menganalisis secara kritis atas berbagai sumber literatur yang terpilih.
Sumber literatur yang menjadi rujukan adalah buku, jurnal ilmiah, laporan media
massa, dan hasil pengawasan Bawaslu.

4. PERSPEKTIF TEORI
4.1. KONTESTASI DAN PARTISIPASI

4.1.1. Kontestasi

Meminjam pendapat Robert Dahl dimana demokrasi menekankan aspek
Kompetisi, Partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Kompetisi, dalam bahasa lain
disebut juga dengan kontestasi yang mensyaratkan adanya kontestan dalam merebut
kekuasaan negara. Kompetisi merupakan suatu kondisi yang harus terjadi. Kompetisi
sehat antar banyak kontestan dalam merebut dukungan warga untuk memeroleh
kedudukan kekuasaan disebut dengan kontestasi. Kontestasi yang benar adalah
adanya kompetisi dalam ruang dan regulasi yang terukur dan menjamin adanya
kebebasan (free) dan adil (fair). Kontestan yang terpilih akan dititipkan amanah untuk
mengurus kepentingan publik.

Dalam rezim demokrasi, norma dasar, pengorganisasian prinsip, dan standar
operasional prosedur yang digariskan oleh Anjte Wiener termanifestasi dalam system
pemilu yang berjalan secara periodik dan teratur. Kiki Syahnakri’, menyatakan bahwa
Pemilu pada hakikatnya merupakan ajang kompetisi untuk menentukan kekuasaan

6 https://tirto.id/bawaslu-prediksi-ada-13-juta-data-ganda-di-dpt-pemilu-2019-cW9G
7 Kiki Syahnakri, “Sistem Kenegaraan dan Konflik Politik” (Opini Kompas, 10 Desember 2022)
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dalam sistem demokrasi. Dengan demikian terdapat aturan main di dalamnya. Hal ini
dilaksanakan dengan rangkaian tahapan pelaksanaan teknis yang berkaitan satu
sama lain.

Kontestasi dalam politik elektoral adalah sebuah proses pergantian kekuasaan
yang dilaksanakan dengan melakukan pemungutan suara. Ini dilakukan dengan
adanya suara yang dihasilkan dari pemilih/warga negara. Sebelum sampai pada
proses tersebut warga harus terdaftar sebagai pemilih. Sehingga korelasi antara
kontestasi elektoral dengan hak pemilih adalah bagaimana seorang pemimpin yang
terpilih mampu mewujudkan keinginan rakyat. Sebagaimana termaktub dalam alinea
Il Pembukaan UUD 19458 yang menyebut bahwa negara yang hendak diwujudkan
adalah “Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur” dengan suatu
pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah Indonesia yang berdaulat tersebut memiliki
tugas untuk menunaikan tujuan mulia didirikannya Republik Indonesia yang termaktub
dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 yakni “membentuk suatu Pemerintahan
Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial’.

Seseorang yang telah dipilih oleh rakyat dalam suatu sistem pemilu yang
demokratis, seyogyanya akan melakukan tugas responsiveness kepada rakyat.
Seorang pemimpin terplih harus mempunyai apa yang disebut oleh Yudi Latif sebagai,
‘Ideologi kerja’ (working ideology) berupa seperangkat prinsip dasar sebagai haluan
kebijakan®. Haluan kebijakan yang merupakan manifestasi dari ideologi kerja seorang
pemimpin, akan terwujud jika dia dipilih, dan memiliki legitimasi yang kuat. Di situlah
pentingnya peran partisipasi warga atau pemilih dalam proses kontestasi.

4.1.2. Partisipasi Politik Warga

Beberapa ilmuwan politik telah mengetengahkan tentang teori-teori yang
berkembang tentang partisipasi politik warga. Misalnya, Verba dan Nie (1974)
menyatakan bahwa “partisipasi politik” adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh
individu-individu warga negara untuk mempengaruhi pilihan orang-orang untuk posisi-
posisi pemerintahan dan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan mereka
sebagai pejabat pemerintah”.

Menurut Brady (1999), partisipasi politik pemilih mencakup empat konsep dasar
yaitu adanya aktivitas atau aksi, dilakukan oleh warga negara biasa, tentang politik,
dan pengaruh. Dengan demikian partisipasi politik pemilih adalah tindakan suka rela,
yang berarti bahwa para pelakunya tidak dipaksa untuk melakukannya
(Verba,Scholazman, dan Brady, 1995:38-39)

Menurut Schumpeter (1954), salah seorang ilmuwan ilmu politik terkemuka,
mengatakan bahwa keikursertaan warga negara dalam pemilu yang demokratis

8 Undang Undang Dasar 1945, http://www.dpr.go.id/jdih/uu1945
9 Yudi Latif, “Presiden Pemimpin” (Analisis Politik Kompas, 10 Desember 2022)
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merupakan elemen dasar dari sebuah sistem demokrasi. Salah satu sifat dasar dari
demokrasi adalah kompetisi secara bebas di antara elit untuk memeroleh dukungan
warga negara dalam rangka menduduki jabatan publik seperti presiden dan anggota
dewan perwakilan rakyat (DPR).

Dukungan warga negara di sini bermakna kehadiran warga dalam bilik suara
untuk memberikan hak pilihnya. Artinya tanpa kehadiran warga dalam bilik suara
secara signifikan tentu akan mengganggu jantung demokrasi itu sendiri sebagaimana
kata Schlozman, dan Brady (1995:1) bahwa “partisipasi warga negara adalah jantung
demokrasi”. Meminjam pendapat ini, dapat kita pahami bahwa esensi dari sebuah
pembangunan demokrasi di suatu negara, sejatinya terletak pada aspek partisipasi
warga negaranya. Singkatnya, kualitas demokrasi dan kualitas pemimpin suatu
negara bangsa, termasuk Indonesia terletak pada sejauh mana kehadiran pemilih di
TPS.

Salah satu tafsir yang dapat dibentangkan di sini soal kemampuan adalah
adanya jaminan negara bahwa mereka diakui dalam suatu rezim pemilu yang
demokratis untuk mengaktualisasikan pikiran, dan pilihannya. Pengakuan negara
terhadap warga salah satunya adalah adanya pengakuan hak warga untuk memilih
dimana mereka telah terdaftar dalam daftar pemilih dalam suatu periode pemilu.
Sedangkan tafsir kedua adalah soal jaminan kebebasan yang diberikan negara dalam
memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pemilu.

Pendapat senada lain disampaikan oleh Conway, bahwa, “partisipasi politik
pemilih dipercaya sebagai alat untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang
diharapkan” (Conway, 2000:3). Dari Conway kita dapat memahami bahwa unsur
partisipasi warga berhubungan dengan dorongan untuk membuat kebijakan politik di
lembaga dewan perwakilan rakyat atau presiden. Terpilihnya seseorang dalam suatu
proses pemilu, didahului dengan adanya janji kampanye atau program kampanye
yang disampaikan kepada warga. ltulah yang membuat daya tarik bagi warga untuk
memberikan hak suaranya hingga bermuara kepada kebijakan-kebijakan.

DI sini, pijakan paling fundamental adalah adanya pemberian suara kepada
seseorang yang kemudian disebut sebagai wakil rakyat, (people representatif). Untuk
konteks Indonesia, mereka yang diberi hak suara dan memeroleh dukungan
signifikan, berhak pula untuk menduduki jabatan di lembaga perwakilan rakyat, yang
disebut dewan perwakilan rakyat. Di Amerika Serikat, lembaga ini disebut dengan
House of Representative.’® Kata ‘perwakilan’ atau ‘representative’ merupakan
penjelmaan dari dukungan suara yang diberikan oleh warga negara di bilik suara yang
sebelumnya terdaftar di Daftar Pemilih Tetap oleh lembaga pemilihan umum
(baca:Komisi Pemilihan Umum).

Mengikuti Kaase dan Marsh, faktor kontrol berkaitan dengan adanya semacam
kontrol (check and balance) dari warga terhadap kepemimpinan yang telah ada
mengingat kontrol dekat dengan makna kepercayaan. Warga ingin menunjukkan
kepada penguasa bahwa suara mereka bisa menjadi alat kontrol terhadap kebijakan
mereka. Bergantinya pemimpin politik atau partai politik dalam panggung kekuasaan

10 https://www.house.gov/representatives
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karena warga negara memberikan kontrol politik yang diberikan pada periode berkala
pemilu. Kontrol juga dimaknai sebagai upaya koreksi terhadap kebijakan yang
diputuskan oleh perwakilan rakyat. Apakah kebijakan pejabat publik sesuai atau tidak
dengan kehendak rakyat. Jika ada yang dirasa tidak sesuai, maka warga memiliki hak
untuk melakukan kontrol.

Faktor ini memberikan makna bagi kita bahwa partisipasi warga berhubungan
dengan adanya fleksibilitas atau kelenturan dalam menentukan pilihan politik.
Seorang warga bebas menentukan siapa yang akan dipilihnya dalam iklim demokrasi.
Dan karena adanya fleksibilitas ini, dukunga rakyat kepada politisi senantiasa
berubah, naik turun sesuai dengan performa kepemimpinan politisi tersebut dalam
mengemban amanah rakyat.

Faktor berikutnya, adalah legitimasi. Partisipasi politik warga dalam ruang
demokrasi yang kita anut memiliki makna sebagai legitimasi. Legitimasi itu dalam studi
politik berhubungan dengan keabsahan kepemimpinan yang terpilih secara politik.
Semakin tinggi partisipasi warga maka makin tinggi pula legitimasinya. Makin tinggi
legitimasi politiknya, maka makin tinggi kualitas demokrasi yang terjadi. Salah satu
analisis yang tajam dan reflektif soal adanya krisis legitimasi adalah paparan Jurgen
habermas.!

Kerangka Habermas tesebut, dipakai oleh Leo Agustino dalam melihat
pemerintah lokal di Indonesia. Dalam pengamatan Leo Agustino,'? banyak fakta
dalam perkembangan demokrasi lokal di Indonesia mengalami kemunduran
demokrasi yang disebabkan oleh adanya krisis legitimasi pemerintah lokal. Leo
Agustino meminjam uraian Habermas bahwa faktor yang menyebabkan krisis
legitimasi adalah ketika negara semakin terbelenggu oleh adanya dikotomi
pandangan mengenai sektor publik dan sektor privat; di mana kemudian sektor privat
semakin menentukan proses akumulasi modal dan menghilangkan kuasa
pemerintahan. Di arah lokal, menurut Leo Agustino, sektor privat menunjukkan
dominasinya pada ranah publik yang diwakili oleh pemerintah daerah. Jika realitas
lokal adalah refleksi wajah nasional, maka tidak menutup kemungkinan pemerintah
Indonesia bisa mengalami apa yang habermas sebut sebagai krisis legitimasi.

4.2. Hak Pilih dalam Perspektif HAM

Sebagai sebuah negara demokrasi yang menganut rechstaat yakni negara
kepercayaan timbal balik, terdapat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia yang bertumpu atas dasar prinsip kebebasan dan persamaan’3. Maka
aktualisasi terhadap hak-hak warga negara (citizen’s right) adalah suatu bentuk
penghormatan HAM yang mutlak diberikan oleh negara. Hak Politik sebagaimana

" Jurgen Habermas, Krisis Legitimasi,(Terj). Yogyakarta:Qalam, 2004

2 L eo Agustino, Krisis Legitimasi Pemerintah Lokal, Media Indonesia, 26 Juli 2005. Dapat dilihat di :
http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file ?file=digital/blob/F20307/Krisis%20Legitimasi%20Pemer
intah-MI.htm

13 Philipus M.Hadjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina lImu, 1987), hal
74.
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dimaknai dalam kajian ini adalah Hak untuk memilih dan dipilih termaktub jelas dalam
UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 J.

Spirit pengakuan kedaulatan rakyat di depan hukum itu kemudian ditegaskan
pada UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.* UU HAM mengatur
mengenai hak memilih dan dipilih sebagaimana tercantum dalam Pasal 43 yang
berbunyi, “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan
umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan”

Pentingnya aspek hak pilih warga dalam suatu negara, aspek hak pilih tersebut
juga diakui dalam norma hukum internasional. Lembaga internasional yang fokus
pada isu pemilu, International Institute for Democracy and Electoral Assistance
(International IDEA), menerangkan tentang standar internasional tentang suatu
pemilu disebut sebagai demokratis atau tidak. Satu di antara standar internasional
dimana sebuah pemilu disebut demokratis adalah adanya kerangka hukum atau
aturan yang mengatur hak untuk memilih dan dipilih. Kerangka hukum tersebut harus
menjamin warga negara yang memenuhi syarat dijamin untuk bisa ikut dalam
pemilihan tanpa diskriminasi. Menguatkan aspek hak untuk memilih dan dipilih, suatu
pemilu disebut demokratis jika terdapat kerangka hukum yang mengatur dan
menerapkan tahapan proses pendaftaran pemilih dan daftar pemilih. Kerangka hukum
yang dimaksud harus mewajibkan adanya penyimpanan daftar pemilih secara
transparan, akurat, dan melindungi hak warga negara yang memenuhi syarat untuk
mendaftar, dan mencegah pendaftaran orang secara tidak sah atau curang.'®

Ketentuan tersebut menegaskan negara wajib memenuhi segala bentuk hak
asasi setiap warga negara. Khususnya yang berkaitan dengan hak pilih pada rezim
pemilu di Indonesia yakni pemilihan gubernur bupati dan walikota, pemilihan legislatif
dan pemilihan presiden. Sebagai konsekuensi atas hal tersebut, apabila muncul
hilangnya hak pilih, hal ini merupakan pengingkaran yang berakibat fatal dan
inkonstitusional. Sistem pemerintahan yang ditentukan oleh suara rakyat (demos)
yang berdaulat (kratos), yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Dengan demikian slogan one man, one vote menjadi sebuah komitmen pentingnya
pengakuan atas hak politik yang diejawantahkan dalam hak untuk memilih atau hak
pilih.

Aspek partisipasi menjadi penting, dikarenakan rakyat adalah pemilik kedaulatan
tertinggi, sehingga pemimpin atau wakil rakyat yang terpilih hendaknya mampu
mengemban amanah dengan baik. Tantangan dari pemilu ke pemilu di Indonesia yaitu
menghadirkan partisipasi public dalam kondisi yang optimal. Idealnya partisipasi
warga tidak hanya hadir dan memberikan suara, namun bagaimana pemilih juga
mampu mengontrol jalannya pemerintahan yang dihasilkan oleh pemilu yang
demokratis.

14 https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$HIFVDS. pdf
15 DKPP R, Standar Internasional Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu, dalam Potret Pemilukada
Serentak 2015, hal 34-35
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Tidak mudah mewujudkan cita-cita ideal tersebut. Dibutuhkan langkah strategis
dalam bingkai kemitraa dan sinergi banyak pihak. Yang tidak boleh dilupakan adalah
bahwa keterlibatan warga negara dalam seluruh proses tahapan demokrasi akan
memperkuat legitimasi hasil-hasil dari demokrasi itu sendiri'®. Sehingga sikap
apatisme dalam ukuran yang rendah atau tinggi akan merugikan dan cenderung
menempatkan pemerintah pada wibawa yang rendah. Rendahnya wibawa pemerintah
bisa berakibat pada lahirnya krisis legitimasi seperti yang disinggung oleh Jurgen
Habermas.

Padahal pemerintah adalah perpanjangan tangan rakyat untuk menjalankan
kepemimpinan negara. Di situ, pemerintah negara harus memiliki legitimasi yang kuat.
Apa jadinya jika suatu pemerintah negara mengalami defisit legitimasi. Padahal
urgensi pentingnya negara Indonesia telah hadir dalam sejarah sosial politik Indonesia
yang dipelopori oleh pejuang kemerdekaan dan proklamasi Indonesia. Bertemali
degan substansi hadirnya negara itu, patut disimak kembali gagasan John Lock
tentang negara.' Menurutnya, negara didirikan karena untuk melindungi hak-hak
rakyat, yang bertujuan untuk melindungi hak milik, hidup dan kebebasan baik terhadap
bahaya dari luar ataupun dari dalam. Rakyat mendapatkan hak alamiah namun tidak
semuanya. Hal ini dikarenakan rakyat telah menyerahkan kedaulatan kepada negara,
sehingga ada hak-hak masyarakat yang diatur negara demi kemaslahatan Bersama.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab pembahasan ini, kami akan menjawab rumusan pertanyaan yang telah
kami tulis pada bab pertama. Uraian pembahasan atas permasalahan tersebut kami
sajikan dalam beberapa bagian di bawah ini. Pertama sekali, kami akan menyajikan
aturan atau norma hukum yang mengatur tentang penjaminan hak pilih warga dalam
regulasi pemilu 2024. Setelah menguraikan topik itu, kami akan membentangkan
permasalahan-permasalahan apa saja yang mengemuka dalam tahapan
pemutakhiran data pemilu serta mengapa persoalan daftar pemilih tersebut masih
juga terjadi.

1. Hak Pilih Dalam Pada Penyelenggaraan Pemilu

Beberapa norma tentang hak pilih dan pemilih pada pemilu 2024 diatur dalam
UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Dalam Buku Kesatu Ketentuan Umum Bab |
Pengertian Istilah Pasal | UU Pemilu No. 7 tahun 2017 diterangkan seputar syarat
pemilih yang boleh mengikuti pemilihan umum tahun 2024 sebagai berikut (masing-
masing secara berurutan butir 32,33,34):
- Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar negeri.

6 Nur Hidayat Sardini (Ed.) dkk, “Penyelenggara Pemilu di Dunia” (Jakarta, DKPP : 2017,hal 13)
7 Arief Budiman, “Teori Negara, Negara, Kekuasaan dan Ideologi” (Jakarta, Gramedia : 1996, hal 28)
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- Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan
orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai
wargi negara.

- Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17
(tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pemah kawin.

UU 7 Tahun 2017 Bab V Peyusunan Daftar Pemilih Bagian Kesatu Data
Kependudukan Pasal 201 dijelaskan bahwa : (1) Pemerintah dan pemerintah daerah
menyediakan data kependudukan dalam bentuk: a. data agregat kependudukan per-
kecamatan sebagai bahan bagi KPU dalam menyusun daerah pemilihan, anggota
DPRD kabupaten/kota; b. data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagai bahan
bagi KPU dalam menyusun daftar pemilih sementara; dan c. data Warga Negara
Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagai bahan bagi KPU dalam
penyusunan daerah pemilihan dan daftar pemilih sementara.

Ayat (2) pasal 201 dijelaskan bahwa data kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri
Dalam Negeri kepada KPU paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari
pemungutan suara. Sedangkan ayat (3) menjelaskan bahwa data Warga Negara
Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ harus sudah tersedia dan diserahkan oleh Menteri Luar Negeri kepada KPU
paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Ayat 4 Pasal 201 menjelaskan bahwa data kependudukan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU
dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya data kependudukan dari
Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Pada ayat (5) disebutkan bahwa data
kependudukan yang telah disinkronkan oleh Pemerintah bersama KPU sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) menjadi data penduduk potensial pemilih Pemilu. Dilanjutkan
ayat (6) bahwa data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) harus diserahkan dalam waktu yang bersamaan oleh Pemerintah dan
pemerintah daerah paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan
suara dengan mekanisme: a. Menteri Dalam Negeri menyerahkan kepad KPU; dan b.
Menteri Luar Negeri menyerahkan kepada KPU. Pada ayat (7) diterangkan data
kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan data Warga Negara
Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ dijadikan sebagai data pembanding daftar pemilih tetap Pemilu terakhir. Ayat
(8) menjelaskan Pemerintah memberikan data kependudukan yang dikonsolidasikan
setiap 6 (enam) bulan kepada KPU sebagai bahan tambahan dalam pemutakhiran
data Pemilih.

Bagian Kedua tentang Daftar Pemilih Pasal 202 ayat (1) KPU Kabupaten/Kota
menggunakan data penduduk potensial pemilih Pemilu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 201 ayat (5) untuk disandingkan dengan daftar pemilih tetap Pemilu terakhir
yang dimutakhirkan secara berkelanjutan sebagai bahan penyusunan daftar Pemilih.
Pada ayat (2) disebutkan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat nomor induk kependudukan, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, dan
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alamat Warga Negara Indonesia, yang mempunyai hak memilih. Dan pada ayat (3)
dijeaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan daftar
Pemilih diatur dalam Peraturan KPU.

Untuk menjabarkan perintah UU pemilu kepada KPU, lantas KPU menerbitkan
Peraturan KPU no 11 tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri
dan penyelenggaraan pemilihan umum. Pada PKPU 11 tahun 2018 pasal 4 ayat (2)
poin d dijelaskan bahwa “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi syarat: berdomisili di wilayah administratif pemilih yang dibuktikan dengan
KTP-el” kemudian poin (e) “dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana
yang dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan surat keterangan yang diterbitkan
oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil
setempat”.

UU no. 7 tahun 2017 Bagian Ketiga tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban
Paragraf 1 Pasal 12 butir (f) menerangkan KPU bertugas memutakhirkan data pemilih
berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar
pemilih. Dari aturan ini dapat kita pahami bahwa KPU yang bertugas untuk
melaksanakan tugas pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih. Untuk itu, di UU
pemilu 2017 pada pasal 14 butir (I) telah diterangkan pula kewajiban KPU yaitu
melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan
memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan. Aturan yang menjelaskan tentang tugas dan kewajiban KPU terkait
pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih tersebut akan sukses atau
tidak juga berkaitan dengan data pemilih potensial yang diberikan oleh pemerintah
kepada KPU.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban KPU seperti digambarkan pada
paragraf di atas, KPU diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Terkait tugas
dan kewajiban Bawaslu, telah dinyatakan juga dalam UU pemilu 2017. Tersurat pada
Paragraf 1 tentang Bawaslu Pasal 93 ayat (d) butir (1) bagian ketiga tentang Tugas,
Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu, disebutkan bahwa bawaslu bertugas
mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas
pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar
pemilih tetap. Sedangkan kewajiban Bawaslu disebut dalam Pasal 96 butir (d) dimana
Bawaslu berkewajiban mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data
kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari empat lembaga negara tersebut, pemerintah (Kemendagri dan Kemenlu)
yang memiliki peran awal dan krusial penting dalam tahapan tersebut. Daftar
penduduk potensial yang dijadikan rujukan sebelum menentukan daftar pemilih
merupakan produk dari Kementerian Dalam Negeri khususnya direktorat
kependudukan dan pencatatan sipil, dan Kementerian Luar Negeri bagi pemilih di luar
negeri. Baik buruknya kinerja KPU dan Bawaslu, semua bermula dari hasil data DP4
yang diserahkan oleh Kemendagri dan jajarannya, juga kementerian luar negeri untuk
pemilih di luar negeri.
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Serangkaian kerja pemutakhiran oleh Pantarlih tersebut dilakukan kepada warga
yang tinggal di rumah sesuai domisili. Setelah hal itu dilakukan, Pantarlih akan
menempelkan stiker sebagai tanda bukti bahwa warga tersebut telah dimutakhirkan.
Kemudian setelah melakukan mekanisme tersebut Pantarlih melakukan mekanisme
pleno penetapan hasil Coklit di berbagai tingkatan. Pleno tersebut menjadi ajang untuk
dilakukan “sinkronisasi” terhadap pendataan pemilih. Ini dikarenakan proses tersebut
mencegah potensi tidak terdaftarnya pemilih sebagai pemilih dalam wilayah pemilihan
yang sama (data ganda).'® Disisi lain para pihak yakni Pawas, saksi paslon, dan
pemantau juga dapat menyampaikan laporan atau temuan yang nantinya akan
diperbaiki oleh penyelenggara teknis di setiap jenjangnya. Selanjutnya pasca pleno
akan ditetapkan DPS yang nantinya akan ditempel untuk kemudian dilakukan kembali
pencermatan pasca masukan dari masyarakat dan dilakukan perbaikan pasca
masukan dari masyarakat yang kemudian disebut sebagai Daftar Pemilih Sementara
Hasil Perbaikan (DPSHP) sebelum akhirnya ditetapkan sebagai DPT.

2. Identifikasi Permasalahan Proses Pemutakhiran Pemilih Pemilu 2024

Dalam 19 tahun lebih penyelenggaraan pergantian kekuasaan, Indonesia
tergolong sebagai demokrasi stabil. Tahun 1999, rakyat memberi suara yang
melahirkan wakil rakyat secara lebih demokratis. Lima tahun kemudian rakyat memilih
langsung presiden Republik Indonesia, yakni tahun 2004, 2009 dan tahun 2014."°
Pada tahun 2019, Indonesia akan melaksanakan pemilu serentak pertama dalam
sejarah republic Indonesia berdiri. Keserentakan yang dimaksudkan adalah
keserentakan antara pemilu legislative (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota), dan pemilihan Presiden/Wakil Presiden.

Untuk menyukseskan pemilu serentak 2024, salah satu tahapan yang harus
dituntaskan dengan baik adalah tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan penetapan
daftar pemilih. Dalam proses tahapan tersebut ternyata tidak bebas dari
permasalahan. Banyak pihak yang telah memberikan perhatian tentang
permasalahan di aspek tahapan ini. Perhatian yang juga mencolok diberikan oleh
Partai Politik peserta pemilu dan Badan Pengawas Pemilu.

Yang mencengangkan kita, Bawaslu pada 25 September 2018 merilis Indeks
Kerawanan Pemilu 2019.2° Pada IKP 2019 Bawaslu, salah satu kerawanan tinggi dari
berbagai tahapan pemilu adalah tahapan pemutakhiran data pemilih. Menurut
bawaslu, salah satu faktor pendukung tingginya kerawanan pada tahapan ini adalah
adanya proses perekaman KTP elektronik yang belum selesai hingga Desember
2018. Berdasarkan analisis kerawanan per tahapan Pemilu 2019, pada tahapan

18 Daniel Z, Bernard, dkk, “Membangun Demokrasi melalui Pengawasan Pemilu” Jakarta : Bawaslu
2015, hal 141-143

19 Usman Hamid, “Pemolisian Demokratis dalam Jebakan Demokrasi” (Opini Kompas, 6 september
2018)

20 Bawaslu, Ringkasan Eksekutif Indeks Kerawanan Pemilu 2019, Jakarta: Bawaslu. Hal 12.
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Pemutakhiran Data Pemilih, disimpulkan, terdapat 224 kabupaten/kota (43,6 persen)
termasuk dalam kategori rawan tinggi. Adapun, 290 kabupaten/kota (56,4 persen)
terkategori rawan sedang. Uniknya, tidak ada kabupaten/kota yang masuk dalam
kategori rawan rendah. Hasil riset Bawaslu itu mengabarkan kepada kita bahwa
hampir semua Kabupaten/Kota di Indonesia, pada tahapan pemutakhiran data pemilih
pemiu 2019 mengalami persoalan yang serius.

2.1. Problem Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4)

DP4 merupakan data penduduk yang disiapkan oleh Kementerian Dalam Negeri
untuk diserahkan dan digunakan sebagai basis data oleh KPU dalam menetapkan
Daftar Pemilih Tetap (DPT). Secara teoritik, jika data DP4 dari pemerintah
mencerminkan hasil pekerjaan yang berkualitas, bisa dipertanggungjawabkan, maka
tahapan penetapan daftar pemilih akan jauh lebih baik, dan tentu lebih mudah
finalisasinya. Sebaliknya, jika sejak DP4 saja telah terbentang banyak permasalahan,
maka sampai tahapan akhir penetapan daftar pemilih, akan diwarnai dengan masalah.

Justru yang mencengangkan, salah satu masalah yang sangat akut pada
penyelenggaraan pemilu adalah data DP4 yang dihasilkan pemerintah. Akibatnya hak
pilih warga akan menemui persoalan karena data pemilih dihasilkan KPU berpotensi
tidak akurat. Sedari awal proses ini berlangsung memang dihadapkan pada sistem
yang tidak kompatibel. Masalah bermula dari DP4 yang diserahkan pemerintah
kepada KPU mengalami problem.

Problem nyata kependudukan yang terjadi seperti perubahan alamat, absennya
pelaporan kependudukan tentang kelahiran dan kematian kepada pihak yang
berwajib. Pergerakan warga pemilih yang terdaftar pada DPT 2024 adalah tantangan
besar yang harus diantisipasi jauh hari oleh pemerintah, dan juga KPU. Selain soal
pengakuan hak untuk memilih, atau justru memberikan pengakuan kepada mereka
yang tidak berhak, resiko tidak memadainya data kependudukan akan berdampak
pada penyediaan logistik surat suara.?!

Dalam konteks DP4 Pemilu 2024, Direktur Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, secara
meyakainkan bahwa DPT Pemilu 2024 tidak akan bermasalah apabila KPU
menggunakan DP4 yang disusun kementeriannya.

Namun, atas apa yang disampaikan dua pejabat teras Kemendagri itu seperti
terbantahkan ketika Tjahyo Kumolo sendiri, selaku Mendagri justri pernah tardaftar
sebagai pemilih ganda pada pilkda serentak 2018. Namanya terdaftar sebagai pemilih
di TPS 10 Kelurahan Miatiharjo, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa
Tengah. Padahal Tjahyo Kumolo telah pindah alamat dan ber-KTP DKI Jakarta.
Viryan Azis, komisioner KPU Viryan bahkan meragukan validitas data DP4 pemerintah
valid. Menurut Viryan, data ganda tak terhindarkan dalam DP4 versi pemerintah.??

21 Kompas 29 Agustus 2018
22 |bid.
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Menurut Arfianto Purbolaksono, peneliti The Indonesian Institute, salah satu
sebeb mengapa timbul masalah dalam data DP4 adalah karena proses pendataan
sebagian pemilih masih menggunakan metode pencatatan manual. Dengan cara itu,
potensi kesalahan administrasi amat mungkin terjadi pada saat pencatatan.?®

Dalam konteks DP4 pada pemilu 2019, KPU menemukan 14,1 juta warga yang
usianya berkisar antara 10-20 tahun, dan 0,03 persen di antaranya adalah penduduk
berusia 10 tahun ke bawah yang masuk dalam DP4. Belum lagi dengan warga yang
belum memiliki Kartu Tanda Penduduk KTP elektronik. Dari data pemilih yang
terdaftar dalam DP4, sekitar 44 juta di antaranya masih menggunakan KTP manual.?*
Yang menimbulkan pertanyaan juga adalah adanya selisih jumlah suara sebesar 10
juta pemilih antara DPS dan DP4, dimana data DPS berjumlah 186 juta jiwa,
sementara jumlah DP4 sebesar 196 juta jiwa.?

2.2. Problem Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih)

Salah satu masalah terkait pemutakhiran data pemilih adalah sistem Informasi
Data Pemilih (Sidalih).Pada praktik pelaksanaan pencatatan daftar pemilih ke Sidalih,
ternyata sistemnya juga tidak selamanya sepi dari permasalahan. Di antara masalah
yang timbul adalah daya tahan dari sistem itu sendiri. Ketika ada petugas atau
operator yang melakukan upload data ke Sidalih, ditemukan adanya eror dalam
proses. Bisa dibayangkan ketika sistem error tersebut terjadi di banyak tempat di
waktu yang bersamaan. Akibatnya terjadi ketidakvalidan dan ketidakakuratan data.
Dampaknya, petugas melakukan pencatatan manual melalui laporan excel. Atas
permasalahan yang timbul itu, salah seorang pengamat politik dan pemilu, Toto
Sugiarto mensinyalir bahwa sistem operasionalnya Sidalih dianggap tidak transparan
dan penggunaannya belum teruji keakuratannya?.

Sidalih juga mengharapkan adanya jaringan internet yang memadai di seluruh
Indonesia, tanpa terkecuali. Dalam praktiknya, seperti di Papua, jaringan internet
sangat bermasalah. Dalam rilis yang disampaikan Bawaslu dalam pencematan daftar
pemilih sementara menuju DPTHP, KPU Papua terlambat memberikan data by name
by address kepada Bawaslu Papua sehingga Bawaslu Papua hanya dapat melakukan
pencermatan di 10 dari 29 daerah. Dalam Berita Acara Rekapitulasi Papua, terdapat
penjelasan bahwa Bawaslu dapat menyampaikan kembali saran perbaikan dengan
hasil analisis setelah dilakukannya rekapitulasi DPTHP di tingkat KPU Propinsi.?’

Apa yang terjadi di Papua, bisa terjadi juga di daerah lain. Akibatnya,
penyelenggara pemilu yang berada di daerah pedalaman, atau daerah terluar
Indonesia, dipastikan mengalami permasalahan yang signifikan. Di antara masalah itu

23 Arfianto Purbolaksono, Mengantisipasi Persoalan Daftar Pemilih,
https://www.theindonesianinstitute.com/mengantisipasi-persoalan-daftar-pemilih/

24 |bid.

25 Kemendagri Periksan selisih 10 juta pemilih dengan DPS pemilu 2019,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180624012308-32-308491/kemendagri-periksa-selisih-10-
juta-dp4-dengan-dps-pemilu-2019

26 Toto Sugiarto, “Penghormatan Terhadap Hak Warga Negara” (Opini Kompas, 10 Februari 2018)
27 Rilis bawaslu tentang Hasil Pengawasan Dan Rekomendasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap
Hasil Perbaikan (Dpthp) Pemilihan Umum 2019
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adalah dimungkinkannya unggah data pemilih lebih dari satu kali. Kondisi itu,
membuat potensi pemilih ganda di Sidalih tercipta.

Merespon berbagai laporan tentang Sidalih itu, Bawaslu melakukan rilis dan
rekomendasi kepada KPU untuk diambil langkah-langkah solutif terhadap
kesenjangan proses unggah data itu. Rekomendasi Bawasu itu menemukan
momentumnya tatkala Bawaslu menemukan penggunaan SIDALIH mengalami
hambatan dan kendala dalam penggunannya.

Bawaslu meminta KPU untuk memastikan pemilih terdaftar satu kali sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang Pemilihan Umum. Dalam proses unggah dan
unduh, Bawaslu menemukan kendala terkait jaringan yang lambat sehingga proses
pencermatan bersama tidak tercermin dalam SIDALIH. Hal ini juga menyebabkan
keterlambatan dalam menyampaikan dokumen by name by address ke Bawaslu
setelah penetapan DPTHP di tingkat Propinsi.

2.3. Problem Pemilih Ganda

Pada 6 September 2018, KPU mengumumkan jumlah DPT pemilu 2019. Dalam
DPT tersebut terdapat 187.781.884 pemilih, terdiri dari 185.732.093 pemilih di dalam
negeri dan 2.049.791 luar negeri. Di dalam negeri, jumlah pemilih itu terdiri pemilih
laki-laki sebanyak 92.802.671 dan pemilih perempuan sebanyak 92.929.422.
Sementara pemilih luar negeri, terdiri dari 984.491 pemilih laki-laki dan 1.065.300
pemilih perempuan. Untuk pemilih dalam negeri, KPU menyediakan 805.075 tempat
pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 83.370 kelurahan dan desa di seluruh
Indonesia.?® Data DPT tersebut berubah lagi pada saat pleno rekapitulasi perbaikan
DPT pada 16 september 2018.

Namun, pada proses penetapan DPT tesebut, terdapat berbagai permasalahan
yang mencuat. Koalisi partai pendukung Prabowo-Sandi meminta Penetapan DPT
ditunda karena menurut mereka terdapat 25 Juta pemilih ganda. Terlepas apakah
benar ada angka sebesar itu, temuai pendukung Prabowo-Sandi sempat
menghobohkan media massa. Bahkan salah satu televisi berita nasional, TV One,
mengangkat tema pemilih ganda dalam acara favorit mereka, Indonesia Lawyer Club.

Meski pada akhirnya tidak terbukti terdapat 25 juta kegandaan pemilih, bukan
berarti tidak ada masalah pemilih ganda. Problem ini tetap ada, nhamun jumlahnya
yang berbeda. Salah satu temuan soal pemilih ganda itu dilakukan oleh Bawaslu.
Hasil pengawasan Bawaslu menyebutkan data pemilih ganda yang didapatkan dari
data penetapan DPT 6 September 2018 sejumlah 1 juta pemilih pada 285 kab kota.?®
Satu juta kegandaan pemilih tersebut baru dilakukan pada 285 Kabu/kota. Sehingga

28 Rakhmat Nur Hakim, "DPT Pemilu 2019 dan Temuan Dugaan Data Pemilih
Ganda", hitps://nasional.kompas.com/read/2018/09/06/10383391/dpt-pemilu-2019-dan-
temuan-dugaan-data-pemilih-ganda.

29 Kompas, 13 September 2018
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atas rekomendasi Bawaslu, penetapan DPT 2019 perlu ditunda dan mengalami
perubahan.30

Dalam laporan pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih dan penetapan
daftar pemilih, Bawaslu melakukan analisis kegandaan di seluruh propinsi di
Indonesia. Dengan mendasarkan pada tiga elemen informasi dalam Daftar Pemilih
Tetap (DPT) yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nama dan Tanggal Lahir (TTL),
Bawaslu menyampaikan data kegandaan ke KPU di seluruh provinsi.

Bawaslu menyampaikan hasil analisis kegandaan tersebut bersama dengan
hasil pengawasan terkait pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang masih terdaftar
di DPT dan pemilih Memenuhi Syarat (MS) yang tidak terdaftar di DPT. Hasil
pencermatan bersama tersebut terbukti dengan perubahan di Berita Acara seluruh
Propinsi. Terdapat angka korektif yaitu sebanyak 647,464 pemilih yang dihapus di
DPT dari 1.400.931 kegandaan data yang disampaikan oleh Bawaslu.

C.PENUTUP
KESIMPULAN

Ketentuan dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum, pemilu yang bersih, berkualitas, dan berintergritas akan terwujud jika didukung
oleh penyelenggara pemilu yang memenuhi kualifikasi tersebut. UU Pemilu tahun
2017 menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu terdiri dari tiga lembaga yakni
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan
Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Berkaitan dengan tugas kepemiluan, tiga
lembaga inilah yang bertanggungjawab terhadap berhasil atau tidaknya, berkualitas
atau tidaknya, pelaksanaan semua tahapan pemilu. Sejurus dengan tahapan
penetapan daftar pemilih,maka bersama pemerintah, tiga penyelenggara pemilu
tersebut berkewajiban untuk memberikan pelayanan penetapan daftar pemilih tetap
pemilu 2019 sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing lembaga.

Berdasarkan pembahasan yang sudah disampaikan di atas, terdapat beberapa
kesimpulan terkait tahapan pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih pemilu 2024.
Di antara kesimpulan yang penting dituliskan di sini adalah bahwa terdaftar sebagai
pemilih dalam rezim demokrasi merupakan perlambang tegaknya hak asasi manusia.
Pemilih yang terdaftar akan menggunakan hak pilihnya, dan menentukan arah
kepemimpinan negara. Namun dalam praktiknya, persoalan hak pilih dalam suatu
perhelatan pemilu selalu saja muncul di permukaan.

Permasalahan yang muncul pada tahapan pemutakhiran data pemilih adalah
kualitas DP4 yang diterbitkan oleh pemerintah. DP4 menyisakah banyak persoalan
yang signifikan. Akibat dari rendahnya kualitas DP4, berdampak pada rendahnya
kualitas penetapan daftar pemilih tetap. Ini menjadi catatan dalam pemenuhan hak

30 Hasil Pengawasan Dan Rekomendasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP)
Pemilihan Umum 2019
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konstitusional setiap warga negara untuk memenuhi hak pilihnya sebagaimana
dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.
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Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Penyusunan Daftar Pemilih
Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024
Oleh :
Nadya Kharima, M.Kesos.
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Mohamad Thsan, MH.
Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia

Abstrak

Pemilu yang inklusif bukanlah sebuah keniscayaan, terutama dalam perhelatan akbar
yang akan segera dilaksanakan yaitu Pemilu serentak pada tahun 2014. Berkaca pada
pemilu sebelumnya yang memiliki laporan bahwa data jumlah penyandang disabilitas
sebagai pemilih masih jauh dari data seharusnya dan DPT dianggap sebagai penyebab
utama dari permasalahan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas sebagai
pemilih. Hal ini membuat peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul pemenuhan
hak penyandang disabilitas dalam penyusunan DPT pada pemilu serentak tahun 2024.
Dimana penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan tekhnik
wawancara serta kajian literatur guna menambah informasi yang diharapkan dalam
penelitian ini. Dalam penelitian ini ditemukan adanya hambatan dan strategi pemenuhan
hak penyandang disabilitas dalam penyusunan DPT pada pemilu serentak tahun 2024.
Hambatan tersebut berupa permasalahan validasi data, jenis disabilitas dan kepekaan

sosial. Kemudian untuk Strateginya adalah mitigasi data, pengawasan dan sosialisasi.
Kata Kunci : Disabilitas, DPT, Pemilu.

Pendahuluan

Isu disabilitas dalam kepemiluan memang bukan barang baru lagi, akan tetapi isu
ini masih menjadi bagian penting yang harus menjadi perhatian khusus bagi para
penyelenggara pemilu. Terlebih, perhatian terhadap penyandang disabilitas ini bertepatan
dengan akan dilangsungkannya pemilu serentak di tahun 2024 mendatang. Yang artinya
di tahun 2024 nanti penyelenggara pemilu akan melaksanakan pemilu terbesar sehingga
beban kerjanya pasti akan lebih berat daripada pemilu yang sudah dilaksanakan

sebelumnya.
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Beban kerja yang sangat berat mau tidak mau ditanggung oleh penyelenggara
pemilu jika dibandingkan dengan pemilu ataupun pilkada sebelumnya. Karena dalam
pemilu mendatang yang akan digelar bersama-sama di seluruh daerah itu akan ada
pemilihan 5 (lima) tingkat pemimpin yaitu presiden dan wakilnya, anggota DPR, DPD,
DPRD provinsi serta DPRD kabupaten/kota. Ditambah lagi, pada 9 (sembilan) bulan
kemudian akan diselenggarakan pemilihan gubernur yang akan dilaksanakan di 33
Provinsi dengan minus Daerah Istimewa Yogyakarta serta pemilihan walikota di 514 kota
maupun kabupaten seluruh Indonesia'.

Belum lama ini juga, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menyampaikan?
bahwa dengan adanya momentum waktu yang masih tersisa harus dimanfaatkan sebaik-
baiknya guna meningkatkan kapasitas tekhnis persiapan pemilu guna memperbaiki
kekurangan yang ada, memperbaiki masalah yang harus diselesaikan, mengatasi kendala
yang ada serta kelemahan yang masih ada. Hal ini harus segera kita selesaikan bersama-
sama dengan membangun inovasi agar pemilu semakin berkualitas serta proses dan
hasilnya dapat dukungan yang luas dari masyarakat.

Namun betapapun kerja keras yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu,
kehadiran penyandang disabilitas dalam sistem politik sebagai ‘perspektif disabilitas’
akan mengajarkan kepada bangsa ini bahwa pentingnya sisi kemanusiaan. Karena
kebijakan yang berimbang bagi setiap warga negara yang memiliki latar belakang dan
kondisi yang beragam juga akan diperlukan®. Perubahan cara pandang kita atas
perkembangan isu disabilitas juga harus menjadi fokus utama dalam konteks Hak Asasi
Manusia (HAM), yang mana isu ini mulai berubah dari charity based menjadi social
based. Penyandang disabilitas tidak lagi dilihat sebagai kelompok yang patut dikasihasi
karena setelah disahkannya CRPD penyandang disabilitas harus dijamin serta dipenuhi

haknya sebagai seorang manusia®.

! Fitria Chusna Farisa, “Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Alasan, Urgensi, dan Tantangan,” 2022,
https://nasional.kompas.com/read/2022/06/02/14514481/pemilu-dan-pilkada-serentak-2024-alasan-
urgensi-dan-tantangan.

2 Humas, “Presiden Tekankan Lima Hal Terkait Pemilu Serentak 2024,” Setkab.go.id, t.t.,
https://setkab.go.id/presiden-tekankan-lima-hal-terkait-pemilu-serentak-2024/.

3 AD. Basniwati dan L Guna Nugraha, “HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMILU,” Jurnal Kompilasi Hukum, 2019.

4 Frichy Ndaumanu, “Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh
Pemerintah Daerah,” Jurnal HAM 11, no. 1 (28 April 2020): 131,
https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150.
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Untuk memenuhi hak-hak tiap manusia yang tidak mungkin dicapai melalui
individual namun harus dilakukan secara bersama-sama berdasarkan teori kontrak sosial.
Oleh sebab itu, berdasarkan perjanjian sosial yang diisi oleh tujuan bersama, batas-batas
hak individual dan yang bertanggung jawab guna mencapai tujuan tersebut. Perjanjian
yang diwujudkan dalam rupa konstitusi selaku hukum tertinggi pada suatu negara yang
dikolaborasikan dengan konsisten dalam hukum serta kebijakan negara. Pada Bab VII B
dalam UUD 1945 mengenai Pemilihan Umum dalam proses pemilihan umum rakyat
secara tegas dikatakan sebagai pemilih serta orang yang dapat mengajukan diri untuk
dipilih. Melihat bab tersebut menjelaskan bahwa hak pilih rakyat Indonesia telah
dilindungi oleh konstitusi’.

Selain itu, Indonesia sebagai negara mengakui serta melindungi hak setiap warga
negara menjadi bagian dalam hak memilih dan dipilih, pelaksanaan urusan publik, hak
atas akses terhadap pelayanan publik. Indonesia sebagai salah satu negara yang turur serta
dalam [International on Civil and Political Rights (ICPPR) sudah seharusnya
mengimplementasikan serta patuh terhadap aturan yang tercantum dalam ICCPR karena
sejatinya perjanjian international ini mengikat dan menetapkan kewajiban kepada negara-
negara secara hukum untuk menghormati HAM yang diatur dalam DUHAM, salah satu
pasalnya 21 ayat 3 yang berisi “Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan
pemerintah; kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan berkala ...""°.

Data pemilih penyandang disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih
penyandang disabilitas untuk pemilu 2019 sebanyak 1.247.730 dengan uraian yang terdiri
dari netra 166.364, daksa 83.182, Tunarungu 249.546, grahita 332.728, serta disabilitas
lainnya 415.910.4. Potret jumlah data pemilih penyandang disabilitas yang masuk dalam
pemilu sebelumnya memberikan gambaran bahwasanya penyandang disabilitas
merupakan bagian dari pemilih yang harus diberikan kesempatan untuk mendapatkan

haknya sebagai warga negara Indonesia.

5 Moh Syaiful Rahman dan Rosita Indrayati, “Hak Pilih Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di
Indonesia,” Lentera Hukum 6, no. 1 (28 April 2019): 151, https://doi.org/10.19184/ejlh.v6i1.8182.

% Hilmi Ardani Nasution dan Marwandianto Marwandianto, “Memilih dan Dipilih, Hak Politik
Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta,” Jurnal
HAM 10, no. 2 (27 November 2019): 161, https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178.

7 AD. Basniwati dan L Guna Nugraha, “HAK KONSTITUSIONAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PEMILU.”
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Artinya ada salah satu masalah yang penting yaitu terkait dengan Daftar Pemilih
Tetap atau DPT. International Foundation for Electoral System (IFES) menyatakan masih
terdapat selisih yang jauh berbeda antara perkiraan jumlah penduduk yang merupakan
penyandang disabilitas dengan banyaknya penyandang disabilitas yang pemilih.
Pernyataan ini merupakan aspek yang sangat krusial untuk menyelenggarakan pemilu
terhadap pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada tahun 2024. Karena
terdaftarnya ke dalam daftar pemilih merupakan sutu hal yang sangat krusial apalagi hak
memilih merupakan hak konstitusional warga negara yang didalamnya terdapat
penyandang disabilitas dalam pemilu yang merupakan pelaksana kedaulatan rakyat®.

Dengan melihat berbagai temuan maupun penelitian yang menyatakan bahwa
salah satu isu krusial yang terkait dengan penyandang disabilitas adalah pendataan dalam
DPT di Pemilu serentak 2024. Oleh karena itu penulis merasa perlu melakukan penelitian
terkait dengan judul Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Mengawal Daftar
Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024.

Metodologi
1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian berupa penelitian kualitatif yang lebih
banyak perhatiannya dalam pembentukan subtantif berdasarkan konsep yang timbul
dalam data empiris. Peneliti tidak merasa tahu tentang apa yang tidak diketahuinya,
sehingga desain penelitian yang dikembangkan selalu terbuka terhadap kemungkinan
berbagai perubahan yang diperlukan dan lentur terhadap kondisi yang ada di
lapangan. Penelitian kualitatif dapat pula disebut sebagai rangkaian kegiatan atau
proses menjaring data atau informasi yang bersifat sewajarnya (natural), mengenai
suatu masalah dalam aspek kehidupan tertentu dengan objek tertentu pula’. Sehingga
jenis penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait dengan
pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mengawal DPT pada pemilu serentak

Tahun 2024.

8 Muhammad Nur Ramadhan, “MEMAKNAI URGENSI PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK POLITIK
PENYANDANG DISABILITAS: MENYONGSONG PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024,” Jurnal
Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau 3, no. 2 (30 Desember 2021): 22-37,
https://doi.org/10.55108/jbk.v3i2.255.

9 Mundir, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (Jember: STAIN Jember Press, 2013).
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2. Fokus Penelitian
Fokus dalam penelitian ini adalah :
a. Bagaimana pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyusunan DPT pada
pemilu serentak Tahun 2024.
b. Strategi apa yang harus dilakukan penyelenggara pemilu dalam memenuhi hak
penyandang disabilitas dalam penyusunan DPT pada pemilu serentak Tahun
2024
3. Informan Penelitian
Penelitian kualitatif tidak menimbang angka pada jumlah informan, dimana peneliti
mendapatkan informan berdasarkan keahlian dan pengetahuan yang dimiliki masing-
masing informan terkait dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam
penyusunan Daftar Pemilih Tetap. Hal ini berdasarkan bahwa informan adalah orang
yang dimanfaatkan peneliti untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi
latar penelitian. Jadi dia harus orang yang memiliki banyak informasi tentang latar
penelitian, dan secara suka rela mau menjadi anggota tim peneliti sekalipun secara
informal'®. Informan peneliti adalah Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty selaku;
Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca), Heppy
Sembayang dan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat
(JPPR), Nurlia Dian Paramita.
4. Sumber Informasi
Data atau informasi yang dijaring penelitian kualitatif dapat berbentuk gejala yang
sedang berlangsung, reproduksi ingatan, pendapat yang bersifat teoritis atau praktis
dan lain-lainnya.Data tersebut, baik dalam bentuk kata atau tindakan, sering
digunakan untuk menghasilkan teori baru, yaitu teori yang bersifat subtantif. Karena
itu, penelitian kualitatif lebih bersitaf generating theory, bukan hypothesis-testing
sebagaimana sifat penelitian kuantitatif'!. Selain informan, penulis juga mencari
sumber informasi lainnya agar memperoleh data yang sesuai dengan penelitian ini.
Oleh karena itu, penelitian kualitatif ini akan mengandalkan perolehan data dan hasil
temuan yang telah didapatkan peneliti.

5. Tekhnik Pengumpulan Data

10 Mundir.
1 Mundir.
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a. Wawancara
Dalam wawancara, validitas dimaknai dengan ketepatan pertanyaan-pertanyaan
yang diajukan terlihat seolah-olah mereka mengukur apa yang mereka klaim
untuk mengukur. Salah satu penyebab ketidakabsahan ini adalah bias, yang
didefinisikan sebagai kecenderungan sistematis atau terusmenerus untuk
membuat kesalahan dalam arah yang sama, yaitu untuk melebih-lebihkan atau
mengecilkan nilai yang sebenarnya dari sebuah sifat'?.

b. Studi Pustaka
Memanfaatkan perpustakaan berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan
menelaahnya. Manfaat yang diperoleh dari penelusuran kepustakaan ialah,
antara lain: 1) menggali teori-teori yang telah ditemukan oleh para ahli
terdahulu; 2) mengikuti perkembangan ilmu dari penelitian yang dilakukan; 3)
menemukan masalah yang patut diteliti; 4) menyempurnakan teori lama yang
tidak sesuai dengan kondisi sekarang; 5) menghindarkan duplikasi penelitian
yang akan dilakukan; 6) sumber informasi untuk penelitian selanjutnya melalui
data-data yang diperoleh'>.

6. Tekhnik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola,

kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukana tema dan dapat

dirumuskan hipotesis kerjanya'*. Validitas dan relaibilitas data dalam penelitian

khususnya penelitian kualitas menjadi keharusan. Dalam penelitian kualitatif

biasanya peneliti sendiri menjadi instrumen utama dalam mengumpulan dan analisa

data. Dengan demikian validitas data yang dikumpulkan menjadi taruhannya karena

subyektifitas (bias) peneliti bisa saja muncul setiap saat. Oleh karena itu pengecekan

validitas dan relaibilitas data mutlak dilakukan. Teknik untuk mengecek keabsahan

data ini disebut dengan triangulasi. Dengan kata lain triangaulasi adalah teknik

pengecehan keabsahan data yang dikumpulkan oleh peneliti'>.

Pembahasan

12 Fathor Rasyid, METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL Teori dan Praktik (Kediri: STAIN Kediri Press, 2015).
13 Almasdi Syahza, Metodologi Penelitian Edisi Revisi (Pekanbaru: Unri Press, 2021).

1 Mundir, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.

15 Rasyid, METODOLOGI PENELITIAN SOSIAL Teori dan Praktik.
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Pemilihan Umum atau yang disingkat Pemilu merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan

rakyat yang memiliki asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur serta adil atau yang

disingkat luberjurdil. Pemilu adalah perwujudan nyata dari demokrasi prosedural yang

dilakukan rakyat yang merupakan perwujudan kehidupan tata negara yang demokratis.

Tujuan dari pelaksanaan pemilu adalah sebagai berikut!® :

a.

Pemilu menjadi implementasi dari kedaulatan rakyat bagi negara demokrasi seperti
Indonesia oleh karena kedaulatan berada di tangan rakyat, namun rakyat tidak bisa
memerintah maupun memimpin secara langsung sehingga rakyat perlu memilih serta
menentukan wakil-wakilnya di pemerintahan yang akan menampung serta
merealisasikan aspirasinya.

Pemilu merupakan sarana membentuk perwakilan politik melalui pelaksanaan
pemilu, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dan dianggap
kompeten serta menjalankan kepentingan rakyat.

Pemilu sebagai sarana perubahan atau pergantian pemimpin yang dilakukan secara
konstitusional melalui pemilu dalam pemerintahan sehingga dapat aspiratif serta
amanah maka sudah pasti akan terpilih dalam periode berikutnya, namun justru
sebaliknya jika tidak dipercaya.

Sarana bagi pemimpin politik guna mendapatkan legitimasi merupakan tujuan dari
pemilu, pemungutan suara saat pelaksanaan pemilu adalah pemberian mandat kepada
rakyat kepada pemimpin yang terpilih.

Seleksi para pemimpin pemerintahan baik eksekutif maupun legislatif sehingga dapat
memilih kontestam yang terpilih agar terhindar dari praktik kecurangan serta KKN
yang merupakan tujuan dari pemilu.

Melihat tujuan dari pemilu itu sendiri menandakan bahwa insklusif haruslah

terjadi dalam pemilu di Indonesia, karena artinya semua kelompok masyarakat yang

terdiri dari penyandang disabilitas, ras, suku, jenis kelamin, lokalisasi dan sebagainya

haruslah memiliki peluang yang sama dalam berpartisipasi pada pemilu. Tidak ada

kelompok manapun yang terdiskriminasikan pada proses maupun hasil pemilu sehingga

kedepannya akan tercerminkan pada hasil pemilu!”.

16 Arif Prasetyo Wibowo, Eka Wisnu Wardhana, dan T Heru Nurgiansah, “Pemilihan Umum di Indonesia
dalam Perspektif Pancasila” 6, no. 2 (2022): 9.

17 Syarif, “PEMENUHAN HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU DI INDONESIA DI
TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (STUDI KASUS KPU SULAWESI SELATAN).”
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Karena salah satu kelompok yang ada di dalamnya adalah Penyandang

Disabilitas. Dan dalam penelitian ini menekankan bahwa pentinya pemenuhan hak

penyandang disabilitas dalam penyusunan DPT oleh karena itu peneliti membagi menjadi

dua sub pembahasan yaitu Hambatan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam

penyusunan DPT dan Strategi pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam penyusunan

DPT. Berikut pembahasannya :

Hambatan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan DPT

Validasi Data

IFES sudah menyampaikan laporannya terkait jumlah disabilitas yang tidak
sesuai pada pemilu sebelumnya karena masih rendahnya jumlah penyandang
disabilitas yang terdata di dalam DPT. Selain itu, salah satu contoh kasus
permasalahan disabilitas terkait dengan validasi data adalah dengan adanya
penelitian yang menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sensorik yang dicatat
dalam data KPU kota Semarang yaitu Netra 183 orang dan Rungu atau Wicara 206.
Sedangkan data pemilihan secara keseluruhan ketika diambil perTPS tercatat ketika
Pemilu Walikota 2020 dari 16 kecamatan sebanyak 991 laki-laki dan 931 perempuan
dengan total keselarasan 1.922 orang pemilih disabilitas, meskipun sudah naik
sebesar 66,55% data tersebut seharusnya bisa lebih besar lagi's.

Berdasarkan penelitian diatas menunjukkan bahwa masih ada permasalahan
terkait validasi data terhadap penyandang disabilitas. Hal ini akan berdampak
terhadap tidak dapat terpenuhinya hak penyandang disabilitas dalam penyusunan
Daftar Pemilih Tetap di dalam pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Oleh karena
itu, terkait validasi data harus menjadi catatan penting guna perbaikan di pemilu yang
akan datang.

Dalam penelitian Sarfan Tabo!® dijelaskan terkait Daftar Pemilih Tetap
dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa di
dalam pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Pemilih adalah penduduk adalah yang berusia

paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah maupun pernah kawin yang terdaftar

18 Honorata Ratnawati Dwi Putranti, Charis Christiani, dan Emiliana Sri Pudjiarti, “Problematik aksebilitas
pemilih penyandang disabilitas sensorik pada pemilihan umum Walikota Kota Semarang Tahun 2020,”
Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia 1, no. 4 (3 Agustus 2022): 72-84.

19 Sarfan Tabo dkk., “Analisis Proses Pemutahiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada
Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo,” 2021, 15.
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dalam pemilihan. Kemudian ditegaskan pada pasal 57 ayat 1 bahwa yang dapat
menggunakan hak memilih adalah warga negara Indonesia dan ayat 3 dijelaskan
bahwa sebagai pemilih harus memenuhi syarat yaitu tidak terganggu jiwa dan atau
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu, dari penelitian sebelumnya ditemukan banyak penyandang
disabilitas yang hingga saat ini tidak didaftarkan sebagai peserta pemilu karena
berbagai alasan. Seperti, penyandang disabilitas yang dari daerah lain dan masih di
rehabilitasi yang mengakibatkan mereka tidak bisa pulang ke daerahnya karena
dengan pertimbangan berat biaya transport. Hal ini sangat disayangkan, mengingatkan
untuk menciptakan pemilu yang aksebilitas perlu adanya data yang tepat dan akurat
terhadap berapa jumlah pemilih disabilitas®.

Oleh sebab itu, para pegiat hak-hak disabilitas menegaskan bahwa daftar
pemilih dianggap tidak merepresentasikan jumlah disabilitas yang ada di seluruh
Indonesia®!. Mereka menuntut penyelenggara pemilu menyediakan daftar pemilih

secara akurat serta tidak ada satu pun hak pilih warga yang dihilangkan.

2. Jenis Disabilitas

Penelitian yang dilakukan oleh Ihsyan Syarif’? yang menggunakan studi
kasus di Sulawesi Selatan mengungkapkan bahwa pihak penyelenggaraan
melakukan proses pendataan terhadap penyandang disabilitas memberikan kesan
sama dengan yang dilakukan oleh masyarakat lainnya dengan alasan proses
pendataan tidak ada istilah pembedaan atau istimewa karena yang dibutuhkan dalam
pendataan hanya ada dua syarat yaitu berumur 17 tahun atau lebih dan dibuktikan
dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat catatan sipil yang telah menikah

dengan surat nikah.

20 Nadya Kharima, “Problematika Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Studi Kasus Pemilu Legislatif
Tahun 2014 di Jakarta,” EMPATI: Jurnal lImu Kesejahteraan Sosial 5, no. 1 (9 Juni 2016): 34-44,
https://doi.org/10.15408/empati.v5i1.9775.

21 Mohamad lhsan dan Nadya Kharima, “Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih
Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024,” Jurnal llmu Sosial Indonesia (JISI) 3, no. 1 (28 Juni 2022),
https://doi.org/10.15408/jisi.v3i1.26193.

22 Muhammad lhsyan Syarif, “PEMENUHAN HAK MEMILIH PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILU DI
INDONESIA DI TINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN (STUDI KASUS KPU SULAWESI
SELATAN),” t.t., 13.
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Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR),
Nurlia Dian Paramita mengatakan bahwa pada pemilu 2019 aksesibilitas masih
menjadi masalah yang utama karena dari berbagai sumber yang ada mengatakan
bahwa aksesibilitas masih menjadi kendala baik secara lokasi maupun pendataan.
Bahkan menurut Mita, panitia pun tidak memiliki data yang akurat mengenai
penyandang disabilitas di masyarakat karena kolom disabilitas yang ada pada DPT
cenderung ditiadakan sehingga mengalami kesulitan dalam menyiapkan kebutuhan
yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas.

UU Nomor 8 tahun 2016 Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan penyandang
disabilitas sebagai berikut : Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,
intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak. Kemudian pasal 4 ayat 1 mendefinisikan bahwa ragam Penyandang
Disabilitas meliputi: a. Penyandang Disabilitas fisik; b. Penyandang Disabilitas
intelektual; c¢. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau d. Penyandang Disabilitas
sensorik®.

Masih dalam pasal yang sama, dijelaskan pula terkait definisi dan ragam
penyandang disabilitas, seperti berikut ini :

a. “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain
amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke,
akibat kusta, dan orang kecil.

b. ”Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena
tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas
grahita dan down syndrom.

c. “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan
perilaku, antara lain:

(1) psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan

kepribadian; dan

23 Dinj Widinarsih, “PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA: PERKEMBANGAN ISTILAH DAN DEFINISI,”
2019, 16.
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(2) disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi
sosial di antaranya autis dan hiperaktif
d. “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari
panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas
wicara.

Selain keempat diatas, terdapat pula definisi lain dari penyandang disabilitas
yaitu ganda atau multi. Dijelaskan dalam UU bahwa “Penyandang Disabilitas
ganda atau multi” adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih
ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli.
“dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan
dan/atau bersifat permanen.

Meskipun UU telah jelas menjabarkan definisi disabilitas, namun perlu dalam
DPT diperjelas kembali disabilitas apa yang dimiliki pemilih secara lebih spesifik.
Hal ini agar mempermudah penyelenggara dalam memberikan aksesibilitas yang
sesuai dengan pemilih. Salah satu yang sempat menjadi polemik pada Pemilu 2019
yang lalu adalah terkait dengan pendataan disabilitas mental. Dengan keputusan
hakim konstitusi barulah penyandang disabilitas mental dapat dimasukkan kedalam
DPT sesuai dengan persyaratan yang baru. Namun sayangnya, karena keterbatasan
waktu dan persiapan pihak KPU menyebabkan terjadinya beberapa kendala terkait
dengan dimasukkannya penyandang disabilitas mental dalam DPT.

3. Kepekaan Sosial

Menurut Ishak Salim?*, di tahap pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih
terdapat pemilih difabel yang banyak mengalami kesulitan untuk didaftarkan secara
semestinya serta tidak menerima perlakuan yang sama dengan pemilih lainnya.
Selain itu, sisi difabel sendiri juga masih terdapat sejumlah keluarga ‘yang secara
sengaja” menyembunyikan anggota keluarganya yang difabel guna didaftarkan. Pun
demikian terdapat banyak orang diklasifikasikan memiliki keterbatasan “menengah”
mapun “buruk” tidak didaftarkan. Dan juga tidak ada layanan iklan masyarakat yang

mengambarkan pendataan pemilih difabel.

% |shak Salim, “Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia bagi
Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia” 1, no. 2 (2015): 30.
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Seringkali keluarga yang menjadi masalah bagi penyandang disabilitas untuk
memilih. Mereka enggan atau merasa penyandang disabilitas tidak dapat menjadi
pemilih dalam pemilu. Apalagi stigmasisasi penyandang disabilitas di Indonesia
masih terasa apalagi di daerah yang masih jauh dari pusat kota.

Lingkungan sekitar juga tampaknya masih jadi kendala bagi hak penyandang
disabilitas untuk menjadi pemilu. Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang
Cacat (PPUA Penca), Heppy Sembayang mengatakan bahwa paradigma yang ada di
penyelenggara pemilu sekarang masih terekam, apalagi penyelenggara pemilu bisa
jadi orang atau warga sekitar misalkan petugas pendata pemilih itu kan dari warga-
warga pengurus RT, RW dan seterusnya. Bisa jadi dari sisi paradigma warga ketika
ada warga yang disabilitas maka dia tidak mendatanya sebagai pemilih.

Tidak hanya itu, Heppy juga menambahkan bahwa pengurus maupun pemilik
panti yang seringkali menjadi tempat singgah para penyandang disabilitas juga masih
terdapat beberapa yang belum memiliki pengetahuan maupun keterbukaan terhadap
klien-klien mereka yang sebenarnya memiliki hak untuk memilih. Sehingga penting
untuk menumbuhkan kepekaan sosial di masyarakat dan juga keluarga dari
penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak memilih bagi penyandang

disabilitas.

Strategi Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Penyusunan DPT
1. Mitigasi Data
Salah satu strategi yang bisa dilakukan terkait dengan permasalahan validasi
data adalah melalui mitigasi data secara cermat dan tepat. KPU sendiri telah mencoba
untuk mencapai validitas Daftar Pemilih Tetap salah satunya melalui peresmian
kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) dengan bantuan PPK, PPS, dan
Pantarlih. Kegiatan coklit yang diatur dalam Pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 7 Tahun
2022 dilakukan dengan salah satu caranya adalah mencatat keterangan Pemilih
penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas. Dimana pada PKPU
sebelumnya dituliskan mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada
kolom jenis disabilitas.
Pada dasarnya jika mekanisme Coklit ini diterapkan secara baik maka validasi

terhadap DPT dapat dilakukan guna terpenuhinya hak penyandang disabilitas sebagai
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pemilih menjadi terwujud. Namun hal ini perlu tetap diwaspadai, karena pada tahun

2019, setelah penetapan DPT, Bawaslu menemukan 1 juta pemilih ganda® yang

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

NO. PROGRAM/KEGIATAN JADWAL
AWAL AKHIR
1 2 3 4
1 |PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM Jumat, 14 Oktober |Rabu, 21 Juni 2023
PENYELENGGARAAN PEMILU 2022
a. | Penyusunan Daftar Pemilih Jumat, 14 Oktober Selasa, 07 Maret
2022 2023
b. | Penyusunan DPS Rabu, 08 Maret Rabu, 05 April 2023
2023

c. | Penyusunan DPSHP

Senin, 01 Mei 2023

Minggu, 18 Juni
2023

d. | Penyusunan DPT

Senin, 19 Juni 2023

Rabu, 21 Juni 2023

e. | Rekapitulasi dan Pengumuman DPT

Kamis, 22 Juni
2023

Rabu, 14 Februari
2024

2 | PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
PUTARAN KEDUA

a. | Penyusunan Daftar Pemilih

Jumat,22 Maret

Minggu,24 Maret

2024 2024
b. | Penyusunan DPS Senin,25 Maret Jumat,12 April 2024
2024

Penyusunan DPSHP

Senin,22 April 2024

Selasa,23 April 2024

c.
d. | Penyusunan DPT

Rabu,24 April 2024

Kamis,25 April 2024

e. | Rekapitulasi dan Pengumuman DPT

Rabu,24 April 2024

Kamis,25 April 2024

artinya berpotensi menjadi 2 juta pemilih yang masih belum jelas. Hal ini
menunjukkan bahwa tetap adanya kesalahan data yang dilakukan oleh penyelenggara
pemilu. Berikut ini program dan jadwal kegiatan pada tahapan penyusunan DPT?® :

Selanjutnya, mitigasi ini juga bisa dalam bentuk mapping atau pemetaan
wilayah. Pemetaan yang dimaksud disini adalah memetakan perkecamatan untuk
mempermudah proses pengumpulan data serta untuk mendapatkan data yang lebih
akurat dari tiap-tiap wilayah. Seharusnya melalui pemetaan tersebut maka akan ada
yang dilakukan agar tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT termasuk
pemilih penyandang disabilitas.

Mitigasi seharusnya juga dilakukan pada sistem data dan informasi yang
berkelanjutan dan berkesinambungan. Pola pendataan masih belum secara berjenjang
mulai dari tingkat RT/RW melalui pemerintahan desa hingga kabupaten
menyebabkan data mengenai jumlah penyandang disabilitas menjadi belum

maksimal. Pendataan memiliki makna penting dalam sebuah perencanaan suatu

%5 Risdiana lzzaty, “Perwujudan Pemilu yang Luber Jurdil melalui Validitas Daftar Pemilih Tetap” 1, no. 2

(2019): 17.

26 KpU RI, “PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH,” Pub. L. No. NOMOR 7 TAHUN 2022 (2022).
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kebijakan, melalui data yang valid dan terpilah maka intervensi kebijakan dapat tepat
sasaran dan bermanfaat sehingga pengambil kebijakan tidak ragu dalam mengambil
suatu keputusan. Oleh karena itu, penyelenggara harus memastikan apakah memang
data tersebut sudah sesuai dan tidak bergantung pada data yang ada karena masih ada
kemungkinan penyandang disabilitas yang belum tercatat.

Selain itu, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu yang juga menjadi salah satu
penyelenggara pemilu harus menjalin kerjasama dengan kementrian dalam negeri
untuk mendapatkan akses Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan
Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sesuai dengan yang diberikan
kepada KPU, data ini digunakan sebagai data pembanding dalam pengawasan data
pemilih. dimana DP4 paling sedikit memuat informasi meliputi: a. nomor urut; b.
nomor induk kependudukan; c. nomor kartu keluarga; d. nama lengkap; e. tempat
lahir; f. tanggal lahir; g. umur; h. jenis kelamin; i. status perkawinan; j. alamat
jalan/dukuh; k. rukun tetangga; 1. rukun warga; dan m. jenis disabilitas.

Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty menambahkan bahwa pemanfaatan data
kependudukan dari kementrian dalam negeri sebagai data pembanding dengan data
balikan yang diterima dari KPU bertujuan agar Bawaslu dapat mengawasi
pergerakan data kependudukan antara Dukcapil dan KPU terutama terkait dengan
jumlah dan jenis disabilitas.

Pengawasan

Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki
tugas pengawasan maka beban strategi ini akan ada pada Bawaslu secara berjenjang.
Lolly memaparkan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan atas proses
pemutakhiran daftar Pemilih. Pengawasan dilakukan untuk memastikan Pantarlih: a.
melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi rumah Pemilih; b.
mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar
Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KPU; c. memperbaiki data Pemilih; d.
mencoret Pemilih yang telah meninggal; e. mencoret Pemilih yang telah pindah
domisili ke daerah lain; f. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil
menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia; g. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun

dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara; h. mencoret data Pemilih
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kebijakan, melalui data yang valid dan terpilah maka intervensi kebijakan dapat tepat
sasaran dan bermanfaat sehingga pengambil kebijakan tidak ragu dalam mengambil
suatu keputusan. Oleh karena itu, penyelenggara harus memastikan apakah memang
data tersebut sudah sesuai dan tidak bergantung pada data yang ada karena masih ada
kemungkinan penyandang disabilitas yang belum tercatat.

Selain itu, Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu yang juga menjadi salah satu
penyelenggara pemilu harus menjalin kerjasama dengan kementrian dalam negeri
untuk mendapatkan akses Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan
Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang sesuai dengan yang diberikan
kepada KPU, data ini digunakan sebagai data pembanding dalam pengawasan data
pemilih. dimana DP4 paling sedikit memuat informasi meliputi: a. nomor urut; b.
nomor induk kependudukan; c. nomor kartu keluarga; d. nama lengkap; e. tempat
lahir; f. tanggal lahir; g. umur; h. jenis kelamin; i. status perkawinan; j. alamat
jalan/dukuh; k. rukun tetangga; 1. rukun warga; dan m. jenis disabilitas.

Komisioner Bawaslu, Lolly Suhenty menambahkan bahwa pemanfaatan data
kependudukan dari kementrian dalam negeri sebagai data pembanding dengan data
balikan yang diterima dari KPU bertujuan agar Bawaslu dapat mengawasi
pergerakan data kependudukan antara Dukcapil dan KPU terutama terkait dengan
jumlah dan jenis disabilitas.

Pengawasan

Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki
tugas pengawasan maka beban strategi ini akan ada pada Bawaslu secara berjenjang.
Lolly memaparkan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan atas proses
pemutakhiran daftar Pemilih. Pengawasan dilakukan untuk memastikan Pantarlih: a.
melakukan pencocokan dan penelitian dengan mendatangi rumah Pemilih; b.
mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar
Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KPU; c. memperbaiki data Pemilih; d.
mencoret Pemilih yang telah meninggal; e. mencoret Pemilih yang telah pindah
domisili ke daerah lain; f. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil
menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia; g. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun

dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara; h. mencoret data Pemilih
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yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya; i. mencoret Pemilih yang terganggu
jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter; j. mencoret Pemilih yang
sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum
tetap; k. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis
disabilitas; dan 1. mencoret Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan
merupakan Penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.

Panwaslu Kelurahan/Desa mencatat dan merekap data hasil pengawasan
pelaksanaan pencocokan dan penelitian serta memberikan rekomendasi perbaikan
dalam hal Pantarlih tidak melakukan pencocokan dan penelitian sesuai dengan
prosedur. Panwaslu Kelurahan/Desa menyampaikan laporan hasil pengawasan
kepada Bawaslu Kabupaten/Kota melalui Panwaslu Kecamatan. Bawaslu
Kabupaten/Kota melakukan audit terhadap laporan hasil pengawasan dan dokumen
hasil pemutakhiran data Pemilih.

Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan
penetapan DPS oleh KPU beserta jajaranya. Bawaslu melakukan pengawasan
terhadap hasil penetapan DPS, terhadap daftar Pemilih yang berada di lembaga
pemasyarakatan, panti disabilitas, rumah sakit jiwa, dan di tempat wilayah khusus
lainnya. Pengawasan hasil penetapan DPS, Bawaslu melakukan pengawasan untuk
memastikan pemilih terdaftar didalam DPS dan memastikan pemilih yang tidak
memenuhi syarat tidak masuk dalam DPS. Bawaslu melakukan pengawasan untuk
mencatat apabila terdapat selisih atau kekeliruan angka perbaikan daftar pemilih
hasil pengawasan.

Pengawasan penetapan DPT, Bawaslu melakukan pengawasan untuk
memastikan pemilih terdaftar di DPT dan memastikan pemilih yang tidak memenuhi
syarat tidak masuk dalam DPT. Bawaslu Kabupaten/kota melakukan pengawasan
untuk mencatat apabila terdapat selisih atau kekeliruan angka.

Bawaslu melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaksanaan
rekapitulasi DPT Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua oleh KPU.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan DPT: a. ditetapkan dalam rapat pleno
terbuka; b. ditandatangani oleh KPU dan dituangkan dalam berita acara penetapan;
c. ditetapkan sesuai dengan tata cara penetapan oleh KPU; dan d. ditetapkan tepat

waktu. Dalam melakukan pengawasan Bawaslu dapat menyampaikan rekomendasi
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perbaikan. Bawaslu mendapatkan salinan DPT Pemilu presiden dan wakil presiden
putaran kedua pada hari yang sama dengan selesainya penetapan DPT.
3. Sosialisasi

Sosialisasi pemilu termasuk dalam sosialisasi politik yang mentransferkan
nilai-nilai politik. Sosialisasi politik merupakan proses transmisi orientasi
politik/budaya politik bangsanya (sistem politik nasionalnya) agar warga negara
memiliki kematangan politik (sadar akan hak dan kewajibannya) sesuai dengan yang
ditentukan dalam sistem politik nasionalnya. Dampaknya sosialisasi politik ini akan
berpengaruh terhadap tingkat partisipasi warga negara, khususnya dalam pemilihan
umum. Melalui sosialisasi politik, akan dapat membentuk pemilih yang cerdas, yaitu
pemilih yang memilih dengan didasarkan atas pertimbangan rasionalitas, visi-misi
dan program kerja yang ditawarkan partai politik atau kontestan pemilihan umum.

Sosialisasi penting dilakukan diawal kepada para penyelenggara pemilu itu
sendiri, karena persoalan utama terkait perlindungan dan pemenuhan hak politik
penyandang disabilitas dalam pemilu bukan berada pada tataran regulasi, namun
persoalan utama ada pada tataran implementasi. Salah satu indikator yang harus
diperbaiki adalah pemahaman dan pengetahuan penyelenggara pemilu terhadap
kondisi penyandang disabilitas, sehingga apabila hal tersebut telah diperbaiki,
penyelenggara pemilu dapat memahami secara utuh ketentuan-ketentuan yang
berkaitan dengan penyandang disabilitas dalam pemilu, sehingga penyelenggara
pemilu dapat membantu penyandang disabilitas dalam melaksanakan hak politiknya.

Masalah kualitas dan akurasi Daftar Pemilih Tetap menjadi tanggung jawab
bersama para pemangku kepentingan pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum,
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan
partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Seluruh pemangku dalam pemilu
turut serta dalam memberi andil yang sangat besar untuk dapat mewujudkan akurasi
dan kualitas Daftar Pemilih Tetap®’.

Kemudian sosialisasi pada masyarakat dan yang paling utama adalah
lingkungan serta individu bagi penyandang disabilitas itu sendiri. Menurut Kornas

JPPR bahwa terdapat hal baik yang telah berjalan dalam penyelenggaraan kegiatan

27 Tabo dkk., “Analisis Proses Pemutahiran Daftar Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilu
Tahun 2019 Di Kabupaten Gorontalo.”
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prapemilu yaitu berupa edukasi dan sosialisasi pemilu yang mulai sensitif terhadap
penyandang disabilitas. Hal ini ditunjukkan dengan tersedianya terjemahan bahasa
isyarat pada kegiatan debat calon presiden di media televisi pada Pemilu 2014 dan
2019. KPU pusat juga sudah bekerja sama dengan PPUA Penca dalam melakukan
sosialisasi dan simulasi pemungutan suara.

Namun, Mita menambahkan bahwa sosialisasi pengawasan partisipatif di
kelompok penyandang disabilitas harus juga tetap dilakukan meskipun sosialisasi
dianggap sudah lebih sensitif dengan penyandang disabilitas. Salah satu yang perlu
dilakukan adalah membuat instrumen sosialisasi pengawasan khusus terhadap
pemenuhan hak-hak disabilitas. Hal ini baik dilakukan guna membantu seluruh
stakeholder yang ada terkait lebih aware terhadap penyandang disabilitas di dalam
penyusunan DPT.

Kesimpulan

Berdasarkan analisa diatas, ditemukan adanya hambatan dan strategi pemenuhan hak
penyandang disabilitas dalam penyusunan DPT pada pemilu serentak tahun 2024.
Hambatan tersebut berupa permasalahan validasi data, jenis disabilitas dan kepekaan
sosial. Kemudian untuk Strateginya adalah mitigasi data, pengawasan dan sosialisasi.
Dimana hambatan yang terjadi di dalam pemilu ini sebenarnya berdasarkan dari
persoalan-persoalan yang terjadi pada pemilu sebelumnya sehingga hal ini bisa
digunakan untuk perbaikan ke arah yang lebih baik, baik bagi penyelenggara pemilu itu
sendiri, para stakeholder yang terkait dan yang utama adalah keluarga penyandang
disabilitas itu sendiri. Demikian juga untuk strategi terhadap pemenuhan hak disabilitas
penyandang disabilitas. Seluruh strategi ini juga tidak dapat berjalan dengan baik jika
tidak adanya kerjasama di seluruh pihak yang terkait. Karena pada dasarnya strategi ini
sudah dilakukan oleh penyelenggara pemilu namun perlu adanya perbaikan pada tataran

pelaksana di lapangan.
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Abstrak

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat partisipasi politik pada pemilu yang
tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Hasil survei nasional oleh Populi
Center di bulan Oktober 2022 menunjukkan tingginya keinginan warga negara untuk
menggunakan hak politiknya pada pemilu 2024 mendatang. Persoalannya pelaksanaan
pemilu mendatang dihantui oleh persoalan data pemilih yang selalu mengalami persoalan
menentukan daftar pemilih tetap (DPT), terutama dalam proses pencocokan dan penelitian
(Coklit), maupun proses menggabungkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan
(DP4) dengan DPT pemilu terakhir. Artikel pendek ini hendak menjawab pertanyaan, faktor-
faktor apa yang menyebabkan persoalan data pemilih tidak dapat terselesaikan dari pemilu
ke pemilu di Indonesia. Argumentasi dalam artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif
yang berdasarkan pada data sekunder berupa data yang berasal dari dokumen resmi lembaga,
data pemilu dan artikel di internet, serta studi-studi terkait data pemilih. Hasil studi
menunjukkan bahwa terdapat persoalan institusional yang disebabkan oleh kapasitas
pemerintahan di tingkat pusat dan daerah terkait dengan pendataan penduduk. Di masa
mendatang perlu untuk dibuka ruang implementasi satu warga negara satu nomor identitas
(identity number) serta perlunya pendekatan sosial-budaya dan teknologi untuk menjamin
kepercayaan pada data (reliabilitas) dalam proses pendataan.

Kata kunci: Teknologi, Desentralisasi, Kapasitas Institusional

Abstract

Indonesia is a country with high level of political participation in elections compared to other
Southeast Asian countries. The results of national survey by the Populi Center in October
2022 showed the high interest of citizens to exercise their political rights in the upcoming
2024 elections. The potential problem is that the implementation of the upcoming election is
prone to voter data issues which creates problems in determining the final voter list (DPT),
especially in the process of matching and research (Coklit), as well as the process of
combining the List of Potential Electoral Voters (DP4) with the DPT for the last election.
This short article aims to answer the question on what are the factors that cause voter data
issues remain to be unresolved from election to election in Indonesia. The argument in this
article utilises a qualitative approach based on secondary data in the form of data originating
from official institutional documents, election data and articles on the internet, as well as
studies related to voter data. The results of the study show that there are institutional
problems caused by government capacity at the central and regional levels related to
population data collection. In the future, it is necessary to create an opportunity on the
implementation of election by using data on one citizen with one identity number and the need
for a socio-cultural and technological approach to ensure trust in data (reliability) in the
data collection process.

Keywords: Technology, Decentralization, Institutional Capacity
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A. Pendahuluan

Ketika para sarjana ilmu politik pemerintahan hendak melihat kualitas demokrasi di
sebuah negara, maka salah satu tolak ukur yang akan dilihat pertama kali ada pada
pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) di negara tersebut. Cara pandang tersebut tidak
berubah ketika para sarjana ilmu politik pemerintahan banyak membahas gelombang
demokrasi ketiga di masa tahun 1900-an hingga ketika praktik demokrasi telah
berkembang pesat dengan kehadiran media sosial.! Meski tidak berubah, terdapat
pergeseran perhatian dari para sarjana ilmu politik, dari semula memperhatikan rutin
tidaknya pelaksanaan pemilu, berubah menjadi seberapa berkualitas/berintegritas pemilu
tersebut.’

Artikel ini mencoba mengelaborasi kualitas pelaksanaan pemilu di Indonesia,
terutama dari aspek partisipasi politik dengan fokus utama pada data pemilih. Persoalan
pendataan pada dasarnya merupakan persoalan teknis, sama seperti persoalan
administratif lain seperti pengadaan logistik, petugas yang tidak terlatih dengan prosedur
yang ada, kerusakan mesin e-voting (bagi negara yang menerapkan e-voting), surat suara
rusak, dan proses tata laksana pemilu yang berlarut-larut.> Dalam diskursus mengenai
pemilu berintegritas (electoral integrity) masalah data pemilih merupakan salah satu

indikator penting dalam konsepsi mengenai pemilu berintegritas.

! Pada dekade tersebut, gelombang demokratisasi menjadi topik bahasan yang menarik banyak perhatian
para sarjana ilmu politik, mulai dari Samuel Huntington, Guillermo O’Donnel, hingga Larry Diamond.
Beberapa dari banyaknya sarjana ilmu politik tersebut menekankan pada bagaimana situasi geo-politik
berpengaruh terhadap munculnya negara-negara demokratis baru. Gelombang termasuk masuk ke kawasan
Asia Tenggara, menariknya dari banyaknya wilayah di dunia, negara-negara Arab tidak terkena gelombang
demokratisasi. Baru setelahnya pada dekade 2010-an, terdapat beberapa negara yang tumbang rezim
otoritarianisme-nya. Kajian-kajian terbaru terkait dengan demokrasi secara umum kini menempatkan
bagaimana media sosial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan demokrasi, termasuk
salah satu diantaranya wacana penggunaan e-voting. Lihat: Samuel P Huntington. The third wave:
Democratization in the late twentieth century. University of Oklahoma press, 1993.; Larry Diamond, et al.
(ed.). Consolidating the third wave democracies. JHU Press, 1997.; Hernan Pablo Toppi. Guillermo
O'Donnell and his contribution to the development of democracy in Latin America since the third wave of
democratization. Revista IUS, 2018, 12.42: 9-28.; Rex Brynen, et al. Beyond the Arab spring:
authoritarianism & democratization in the Arab world. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2012.

2 Pemilu telah menjadi norma global apabila kita membicarakan manifestasi demokrasi. Persoalannya,
meski telah menjadi norma global, masih banyak terdapat pelanggaran pemilu yang dilakukan, salah satu
diantara pelanggaran tersebut yang jamak dilakukan adalah manipulasi suara dan politik uang. Di luar
aspek-aspek tersebut, apakah pelaksanaan pemilu juga tanpa adanya intimidasi. Kita dapat melihat
bagaimana pelaksanaan pemilu di negara-negara Afrika, misalnya, masih banyak diwarnai oleh kekerasan
pada pelaksanaannya. Lihat: Pippa Norris. The new research agenda studying electoral integrity. Electoral
Studies, 2013, 32.4 hal.564

3 Pippa Norris, Alessandro Nai (ed.). Election watchdogs: transparency, accountability and integrity.
Oxford University Press, 2017.
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Ketika kita membahas basis data pemilih, maka rujukan kita akan mengacu pada
pemilu 2004. Pemilu tersebut merupakan pemilu langsung yang pertama kali dilakukan.
Hampir tidak ada sengketa pada pelaksanaan pemilu tersebut, mengingat data penduduk
dan pemilih bersumber dari data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk
Berkelanjutan (P4B). Data ini dikumpulkan melalui sensus yang dilakukan oleh Badan
Pusat Statistik (BPS) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kesulitan ada pada
bagaimana mengonversi basis data yang didasarkan pada blok sensus, diubah menjadi
basis yang didasarkan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS), terutama mengingat TPS
didasarkan pada kategorisasi RT/RW. Pada pemilu di tahun-tahun berikutnya, basis data
yang menjadi acuan adalah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Di
sinilah titik persoalannya, mengingat basis data tidak lagi dari awal, dan tidak lagi
pendaftaran (input baru), melainkan pemutakhiran data.* Pemutakhiran data ini
membutuhkan kemampuan pemerintahan untuk secara tertib melakukan pembaharuan
data di lapangan.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa terdapat persoalan institusional terkait dengan
pendataan pemilih. Meski demikian, persoalan-persoalan apa saja yang sebenarnya
menjadi faktor yang hingga persoalan data pemilih tidak dapat terselesaikan dari pemilu
ke pemilu di Indonesia. Pertanyaan tersebut yang coba untuk dijawab artikel singkat ini.
Argumentasi dalam artikel ini disusun menggunakan data sekunder berupa data yang
berasal dari dokumen resmi lembaga, data pemilu dan artikel di internet, serta studi-studi
terkait data pemilih. Artikel ini menggunakan metode analisa kualitatif dengan cara

melakukan analisa dokumen sebagai pendekatan utama.

B. Permasalahan

Data pemilih sering kali menjadi obyek sengketa pemilu, baik itu pada pemilu di tingkat
nasional maupun pemilu di tingkat lokal. Pada tingkat nasional, pemilu tahun 2014 dan
2019 diwarnai dengan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dari Prabowo
Subianto selaku kontestan yang pada dua pemilu tersebut kalah dari Joko Widodo untuk
menjadi Presiden Republik Indonesia. Kala itu, khususnya pada pemilu 2014, Prabowo

Subianto menuding terdapat praktik kecurangan dalam pemilu yang terstruktur,

4 Nano Suharno, Pilkada, Data Penduduk, dan Pemilih, https:/news.detik.com/kolom/d-5192666/pilkada-
data-penduduk-dan-pemilih, 29 September 2020
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sistematis, dan masif (TS). Salah satu argumentasi kecurangan ada pada mobilisasi
pemilih melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan
(DPKTb).’ Hal ini menunjukkan bahwa persoalan data pemilih dapat berpengaruh besar
pada legitimasi pemilu.

Di sisi lain, hasil survei yang dilakukan oleh Populi Center di bulan Oktober 2022
menunjukkan tingginya tingkat keinginan warga negara untuk turut berpartisipasi dalam
pemilu mendatang. Data menunjukkan 73,8 persen masyarakat telah mengetahui
Pemilihan Umum Serentak (Pileg dan Pilpres) akan dilaksanakan pada tahun 2024,
sementara itu masyarakat yang tidak mengetahui sebanyak 26,2 persen. Pada pertanyaan
lanjutan terkait partisipasi, jumlah masyarakat yang menyatakan akan menggunakan hak
pilihnya pada pemilu serentak 2024 mendatang cukup besar yakni sebesar 97 persen.®
Hasil ini sekaligus hendak mengkonfirmasi studi terkait perbandingan tingkat partisipasi
di Asia Tenggara yang menekankan bahwa demokrasi di Indonesia menjadi cukup
bermakna dikarenakan tingkat partisipasi yang tinggi.” Potensi ini akan rusak apabila
persoalan data pemilih masih menjadi persoalan menahun di pemilu-pemilu di Indonesia.

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, kondisi kesulitan pada data
pemilih tersebut turut tergambar dari kesulitan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
(PPDP) yang berusaha untuk melakukan penelitian dan pencocokan (coklit) daftar
pemilih, banyak diusir oleh warga hingga viral di media sosial.® Pada konteks yang
berbeda, kita melihat bagaimana kasus korupsi dari Lukas Enembe, Gubernur Papua,
yang kediamannya dijaga ketat oleh para simpatisan dengan senjata panah.’ Dua kejadian

tersebut menunjukkan paling tidak terdapat persoalan sosial-kultural yang perlu untuk

5 CNN Indonesia, Gugatan Prabowo ke MK di 2014 dan 2019, Serupa tapi Tak Sama,
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190612132836-32-402673/gugatan-prabowo-ke-mk-di-2014-

dan-2019-serupa-tapi-tak-sama, 13 Juni 2019

% Populi Center, Evaluasi 3 Tahun Kinerja Joko Widodo - KH. Ma'ruf Amin dan Dinamika Politik
Menjelang Pemilu 2024, https://populicenter.org/2022/10/26/evaluasi-tiga-tahun-kinerja-joko-widodo-kh-
maruf-amin-dan-dinamika-politik-menjelang-pemilu-2024/, 19 Oktober 2022

7 Scott Schraufnagel, Michael Buehler, & Maureen Lowry-Fritz. Voter turnout in democratizing Southeast
Asia: A comparative analysis of electoral participation in five countries. Taiwan Journal of Democracy,
July. 2014.

8 Nano Suharno, Pilkada, Data Penduduk, dan Pemilih, https:/news.detik.com/kolom/d-5192666/pilkada-
data-penduduk-dan-pemilih, 29 September 2020

° Detik, Tetap Kondusif KPK Periksa Lukas Enembe Meski Dijaga Simpatisan Berpanah,
https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6386758/tetap-kondusif-kpk-periksa-lukas-enembe-

meski-dijaga-simpatisan-berpanah, 4 November 2022
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ditangani, terutama bagaimana supaya inisiasi-inisiasi memperkuat pemilu yang

berintegritas mendapatkan respons positif dari masyarakat.

Antara Kelembagaan hingga SDM
Berdasarkan penelusuran kajian-kajian yang ada, apabila dikategorikan ke dalam
beberapa kategori, persoalan mengenai data pemilih dapat masuk ke dalam beberapa

faktor berikut.

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih

Persoalan pemutakhiran data di kota Medan di tahun 2018 menunjukkan persoalan
manajemen SDM, terutama berkaitan dengan aspek evaluasi proses pengambilan data di
lapangan.'® Fungsi lain selain fungsi pengambilan data adalah fungsi untuk melakukan
sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan hak-hak politik dasar warga negara.''
Persoalan lain ada pada kurang telitinyga PPDP dalam memasukkan data.'”> Faktor

kesalahan manusia ini dapat menjadi faktor krusial, mengingat pengelolaan data

membutuhkan ketelitian dan keterampilan dalam mengelola data yang banyak dan besar.

2. Pemekaran Wilayah & Desentralisasi

Faktor lain ada pada birokrasi dan pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah memberikan
hambatan-hambatan administratif, terutama apabila terdapat ketidaksesuaian antara data
pada pemerintah pusat dan daerah.'* Kebijakan desentralisasi seharusnya dapat
mendekatkan pelayanan ke masyarakat, namun pada praktiknya, desentralisasi tidak
selalu berimbang dengan meningkatnya kualitas pelayanan. Dalam banyak hal,

desentralisasi justru untuk mengakomodasi elite lokal.'*

10 Proses evaluasi seharusnya menekankan pada tolak ukur kinerja yang jelas, terutama juga berkaitan
dengan apa indikator kinerja yang digunakan. Lihat: Muhammad Husni Thamrin, Muhammad Arifin
Nasution, & Faiz Albar Nasution. Problematik Data Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018
Di Kota Medan. Jurnal Sosial Politik, 2020, 6.2: 157-167.

! Weriza, Asrinald, & Ernita Arif. Budaya Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilukada
di Kota Padang Panjang. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 2019, 20.2: 213-222.

12 Rahmad Nuryadi Putra & Hasanuddin. Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015. 2017. PhD
Thesis. Riau University.

13 ibid

14 Mardyanto Wahyu Tryatmoko. Problem Demokratisasi Dalam Desentralisasi Asimetris Pascaorde Baru.
Masyarakat Indonesia, 2017, 38.2: 269-296.
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3. Keterbatasan Kapasitas Kelembagaan

Persoalan daftar pemilih sangat berkaitan dengan bagaimana pendataan penduduk, oleh
karenanya dalam hal ini Kemendagri menjadi lembaga yang bertanggung jawab, terutama
berkaitan dengan perekaman E-KTP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).!* Dalam
beberapa kasus, seperti di provinsi Lampung, beberapa pemangku kebijakan pemilu
bahkan tidak turun lapangan untuk turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

pemutakhiran data pemilih.'®

4. Minimnya Partisipasi Masyarakat

Pada perhelatan demokrasi seperti pemilu, partisipasi masyarakat menjadi kunci utama
sebagai unsur yang melakukan verifikasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Komisi
Pemilihan Umum (KPU).'” Dalam hal ini, maka Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)
memiliki peran penting untuk turut mendorong aktifnya partisipasi pemilih. Kehadiran
lembaga BAWASLU merupakan struktur yang unik, mengingat tidak terdapat struktur

serupa di dalam sistem pemilihan di negara lain.

5. Celah Regulasi

Butuh untuk dilakukan penataan regulasi, terutama terkait dengan siapa yang akan
melakukan pembaharuan data pemilih, terutama apabila berkaca pada pasca pelaksanaan
pemilu tahun 2019. Pasca pemilu, UU 7/2017 belum mengatur siapa aktor-aktor yang

akan melakukan pemutakhiran data.'®

Sengkarut Data Pemilih
Hasil penelusuran beberapa literatur menunjukkan bahwa terdapat persoalan ini teknologi

yang memegang peranan penting dalam persoalan pemutakhiran data pemilih. Faktor

15 Rahmad Nuryadi Putra & Hasanuddin. Pemutakhiran Data Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bantan Tahun 2015. 2017. PhD
Thesis. Riau University.

16 Nico Kresna Wibowo, Rahayu Sulistiowati, & Eko Budi Sulistio. Koordinasi Stakeholder Tentang
Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilu Serentak di Indonesia (Studi di Kota Bandar Lampung Tahun
2019). Jurnal Administrativa, 2020, 2.1: 45-62.

7 ibid

18 Muhammad Imam Subhki. Redesain Pendaftaran Pemilih Pasca Pemilu 2019. Jurnal Penelitian Politik,
2020, 16.2: 137-154.
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tersebut seperti kemampuan kelembagaan hingga kompetensi SDM. Faktor non teknologi
ini tentu akan kerap ditemukan, meski rekapitulasi data pemilih telah dilakukan dengan
menggunakan teknologi.

Apabila kita melihat bagaimana desain tahapan pemutakhiran data pemilih untuk
pemilu 2024 (tabel 1), maka fokus koordinasi telah tertata dengan baik, terutama

berkaitan dengan koordinasi antara kementerian-kementerian terkait.

Tabel 1. Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Pilpres 2024

No Pihak Tahapan
Penyerahan Data Kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri
1 | Kemenlu, KPU kepada KPU dan WNI bertempat tinggal di luar negeri dari
Kementerian Luar Negeri kepada KPU
2 | Kemenlu, Kemendagri Sinkronisasi Data Kependudukan dan Data WNI di luar negeri

Penyerahan Daftar Potensial Pemilih Lokasi khusus dari KPU
Kabupaten/Kota kepada KPU melalui KPU Provinsi

Kemenlu, Kemendagri, | Penyerahan DP4 oleh Menteri Dalam Negeri dan DP4LN oleh
KPU Menteri Luar Negeri kepada KPU

Penyandingan DPT Pemilu/Pemilihan terakhir yang telah
dimutakhirkan secara berkelanjutan dengan DP4 hasil sinkronisasi

3 | KPU

> |KPU dan Penyandingan DPTLN Pemilu terakhir dengan DP4LN hasil
sinkronisasi oleh KPU
Penyerahan Data Pemilih dari KPU ke KPU Provinsi/KIP Aceh dan

6 | KPU, PPLN KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Penyerahan Data Pemilih Luar Negeri
dari KPU ke PPLN

7 | KPU Penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian

8 | KPU Pencocokan dan Penelitian

9 | KPU Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan DPS/DPSLN

10 | kPU Pengumuman DPS/DPSLN dan Masukan/Tanggapan Masyarakat,

Pengawas dan Peserta Pemilu
11 | KPU Perbaikan DPS/DPSLN
Pengumuman DPSHP/DPSHPLN dan Masukan/Tanggapan

12 | KPU Masyarakat, Pengawas dan Peserta Pemilu

13 | KPU Penyusunan, Rekapitulasi dan Penetapan DPT/DPTLN
14 | KPU Pengumuman DPT

15 | KPU Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan

Sumber: Betty Epsilon Idroos, Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024, KPU RI, 30 Oktober 2022

Persoalan koordinasi antar lembaga telah coba untuk diatur dengan menempatkan
aktor mana melakukan apa dan melakukan koordinasi dengan lembaga apa. Persoalan
yang perlu untuk diperhatikan kemudian ada pada faktor non teknis, yakni kesalahan pada
SDM. Apabila kita melihat perkembangan data DPB (tabel 2) dan dan DAK2 (tabel 3),
terdapat selisih yang cukup besar, hal ini yang perlu diverifikasi, terutama mengingat
keduanya berpatokan pada data yang berbeda. DPB merujuk pada pemilih, dan DAK2
merujuk pada penduduk.
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Tabel 2. Perkembangan Daftar Pemilih Berkelanjutan Hingga Semester II Tahun 2022

DPB Semester II | DPB Semester 11
No. Provinsi 2021 2022 Selisih
Jumlah Pemilih Jumlah Pemilih
1 | Aceh 3.543.986 3.545.271 1.285
2 | Sumatera Utara 9.827.473 9.815.138 -12.335
3 | Sumatera Barat 3.712.791 3.710.316 -2.475
4 | Riau 3.931.295 3.931.295 -1.323
5 | Jambi 2.427.062 2.400.552 -26.510
6 Sumatera Selatan 5.904.114 5.855.515 -48.599
7 | Bengkulu 1.376.567 1.372.919 -3.648
8 | Lampung 5.973.779 5.873.741 -100.038
9 | Kepulauan Bangka Belitung 970.628 967.749 -2.879
10 | Kepulauan Riau 1.176.971 1.170.135 -6.836
11 | DKI Jakarta 7.863.012 7.891.416 28.404
12 | Jawa Barat 33.397.858 33.371.611 -26.247
13 | Jawa Tengah 27.628.516 27.529.690 -98.826
14 | D.I. Yogyakarta 2.687.953 2.675.147 -12.806
15 | Jawa Timur 30.809.477 30.710.067 -99.410
16 | Banten 8.179.547 8.179.256 -291
17 | Bali 3.085.522 3.077.507 -8.015
18 | Nusa Tenggara Barat 3.730.186 3.723.295 -6.891
19 | Nusa Tenggara Timur 3.487.661 3.491.376 3.715
20 | Kalimantan Barat 3.677.885 3.647.700 -30.185
21 | Kalimantan Tengah 1.706.306 1.714.356 8.050
22 | Kalimantan Selatan 2.796.440 2.774.798 -21.642
23 | Kalimantan Timur 2.496.447 2.466.571 -29.876
24 | Kalimantan Utara 428.572 429.774 1.202
25 | Sulawesi Utara 1.852.777 1.839.959 -12.818
26 | Sulawesi Tengah 2.039.701 2.039.701 -4.118
27 | Sulawesi Selatan 6.124.467 6.125.226 759
28 | Sulawesi Tenggara 1.750.537 1.745.288 -5.249
29 | Gorontalo 833.096 814.780 -18.316
30 | Sulawesi Barat 890.990 891.449 459
31 | Maluku 1.355.876 1.336.011 -19.865
32 | Maluku Utara 801.924 747.262 -54.662
33 | Papua 3.451.321 3.433.034 -18.287
34 | Papua Barat 738.611 729.705 -8.906
Total 190.659.348 190.022.169 -637.179

Sumber: Betty Epsilon Idroos, Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024, KPU R1, 30 Oktober 2022

Selisih data tentu berpotensi untuk menjadi bahan sengketa, hanya saja memang
salah satu langkah penting untuk melakukan sinkronisasi adalah dengan mengedepankan
transparansi proses. Proses yang transparan perlu untuk didukung oleh partisipasi
masyarakat aktif. Pertaruhan dari proses ini ada pada legitimasi pemilu yang dilakukan

di masa mendatang.

Tabel 3. Data Agregat Kependudukan (DAK2) Semester I tahun 2022
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Kode Wilayah Laki-Laki Perempuan Total
11 Aceh 2.691.209 2.688.728 5.379.937
12 Sumatera Utara 7.666.710 7.666.710 15.305.230
13 Sumatera Barat 2.822.418 2.801.725 5.624.143
14 | Riau 3.394.578 3.251.812 6.646.390
15 | Jambi 1.853.480 1.789.283 3.642.763
16 Sumatera Selatan 4.403.279 4.243.407 8.646.686
17 | Bengkulu 1.044.836 1.002.274 2.047.110
18 Lampung 4.553.556 4.348.010 8.901.566
19 | Kepulauan Bangka Belitung 753.871 718.556 1.472.427
21 Kepulauan Riau 1.068.834 1.032.381 2.101.215
31 DKI Jakarta 5.645.916 5.603.669 11.249.585
32 | Jawa Barat 24.628.466 24.008.714 48.637.180
33 | Jawa Tengah 18.863.156 18.625.121 37.488.277
34 | D.I. Yogyakarta 1.819.826 1.857.696 3.677.522
35 | Jawa Timur 20.521.843 20.622.224 41.144.067
36 | Banten 6.169.313 5.975.848 12.145.161
51 Bali 2.149.392 2.137.801 4.287.193
52 Nusa Tenggara Barat 2.727.377 2.746.130 5.473.507
53 Nusa Tenggara Timur 2.757.448 2.756.768 5.514.216
61 Kalimantan Barat 2.817.151 2.664.895 5.482.046
62 Kalimantan Tengah 1.380.678 1.292.112 2.672.790
63 Kalimantan Selatan 2.092.119 2.049.414 4.141.533
64 | Kalimantan Timur 2.017.337 1.874.512 3.891.849
71 Sulawesi Utara 1.362.527 1.301.786 2.664.313
72 Sulawesi Tengah 1.577.983 1.496.975 3.074.958
73 Sulawesi Selatan 4.591.593 4.664.337 9.255.930
74 Sulawesi Tenggara 1.361.683 1.329.108 2.690.791
75 Gorontalo 607.075 596.846 1.203.921
76 Sulawesi Barat 735.117 712.069 1.447.186
81 Maluku 950.317 936.418 1.886.735
82 | Maluku Utara 688.374 648.994 1.337.368
91 Papua 2.307.032 2.049.992 4.357.024
92 | Papua Barat 604.383 556.645 1.161.028
65 Kalimantan Utara 371.119 338.501 709.620
Total 138.999.996 136.361.271 275.361.267

Sumber: Betty Epsilon Idroos, Pemutakhiran Data & Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024, KPU RI, 30 Oktober 2022

C. Pemecahan Masalah

Ketegangan pasca pemilu 2014 dan 2019 harus dihindarkan, salah satunya dengan tetap
menjaga legitimasi pemilu melalui keterbukaan pelaksanaan pemilu. Keterbatasan
persoalan SDM dapat diatasi dengan cara memperjelas lembaga-lembaga yang
berinteraksi dalam setiap tahapan pemutakhiran data pemilih. Di sisi lain, partisipasi
masyarakat menjadi kunci untuk tetap memastikan bahwa proses pemutakhiran ini
diawasi oleh beragam pihak. Partisipasi masyarakat dapat menjadi jembatan bagi
tantangan-tantangan kultural, seperti penolakan masyarakat ketika proses penelitian dan

pencocokan (coklit).
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Hal lain yang perlu untuk diperhatikan ada pada peluang untuk menggunakan Satu
Data Kependudukan Indonesia.'® Penguatan data kependudukan oleh Kemendagri
menjadi agenda krusial, terutama untuk memastikan tidak hanya hak-hak politik warga
negara terjamin, tetapi juga pemenuhan hak-hak dasar lainnya, seperti pemberian jaminan
kesehatan hingga pendidikan. Sistem satu warga negara satu nomor identitas (identity
number) yang terintegrasikan dengan beragam informasi warga negara tersebut, menjadi
kunci utama akselerasi berbagai kehidupan bernegara. Penerapan ini krusial, hanya saja
perlu dibutuhkan regulasi yang menjamin perlindungan data pribadi, sehingga tidak
digunakan semena-mena oleh negara maupun korporasi.

Perkembangan teknologi menjadi peluang penting bagi akselerasi integrasi data
hingga proses ruang partisipasi bagi warga negara. Penggunaan ruang digital
memungkinkan pengawasan dilakukan tanpa terkendala oleh kondisi geografis. Ruang
digital turut menjadi ruang bagi kelompok-kelompok masyarakat sipil, sehingga perlu
literasi digital yang kuat dari warga negara.?’ Persoalannya, belum semua wilayah di
Indonesia memiliki infrastruktur internet yang memadai, oleh karenanya perlu untuk
memperkuat pengawasan berbasiskan masyarakat dengan memperkuat ikatan-ikatan

kelompok masyarakat sipil yang peduli terhadap pemilu.

D. Penutup dan Saran

Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat persoalan institusional yang disebabkan oleh
kapasitas pemerintahan di tingkat pusat dan daerah terkait dengan pendataan penduduk.
Di sisi lain, terdapat pula persoalan SDM yang berakibat pada tidak akuratnya data yang
dimasukkan ke dalam sistem. Di masa mendatang perlu untuk dibuka ruang implementasi
satu warga negara satu nomor identitas (identity number) serta perlunya pendekatan
sosial-budaya dan teknologi untuk menjamin kepercayaan pada data (reliabilitas) dalam

proses pendataan.

19 Program Satu Data Kependudukan Indonesia tertuang dalam Peraturan Presiden no. 39/2019 tentang Satu
Data Indonesia, terutama mengingat pengumpulan data di BPS telah mengacu pada satuan wilayah RT/RW
dan terintegrasi dengan data Base Dirjen-Dukcapil. Proses yang paling perlu untuk dilakukan adalah proses
validasi dari data-data yang telah masuk. Terutama saat ini KPU juga telah merancang sistem rekapitulasi
elektronik (e-rekap) yang dilakukan secara berjenjang. Lihat: Nano Suharno, Pilkada, Data Penduduk, dan
Pemilih, https:/news.detik.com/kolom/d-5192666/pilkada-data-penduduk-dan-pemilih, 29 September
2020

20 Bawaslu DIY, Literasi Digitalisasi Melawan Hoax, https://yogyakarta.bawaslu.go.id/publikasi-literasi-
digitalisasi-melawan-hoax, 10 November 2022

Jurnal Pengawasan Pemilu | Bawaslu DKI Jakarta

128




BAWASLU

'BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UNUM

PROVINSI DKI JAKARTA

Ruang digital perlu untuk dimanfaatkan sebagai ruang pengawasan dan partisipasi
politik, meski infrastruktur internet tidaklah seimbang. Kekurangan infrastruktur internet
yang timpang dapat diatasi dengan mengedepankan keterlibatan kelompok masyarakat
sipil di wilayah tersebut untuk mengawasi proses. Keberadaan BAWASLU juga perlu
untuk diapresiasi, mengingat hingga saat ini nampaknya tidak ada lembaga lain yang
sepadan dengan BAWASLU di bidang kepemiluan. BAWASLU dapat menjadi faktor

pendorong keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu.
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